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KATA PENGANTAR

Pujl dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena atas bimbingan, petunjuk dan kasib-Nya
sehingga buko ind dapat penulis selesaikan. Buku inl merapakan
pengembangan dari disertasi denpgan judul ¢ Kelarmonizan
Perafuran Pengeloiean Sumber Daya Alam Tuerelbang Diare Huban Unboek
Kesepelebernan Masvarabnl Papua”

Buku ini setidak-tidaknva berisi tiga hal penting, vakni; (1)
hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam pengelolaan sumber daya alam lambang dan
hutan: {2} pengelolaan sumber daya alam ambang dan hutan di
Provinsi Papua; dan (3) keharmonisasian peraturan yang ideal
dalam pengelolaan sumber dava alam tambang dan hulan untuk
kescjahteraan masyarakat Papua.

Hubungan kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan
pemenntah daeral dalam pengelolaon sumber  doya alam
lambang dan hutan di Provinsi Papea mengalami tumpang timdih
kewenangan, Hal itu berdampak pada timbulnya kemiskinan
struktural dan marjinalisasi masvarakat adat pemilik hak ulayat
vang dibuktikan dengan angka-angka dari badan pusal Statistik
dengan menempatikan Provinst Papua sebagai daerab penghasil
vinas lerbesar ol dunda, tetopt merapakan Provinsl {ermiskin
dengan tingkal indeks  pembangunan manusia terendab i
lilimissia

Penpelolaan sumbser diaya alarm tambsangg dan latan i Provins
Mapun bsdum Dengalan optimal, Hal ind berakibat pada tidak
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optimalnya pelaksanaan pembangunan dan tidak optimalnya alih
teknologi, Hal tersebut mengakibatkan timbulnya ketergantungan
pada pi hak asing, dalam pengelalaan sumber daya alam tambang
dan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia dan masyarakal hukum
adat.

Keharmonisan Undang-undang sebagal agen of sochil chaiges
dan hukum sebagal instrumen selama ini terabaikan, termasuk
dalam konteks membentuk hukum yang baru, Desain regulas
tentang hink-hak masyarakat hukem adat diaku dilindungi
dan dihormati dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam tambang dan hutan sehagai allernatil penyelesaian
kondlik pertambangan dan kehutanan di Provinsi Papua, ll'!.:! Imi
merupakan upaya dan pemikiran penulis tentang keharmonisasian
peraturan pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan
antuk masyarakat adat di daeral Otonomi Khusus Provins Papua.

Dalam penulisan buku ini, penulis telah banyak mendapat
bimbingan dan dorongan dark berbagai pihak, terutama kalega
dan keluarga, Oleh sebab itu darl Jubuk hatl yang paling dnlam,
pada kesempatan ini patut  penulis menvampaikan rasa hormat
dan terdmn kasih yang tak terhingga kepada | Prof. Dr. Farida
satitting, SH, MHum, Dekan Fakultas Hukum L niyorsitas
Hasanuddin Makassar, juga kepada Prof. Dr, Ir, Abrar Saleng,
S 10 MH, Prof. Dr. Andl Suriayaman Mustari Plde, SH., M Hum,
Pred. Dr. Parida Patittingi, S.H., M. Hum, Prof. Dr. Surdjiter, S H.
MSi Prof, Dr. Aminuddin Salle, 5.H,, MH, Prof, Dr. Muh, Yunus
Wahid, 5. MSi, Dr, S Susyantd Nur, S.H, MH, Dr. Muh.,
Hasrul, 5,11, M.H, Prof, Dr. Marwati Biza, 5.1, M.

Kepada lsteri bercinta dan tersavang [rvana Anwar, 5H.,
ML dan anaku tereinta Jan tersayang Fatihah Tataniah Lobubun
dan Farizah Fahriana Lobubup, yang senantinsa memberikan
dorongan kepada penulis, baik meril maupun materil untuk
r|11'nl|,11.11"-..‘|||-.,;u| buku Ind, hingga okhirnya dapal disclesaikan,

Des. Najarudin Toatubun, MM, ( Kakak Kasdung) selaku
Ketua Yavasan Byadien, vang selama fnb Bersama kelurga
pemmbaerikan 4|--ru|-u.'_.1|| el manpin materil kepada penalbis
dalam mwenyielesatban tulisan inl. Eetua ST Bk Papua Isarta

Ks%a Fengorls

Dosen/stal  dan sivitas akademika STIH Blak Papua  yong
selamwa inl telab memberikan dorongan sehingga penulis dalam
menvelrsaikan tulisan int Juga Dr. Anthon Rahamesun, 5.H.,
MH, selaku Ketua DI'C PERADI Jayapura dan pernab menjabat
sebagal Konsultan Huakum T Freeport Indenesla vang selamn
ini telah memberikan motovast dan decongan kepada penulis
dalam  penulisan buku ini, kepada Dr. Eddy Pelupessy, S.H.,
M. Hum, selaku Dosen Fak, Hukum Unecen Jayapura vang telah
memberikan motivasi dan dorongan.

Penulis menvadard hahwa dalam bubu ini masith banvak
kehurangan dan jauh dari kesempurnaan, Untuk ite penulis
mengharapkan krtik dan saran dard berbagai pihak yang bersifat
konstruklil,

Akhirnya, semoga uku ini dapat memberikan manfaal bagl
perkembangan ilmu hukum khususnyva dalam mengharmoniskan
peraturan-peraturan  dalam pengelolaan sumber  daya alam
Lombang Jan hutan untuk kesejahterann masyarakal Papua.

Makassar, Maret
0
IPenunlis

Musloy Lobuban
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Tabel 1 Rekapitulasi zin usaha pertambangan mineral dan logam
dan batubara di Provinal Papua__82

fabel 2 Kontribusl perusahaan pertambangan {dalam jutaan
U$)_129

Tabel 3, Kompensast Hak Ulayat atas Penebangan Kayu__177

Tabel 4, Kompensasi  dari Perusahaan  IUPHHK terhadap
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PENDAHULUAN

i dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik
Indenesia 1945 Pasal 33 avat (3) sebagai landasan konstitusional
mengamanatkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung,
di dalamnya dikuasal oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,

Kekayaan  Indoneala melimpah ity menyvadarkan para
pendiri banpea, bahwa pengelolaannya hares dapat mewujudkan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab it visi
dan misi mulla dan pendiri bangsa itu dimasukkan dalam Pasal 33
avat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
vang pada ayat (2) diatur bahwa cabang-cabang produks: vang
penting bagl negara dan menguasal hajat hidup orang banyak,
tikuasai oleh negara untuk kepentingan rakvat. Dengan demikian
maksud darl pendini bangsa ini ialah bahwa pengelolaon terhadap
sumberdaya alam oleh negara Indonesia hanes bertujuan kepada
kemakmuran rakyat Indenesia, oleh sebab itulab semua aturan
perondang-undangan di bidang sumberdaya alam di Indonesia
sitlalu mencantumbkan kata-kata kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam yang
berupa berda hidup maupun tidak hidup vang berada di bumi
dan dapat dimanfaatban eleh semua manusia untuk memenuhi
kebutulun hidopnya, baik sumber daya alam tambang maupun
sumberdaya alam hutan vang mervpakan karunia Tuban,

ko pertambangan yang berlak padla peneritaluan
it asnde Isaru alalaky Loy Umdbang, Momor 1 Ll 17
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tentang  Ketentuan-Ketentean  Pokok  Pertambangan. Dalam
rangka mempercepat peimbangunan ckonomi nastonal dalam
mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan
dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi
clil wntuk masa kini dan akan datang. Undang-Undang tenlang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan
clta-cita banpgsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari
sucdut politik dan ekonomi, sosial dan strategls. Dalam UL imi
kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh
prrusalaan aslng memberikan dalam bentuk kontrak kerja (KK]
yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapal diperpanjang
25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka wiklu wntuk satu
kontrak kerja adalah 60 tahun. Mla dikaji secara mendalam
materi muatan UL ini adalah bersliat sentralistk sehingga tidak
memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukannya
sendiri. Detgan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang
termasuk bidang pertambangan yang salah satunya adalah
perubahan paradigma sentralistik ke olonomi daerah vang seluns-
lunsnya berdasarkan Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya tanggal 12 Januar 2009
diberlakukanlah Undang-Undang Nonvor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disingkat denpan
UL Minerba. Undang-Undang Inl hadir dalam menghadapi
lantangan lingkungan strategis dan pengarub glohalisasi yang
mendorony demokratisas], otonoml dacrah, hak asasi manusla,
Hngkungan hidup, perkembangan eknologi informast, hak ntas
kekayaan intelektual serta buntutan peran swasta dan masyarakal,
II'It'nj;‘fltLllﬂ}"ﬂ terutama dalam hal pemberian izin.!

Berangkatl dari wajah suram penpelolan sumber dava alam
tambang pada masa arde baru yang penguasaan bahan galian
diselenggarakan oleh pegara sesual Pasal 1 UL Nomeos 11 Talun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokek Pertambangan vang
cenderung menafiban dacrah penghiasil dan masyarakal =sekitar

—
batnge [ oo ) wltosmbo wwn easennfianpbe conn ) sejanaly B sl Raislsamga i
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serta bebih berorientasi pada kepentingan modal, maka dalam era
reformas sant ime menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Minerba scbagai pengganti atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Mertambangan dengan harapan penguassan mineral dan batubara
{minerba) oleh negara, disclenggarakan oleh pemerintah dan/
alau pemerintah daerah sesuai Pasal 4 UL Nomor, 4 Tahun 2009
tentang, Minerba? Namun kenvataannya tidak berubah, bahkan
menimbulkan masalah baru, yaitu konflik antara perusahaan
dengan masyarakat lingkar tambang, kooflik soslal antara
masyarakal lingkar tambang dengan perusabaan, dan kontlik
antara masyarakat sekitar dibaca. masyarakat {adat) dengan
pemenintah daerah, sepertl yang tenadi pada kasus T, Citea Palu
Mineral (CPM) Ji Kelurahan Poboyi, Kecamatan Malu Timur,
Kota Palu Sulawes] Tengah,

Lahimya UL Nomor 4 Tahun 209 tentang Minerba sebagai
konsekuensl atas dinamika lingkungan vang berubah termasuk
diteraplannya olonomi dacrah sebagaimana UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Doaerall dimana pemerintah
daerah diberlkan peran yang lebih besar dalam melaksanakan
pembangunan di daerah’ yang selanjutnya ditegaskan dalam
Feraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang, Kewenangan
Pemwrintah dan Proviesd  sebagai Daerah Otonom dalam
mendorong demokratisasl, otonomi daerab, hak asasi manusia,
lingkungan hidup, peningkatan peran swasta dan masyarakat
vanyy pada akhirnya menciptakon kesejahterann rakyat *

Penerapan LU Momor 4 Tahun 2009 tentang Minerha
tersebut menandakan pemerintah daerah diberikan porsi vang
kebrily Tresar untuk imelakukan Fungsi pengaturan, pengurusan dan
pengawasan terhadap pengelolann dan pemanfaatan sumber daya
alam lambang di wilayahnya, baik pembangunan aspek ekonomi,

'asat A Unalang-Undarg Nomor 4 Tabun 209 iertang Pertambangon
Sluwweral dan Ratubare,

Ul Ui Ly, Momos 82 Talwn 30000 petingy Porbiimfumgan dan
1% A ||l|.|.1ll| 1 llll'i ki I-||| i | || 1.'|"
Vo Peetansn Lliniinn Peeatiran Peonoriniab Baommoe 39 Tl 3000 foyylanig
"llllllll-lllr'_ﬂll|'-'l'IIrI.'lr.-I:'I||.l]l|I'll.l'il.ll'l|'H'||.I|,‘I.u|.|1J-||.1'|lh||-|1|||||
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sosial dan pembangunan lingkungan hidup. Fungsi pengnltumn

jugza difabarkan dalam Pa sal 2 Jo. Pasal 8 Undang-Undany homor

& Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana,

vang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria,

selanjutnya disingkat (UUPA), yang bermakna bahwa negara

dalam hal ing

1. Mengatur dan menvelenggarakan peruntu kkan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, bt dan ruang anglasa
tersebul;

2 Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan orang-orang
dengan bumi, alr dan antara ruang angkasa, dan

3. Menenlukan dan mengatur  hubungan-huburgan hukunj
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hubum mengenai
bumi, alr dan ruang angkasa.

Kewenangan  pengaturan  peruntukkan, - penggunaan,
pemediaan,  pemeliharaan, hubungan-hubungan  orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa dan hubungan-hubungan
hukum anfara orang-orang dan perbuatan hukum tersebut
bertujuan  untuk  mencapal sebesar-besarnya kemakmuran
rakval datam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan,
berdaulat adil dan makmur

Penpaturan atas pengelolan dan pemaniaatan sumber
daya alam tambang tersebut dibutuhkan selain untuk meniaga
lr.ui;n;,-ﬂ an sumber daya pertambangan agar Hdak cepat habis, juga
memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan [fasal 3
huruf § UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan PI* Nomor, 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
{Pasal 47-48).7
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Agartercapainyi tujuandan cita-citanegara sebagaimana yang
diamanatkan dalam "asal 33 ayat (3} LD 1945, maka perusahaan
pertambangan juga diwajibkan melaksanakan tanggung jawab
sostal dan lingkungan, Pasal 95, 106, 107, dan 108 Undang-Undang
Nomaor, 4 Tahun 2009 tentang Minerba dinyatakan tentang
kewajiban perusahaan (pemegang usaha pertambangan) untuk
muedaksanakan penpembangan dan pemberdayaan masyarakat*

kewaflban tanggung jawab sosal perusabaan (Coorpurate
Soctal Responsiblity) vang selanjutnya dalam penulisanini dising kat
CSR sebagai bagian dari kenfiguras] hubungan antara dunka
bisnis dan masyarakal, maka persoalan tanggung jawab soslal
perusahaan mengalaml rumusan kensephual yang terus berubah,
sejalan denpgan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha ity
sendin. Mada awalnya dan untuk waklu yang sangat panjang,
dunia usaha barangkali tidak pernah berfikir mengenal tanggung
lawab sosial, Hal il karena proporsi leori klasik, sebagaimana
dirumuskan oleh Adam Smith babwa tugas korporasi diletakkan
semata-mala mencari keuntungan, * e only duly of the corporation
15 fo e profit™ ® Motivasi ulama setiap perusahaan atau industri
alau bisnds adalah meningkatkan keuntungan,

Secara perlahan idiclog M oaly duly of the corporalion is fo
wiake profit™ yang dianut oleh korporasi telab berubah dengan
munculnya kesadaran kelektifl bahwa kontiunitas pertumbuhan
dunia wsaha Hdak akan terjadi tanpa dukungan yang memadal
dari stateholder yang melingkupinya seperd manajer, konsumen,
buruh dan anggota masyarakal. Intl darl pandangan Ind adalah
balwa dunia usaha tidak akan sephtera jika steteholdernya juga
titlok =ejahlera ™

Merusahann ltu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi
tanggung  jawab ckonomis kepada para slalelalders seperti
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bagaimana memperoleh profit dan menaikkan harga saham .1_1-.'1:1
tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak,
memenuhl persyaratan AMDAL (Analisls Mengenal Dampak
Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan
ingin eksls dan ekseptabel, harus disentakan pula tanggung jawab
vang bersifat sosial,”

Tanggung jawab sosial sebagai kewajiban pelaku usaha
tercermin dalam Pasal 106 - 108 UL Nemor 4 Tahun 2008 lentang
Minerba, vakni kewajiban pelaku usaha memanfaatkan tenaga
kerja setempat, partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi,
dan pengembangan masyarakat,

D Tndonesia kesadaran para pelaku blsnis dalam meneraplkan
(SR dan pengembangan masyarakal relalif bare, vaily awal
1990, Adanya anggapan para pelaku bisnls Jdi Indonesin Balwa
tangrung fawab soslal dipandang sebagai aklifitas yvang bersifat
buang-buang baya, Padahal program tersebut justru miemberkan
banyak keuntungan pada perusahaan®

Secara perlahan dalam dunia wsaha di Indonesin mulai
muncul spektrum baru berkaltan dengan  pentingnya dunia
wsaha mempertajan kesadaran mereka tenlang tangguing |awab
sosial perusahaan, Korpoeasi harus memandang bahwa langgung
jawab soslal perusalinan perlu diypayakan di linghungan inlernal
dan cksternal perusahaan. Dalam linghup Internal perusabaan,
implementasi CSR merupakan kepulusan stralegis perusahaan
vang secara sadar didesain sejak awal untuk meneraphan
lingkungan kerja yang sehat, kesefahteraan karvawan, aspek bahan
baku dan limbah vang ramah lingkungan, serfa semua aspek
dalam merialankan usaha dijamin tidak meneraplkan prakik yang
dapat merugikan bangsa dan negara. Dalam linghup ekslemal
implementasi CSR - harus dapat memperbaiki aspek  sosial,
vkonom! dan lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya
serla lingkungan masyarakat pada umumnya, Tanggung jawab

g "|'L||-..|:|l Wilssrnns, Stk kel Kapiam dan Apdidiae) ChRE A % Ashbal Media
{arafiba S phaya, A0E, ) 20
bl sy Arahatmandini g Prabees tanggal 11 srplembe
Wil

P abobuan

chsterial ini menfadi kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk
mew | udkan kesefaliteraan masyarakat lewat pembangunan yang
berkilanjutan,™

Koonsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai
baglan dari konsep pembangunan secara umum yang berkembang
cejak tahun 1970-an, Selain isu pembangunan ckenomi dan
pembangunansosial, lsu pembangunandi Bdang lingkungan lelah
menpicll dimensi baru dar konsep pembangunan berkelanjutan,™

Dimana dalam pengusahsan pertambangan memiliki 2 (dua)
paradigma dan implikasl yang berbeda, yaite

. Paradigma yang menilai sumber daya alam sebagai sumber
pendapatan ketimbang modal Eksploitasa sumber daya alam
hanyi dlarabhkan untuk mendukung pertumbihan ckonoml
tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi
lingkungan hidup, Dalam batas-batas tertentu keberadaan
incluatrl dalam suatu wilayah, bukan hanya menempathan diri
sebagal entitas asing telapi juga merupakan sumber praharay
masalah sosial.

Fud

Paradigma yang memandang bahwa usaha pertambangan
merupakan industri dasar yang menopang peradaban modern.
Tanpa produk pertambangan berupa logam dan mineral,
munusla kembali dalam zaman batu, Atas dasar kedua realitas
vang kontradiktil di atas, konsep dan pola usaha dan industd
pertambangan vang menghasilkan logam bahan galian industri
non logant dan batubarn sebagai sumber energl serla panas
Lsunrnsi eli v abeanndatang, sevogianya berbasis kepada keadilan
(egeerty), kespimbangan (balonces), demokras democrmcy), dan
keberlanjutan {estiinalde) vang, moelibatkan antar generasi.
Roowusep wdarl pola ind hunya dapat teelaksana dengan baik jika
melibatkan semua pihak lerkail secara oplimal,
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Hukum sebagal perangkat norma-norma kehidupan dalam
masvarakal merupakan salah satu instrumen terd ptanya aklifitas
bisnis vang lebih baik, Para peloku bienls (perusahaan) dan
masyarakat hendaknya lercipta hubungan yang harmonis. Untuk
itulah perusahaan dan masyarakat harus dapal bersinergl, dalam
hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemu ngkinan
kisenjangan vang terjaci, Perusahaan merupakan badan usaha
yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukom dengan
demikian perusalaan mempunyal hak dan langgung jawab
hukum juga mempunyal tanggung jawab moral, dimana tanggung,
jawab moral ini dapat menjadi cermin dan perusahaan tersobut.™

Dari penjabaran di atas, maka tanggung jaw ab negara uniuk
melakukan fungs pengaturan, penguresan dan pengawasan
terhadap keglatan pengelolaan pertambangan dem terwujudnya
kesejahteraan rakyat, Wamun kenyataannya, hasil tambang
vang dikelola oleh pelaku wsiha pada wmumnya, perusahaan
penanaman modal asing (PMA) pada kKhususnya lebih banyak
menguntungkan perusabaan tersebut dan pada untuk menambah
kescjahterann rakvat. Sebagai contoh, di Wilayah Papua yang
dikenal kayo akan tambang emas ernyata maslh banvak rakyat
Papua yang hidup di bawah garls kemiskinan, hasil tambang
berupa tembaga, emas dikelola oleh perusahaan PMA PT. Freeport
ying sebagian besar sahamnya dikuasal eleh perusahaan Filksasa
Amerika Serikat I'T, Freepart-Me Moran Copper & Gold Jue sebesar
5%, sedanpkan saham Pemerintah Indooesia hanya 10% 2

Sesuad dengan amanat Undang-undang Nomor41 Tahun 1999
lentang Kehutananbahwa Hutan Negaraadalah hutan vang berada
pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di
dalamnya Hutan Adat, yaltu kawasan hutan yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat. Dengan dimasukkannya hulan
adat dalam pengertion hutan negara, tidak meniadakan hak-
hak masyarakat hukum adat sepanjang, menurul kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan keglalan

* | Nyoman Tjager, el al. A8, Corpodate Camernaine {Tantanyan lan
Krvrwapatan gl Koowtanthar Bisals Indonara) 11 Ppebuabanabin, Jabarta, b 0 IE'

Hasirdnirns bectiaw i b Lt Komeas, 18 Ubiodwy 2000 |1 |
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pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan sesuai dengan
kearifan lokal masyarakat hukum adatnya.

Mengelolaan hutan di Indonesia sampar saat ini belum
menunjukkan  kejelasan  tenlang hak  kepemilikan  (properly
right) atas lahan hotan, Hal ind telabh menimbulkan :'mpli_h.n;]
yang kompleks, Di berbagai tempal lefadi persoalan saling
klaim terhadap lahan hutan vang sama, konflik vertical antara
masyarakal dengan perusahaon HPH/ ILPHHE, bahkan konflik
horizontal antar masyarakat pun terjadl yang disebabkan oleh
persnalan hak-hak atas pemanfaatan hutan,

Konflik  yang  teradi di bidang  kehutanan,  dalam
kenyataannya telah menjadi Indicator penghambat dalam proses
pengelolaan hutan lestard karena dari aspek ekonomi khususnya
darl skl penpusaha, konflik  mengakibatkan  tidak adanya
kepastian dalam berusaha di bidang kehiutanan serta me m‘lnm;lg
kelidakpedulian terhadap masa depan sumberdava hutan, Dan
aspek sosial masyarakal, konllik menyebabkan adanya tuntutan
{viziming) atas wilavah, baik perkelompok masyarakat yvang besar,
kectl alaupun secara individual, Sedangkan dari .lipt.:lr. vkologis,
terkalt dengan kedua aspek dl atas maka akan mengancam daya
dukung (eerrying cqucity) kawasan hutan, yang pada akhimya
niwnpakibatkan kerusakan sumbendaya hutan semakin besar
whingga semakin menguatkan dugaan balwa pada masa vang
akan datang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat
hukum adat di Papua,

Hutan vang dikeloda masyarakat hukum adat dimasukkan
Wi dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya
hak menguasal oleh negarn sebagai organisasi kekunsaan
selieruh rakyat pada tingkatan yang tertinggl dan prinsip Negara
kamatvan Bepublik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan
adat dalam pergertian butan negara, Bdak menindakan hak-hak
sy atrakal hukum adatl sepanjang kenyataannya masib ada dan
dukul keleradbannya untuk melakukan keglatan pengelolaan
Bitan, Mamun demikion dalam undang-undang, lersebat masih
membwerl pengaturan yang cubup loas tentang keberadaan
pasyatikal hokom adat dalam blidang kehlanan selsagaimana
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disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan vang menyebutkan bahwa masyarakat
hukum adat sepanjang menurut kenyatannnya masih dan diakui
keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehan-hari masyarakat ndat yang
bersanpkutan untuk meningkalkan kesejahieraan

Salah satu  tujuan  nasional  vang  ditegaskan  dalam
pembukpan UUD-NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesin dan seluruh tumpah darah Indonesia. Frasa "segenap
bangsa [ndonesia® menunjuk pada pengakuean atas realitas
keragaman, vang semuanya horus mendapatkan perlindungan.
Namun, pengakuan pada tataran konstitusional tersebut tidak
selalu sejalan realitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa.
Eksistens]l masvarakal hukum adat diduga kurang mendapatkan
perhatian dari pemerintab, Kebijakan sebelum reformasi lebih
mengarah kepada sentralisasi dan penyveragaman yang berpotensi
meminggirkan, bahkan tidak mengakul cksistensi kesatuan
masyarakat hukum adat.

Desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearlfan lokal
mienjadi salahsatu arus utama menggantikan kebijaban sentralisasi
dan penyeragaman di masa lalu, Hal itu sepenuhnya ditegaskan
dalam ketentean ULD-NRI 1945 hasil perubahan, Pasal 281 ayat
(3 UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyvarakat
tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.
Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanyva terhadap
identitas budava faga lerhadap eksistennya sebagai subyek iwkum,
Hal it dilegaskan dalam Pasal 188 ayat (2) UUD-NRI 1945 vang
menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masvarakal hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanfang masih hidup dansesual perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, vang diatur dalam
urddang-undang,

Ketentuan  konstitusional  lersebut memiliky dua unsor
penting, vang  pertama adalah  aminan pengakuan dan
penghormatan besaban musyarakat hubume adat dan hak-hak
tracdistonalnva. Semwnlara s kedoa adalab peanbabisat. vaitu

Freadahuhuan

sepanjang masib hidup dan sesual perkembangan masyarakal
serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesla [NKRI), yang
rantinya diatur dalam undang-undang, Kedua unsur tersebut
akan menjadi landasan untuk menentukan kriterla suatu kesatuan
masyarakal dapat disebul kesatuan masyarakat hukum adat vang
akan diatur dalam undang-undang.

Pada tingkat pelaksanaan, pengakuan, dan penghormatan
kesatuan masyarakat hukum adat dalam CUD-NRI 1945 dapat
dilihat darl ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatumya serta tindakan penyelengrara negara, Pada tingkat
undang-undang, pengakuan kesatuan masvarakat hukum adat
sebagai subjok hukum telab terdapat dalam LU Nomor 24 Tahun
003 tentany Mahkamah Konstitusl, Pasal 51 UL Mahkamah
Konslitush memberikan hak hukum kepada kesatuan masyarakal
hukum adat untuk mengojukan permohonan pengujian undang-
undang, dengan kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 188 Ayat
(23 ULID-NRE 1945,

Saat int sudah banyak perkara permohonan pengujian
undang-undang yang diajukan oleh kelompok yang menamakan
Kematian masvarakal hukum adab, terutama pengujian undang-
undang tentang pembentukan atau permckaran wilayvah, Salah
satu permasalahan vang muncul dalam perkara-perkara tersebut
adalah apakah kelompok masyarakat yang menjadi pemohon
tersebul wemang memenohi kriteria sebagnl kesatuan masyarakat
hukum adat karena belum ada suatu undang-undang yang
nengatur tentang hal tersebut,

13 dalam UL Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Pacrab pada Pasal 2 avat (1] juga disebutkan bahwa Nepara
kamatiran Kepublik Indonesia dibagh atas daerah provinsi dan
daerah provinst di bagi atas daerah kabupaten kota. Kelentuan
dhlarm undang-undang pemerintah daerah tersebut menunjulkkan
babwa pengakuon kesatuan masvarakal bhukom adal diakui
Feviva pada tingkal atan terkadl dengan pemerntahan desa Hal
vt o tercermibn dalam PP Momor 72 Tahun 2005 tentang D
Penggnbuian tersebint testu belum mvemenihd amanat kooadilos
karrna aspek hukum vang tercabap dalam pengertion kesaluan
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masyarakat hukuim adat tidaklah terbatas pada pemilihan kepala
desa. Pengakuan fuga harus diwujudkan pada aspek kehidupan
masyvarakal yang laln, misalnya dalam pengelolan sumberdaya
alam.

Perlu diingat bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintah
dacrah adalah untuk mempercepat tercapainva  kescjahteraan
rakyat melalui pelayanan otonomi yang seluas-luasnya. TH dalam
otonoml scluas-luasnya ditekankan untuk lelop memperhatikan
prinslp yailu demokrasi. Dengan demikinn peminggiran atau
diabaikannva hak-hak masyvarakat adat diduga bertentangan
dengan prinsip demokrasi yang ditekankan dalam semangat
peliksanaan otonomid seluas-luasnya.

Adn beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui
keberadaon masyarakat adat di Indonesla. Dalam  Undang.
Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan  dan
penghormatan terhadap masyarakat adat, fermakiub  dalam
"asal THED ayvat (2], vaitu: "Negara mengakul dan menghormati
kesatuan-kesatwan  masyarakat hukom  adat beserta hak-hak
tradisionainya sepanjang masih  hidup dan sesual denpan
perkembangan  moayarakat  dan prinslp Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang distur dalam undang-undang”. Pasal
ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat
dalam hubungannyn dengan negara, serta menjadi landasan
korslitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya
komunitas diperlakukan, Dengan dermikian pasal tersebut adalah
salu deklarast tentang @ (a) kewajiban konstitusional negara untuk
mengakul dan menghormati masyarakat adat, serta (b} hak
konstitusional masyarakat adat untuk memperolsh pengakuan
dan penpghommatan terhadap hak-hak tradisionalnya, Apa vang
termaktulr dalam Pasal 188 ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan
mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penvelenggara negara,
untuk mengatur pengakuan dan penghormalan atas kebworadaan
masyarakat dalam suntu bentuk undang-undang, Pasal lain vang
berkaitan dengan masyarakat adat, adalab Pasal 28 aval 1(3) vang
mwenyvebutkion “identiias budava din Tuk masyarabat tradisional
thhl.rru.ﬂl sl e peerkembangan caman dan peradaluan
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Sebelum amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1045,
TAPP MI'R No. XVI/1998 tentang Hak Asasi Manusia (FlAM)
terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak
masyarakat adat. Dalam Pasal 41 Plagam HAM yang men|adl
bahagian tidak terpisabkan dard TAP MPR ltu, ditegaskan |
“ientitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman®
Hahkan dalam TAP MPR Nomor, 1X/ 2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan FSDA, hak-hak masyarakat adat tersebut tidak ha nya
sebatas hak atas tanah ulayat, tetapl uga menyangkut sumberda Vil
agrania/sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam
pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal ity termaktub dalam Pasal
4, bahwa | “Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya
alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip mengakul,
menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumber daya aprarin/sumber
daya alam”,

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ini,
dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi darl TAP MPR
Aomor XVII/199 vang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat
hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Pacal 6 UL
Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan sebagal berikut:

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat haras diperhatikan
dan dilindungi oleb hukum, masyarakat dan pemerintah,

Fad

Identitas budaya masvarakal hukum adat, termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman,
pempelasan Pasal & avat (1) UU inl menegaskan babwa *hak
adal™ yang secara nyata masih berlaby dan dijunjung tnggi
didalam lingkungan masyarakat hukum adat haras dibormati
dan dilindungi dalam rangka perdindungan dan penegakan
Hak Asash Monusia dalam masvarakat vang bersanphulan
dengan wemperhatiban hukum dan pertndang-undangan,
Sedanghan penjelasan untuk avat (2) dinyatoban babwa dalam
rangka peneggakan bab asasd manmsia, idertites budaya nasional
masyarabal hukum adat, hak-hak sdal vang masith siscara
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nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat,
tetap dibormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan
denpan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan
dan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh Pasal 6 UU Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini sesungguhnya
menegaskan pula keharusan bagi hukum, masyarakat dan
pemerintah unluk menghargai kemajemukan identitas dan
nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat selempat.
Penglngkaran terhadap  kemajemuokan fersebut, misalnya
melakukan penyeragaman [wniformitas) nilai terhadap mereka
merupakan suatu pelanggaran HAM, apabilajika peninglatan
tersubut disertal lindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau
paksaan, sudah tentu tindakan demikian bisa dikategonkan
kejahatan serius dan berat, sehingga memungkinkion untuek
disulenpearakan di pengadilan HAM.

Undang-undang yvang lain yang juga mengatur hak-hak
masyarakat hukum adat adalab UU Nomor 41 Tahun 199 lentang,
Kehutanan, UL terscbut bahkan mengakui adanya wilayah
masyarnkat hukum adat, sepert] dinyatakan dalam Pasal 1 angha
6 “Hutan adat adoloh hutan negara yang, berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat™ Sayangnya pasal ini masih belun
menunjukan pengakuan hak komunitas adat atas sumber daya
alam dalam wilavahnya, karena ternyata hutin adat masih diklaim
sebagal hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam Pasal 5 avat
{2) LU Nomor 41 Tahun 1999 lentang kehutanan bahwa “Hutan
negara sebagaimana dimaksud padaayat (1} harufa, dapat berupa
hutan adat’; dan bahwa "Hutan negara adalah hutan yang berada
pada tanah vang tduk dibebani hak atas tanah (Pasal T angka 4).

Menjelasan Pasal 5 ayat (1} juga menguratkan @ "Hutan
negara berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan
pengelmlaanya kepadamasyarakat hukumadal {rectlz=gemecnsclug)
Hutan adat tersebut selsclumnya disebut hutan ulayal, Tatan
marga, hutan  perluanan  atan sebutan lainnya. Dengan
dimasubkkannya htan adat il pengertian hutan negara,
tdak mendadakan Dok hak masyvarabal hukpm adat sepanjang

Feniaiitesn

kenvatdannya masith ada dan diadkui keberadsannya, untuk
melakukan keglatan pengelolaan Intan. Untuk pentanyaan yang
terakhir, Pasal 67 avat (2) menyvebutkan: “Pengakuan keberadaan
dan hapusnva masyarakat hukum adal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Persturan Daerah® . Sedang kan
untuk perlanvaan penjelasan [Masal 67 avat (1), memberikan
pambaran sebagai berlkut:

‘Masyarakat  hukum  adal  diaker  keberadaannya,  |lka
menurul kenyataanya memenuhi unsur antara lain:

1. Masyarakatmasibdalombentuk paguy el (recelgemeaa=chop);
Adda kelembagaan dalam bentuk peranghkat penguasa adatnya;

2. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

3 Adda pranata dan perangkat hukum, khsesnva peradilan adal
vang masih ditaati;

4. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayvah hutan
sebitarnya aituk pemenuban kebutulon hidop sehari-harl,

Berbeda dengan UL sebelumnya vang menegaskan hak-hak
masvarakal hukom adal dalam kaltannya dengan pengelolaan
sumber dava alamy sesual identitas don kekhasan badaya, UL
Nomor 32 Tahun X4 fentang Pemerintahan Dacrah, lebih
Pertujuan pada penegasan hak-hak masyarakat hukumadat untuk
mengelola sistem politik dan pemerintalonnya sesval dengan
ketentuan-kelemoan hukum adat setempat,

Pengelolaon hutan sevogvanya  dapal mendngkatkan
kiqaliteraan rakvat. Hal fersebot merupakan sebaglan dand
hygas pemerintah vang sangat poenting sejak tingkat kemzakan
Idan telah menjadi pusat perhatian oleh seluruh oegara-negara
I dumia, hutan merupakan sumber doya alam vang memiliki
[ioran vang sanpal strategis dan vital sebagas sisteri penyangga
kehidupan manusia dan mahluk lainnya

Fhosbstem hoatan oenbenban banyak  manfaal  secara
Lngrany; dan tidak langsung kepada masyarakat, berkontriluas
e hadap pembangunanwilayab, danme mbantu memperlahankan
Hngkungan plobal vang baik Tetapd ekaplotbasd hatan yvang
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tingal, khususnya kayu menycbabkan kehilangan hutan melekihi
kapasitas regeneralif sumber daya tersebul,

Contreras-Homoill,” menyebutkan bahwa permasalihan
thlegu! loging dan kejahatan kehutanan merupakan masalah global
dan serius, dimana diperkirakan 15 % perdagangzan kayu dunia
melibatkan praktok ilkgal dan korupsl, serta menimbalkan
kerugian assel dan pendapatan lebib dar USS 10 milyar per
tahun, Oleh karena ity pemerataan kescjahteraan di selunih
wilayah negara kesatuan Republik Indonesin merupakan tujuan
hangsa Indonesia. Provinsi Papua sebagai bagian wilayah paling
timur negara Kesaluan Republik Indonesia merupakan salah
eatu Provinsi memiliki kekhususan karena dilatarbelakangi oleh
berhagal laktor penting dalam pemberian status otonami khusus,
sementara sumber dava alam cukup melimpah, belum dapat
dinikmati secara merata oleh seluruh perduduke di Provinsi
Papua. Faktor geografis merupakan salah satu faktor penting,
misalnya keadaan alam yang Perpunung:gunung, dataran tinggi
dan dataran rencdalh, lembah-lembah, bahkan terdapat gunung
s Serara cksplisil mengenai faktor-faktor vang mendorong
kekhususan Provins Papua dapat dilihat dalam konsideran YU
womor 21 Tahun 2001 tentang Olsus Papua pada butir [, g danh
sebagai berikut:

I “Balwa  penyelenggaraan  pemerintah dan pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Mapua selama ini belum sepenuhnya
memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan
terelptanya  kescjahteraan  rakyat,  belum sepenuhnya
muenampakkan penghormatan techadap Hak Asasi Manusia

2 “Penpelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinst
Papua belum digunakan secara optimal untuk menlngkatkan
taraf hidup masyarakat asll, sehingga twlah mengakibathan
terjndinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain,
serln. merapakan pengabalan hak-hak dasar persduduk ashi
Papua

L isdivas Dol alabany [hodly Setyaminijgelh (I marybasl] belspaban
prrsbwraniasan gl g wibl ik prerlimdangan sifida obava frerinia
il b, b, s i bl wi el [liteia 3

Pera sk ok i

3. Bahwa dalam rangka mengurangl kesenjangan antara Provinsi
Mapuadan Provins lain, serta memberikan kesempatan kepada
penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesaa.

Penpelolaan sumber daya alam yang tersebar di Provine
Papua termasuk nutan seharusnya menjadi prioritas penting
dalam mewujedkan kescfalleraan masvarakal di Provinsi Papiea,
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Asosiasi Pepgusaha Hutan
Iredorwsia (AT'HI) babhwa sumber daya hutan memiliki arti penting
dan strategls bagh penduduk asli Papua, apalagi bapi masvarakat
Papua yanp secara alami sangat terganiung pada ketersediaan
sumber daya hutan."

Selanjutnva APHT menegaskon balwa apapun bentuk
pergelulaan hulan yang akan diterapkan di Papua dalam era
olomomi khusus diharapkan tidak bergeser dari prinsip-prinsip
vaitu:

I, Pengelolaan hutan yang dilakukan secara lestari artinya
vhsploitasi sumberdaya alam yang dilahukan harus numg:;n-
dung upaya-upaya penanaman kemball dan memungkinkan
hutan unbuk memulihkan dir sehingga muetu sumber dava

hutan yvang ada sekarang tetap dapat dinikmali generasi vang
akan datang;

et

P'engusabaan hutan harus mampu memnbenkan keuntungan
vhonomi vang lavak bagl pengusaha;

1 Pengusalaan hutan haros mampu mensclabiterabkan masvarakat
sekilar

4 Pengusahaan hutan harus Lat hukem

Hukan sebagai sumberdaya alam haros dimanfaatkan untek
sebwsar-besairnva kemakmuran rakvat seperti dimandatkan dalam
sl 33 UL 1945, Dasar hukom pemanfaatan hotan tersebat oi
dome=ta bertumpun pada makna Pasal 33 ayal (33 vang dilujukan

M St b g Uabibn i Blainwant Jaban Tergali CHiwesaei Bbarsin I*
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sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor
5 Tahun 1967 tenlang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehulanan
bermaksud menerapkan tujuan tersebul melalul pendekatan
timber manggertent tetapl tidak mengakomodir suatu pengelolaan
vang bersifal menyelurub dalam forest nertagement atau ecosws e
muragensent yvanyg mengakomodasi juga aspek sosinl budaya
maupun ckonomi dan kelestarian lingkungan vang berkelanjutan.

Pemanfaatan hutan oleh negara selama ini diduga belum
menunjukkan perlindungan terhadap masvarakat hukum adal
Papua. Adanya beberapa konflik atas pertanahandi Papua diduga
kuat terjadi berhubungan denpan kurangnya  perlindungan
terhadap masyarakat hukum adat atas suntu kawasan hutan.
Permasalahan lain jupa vang turut memper kuat dugaan lemahnya
perlindunganterhadap masyarakat hukumadatadalah Kurangnya
upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
atas hutan.

Dalam  rangkn  perlindungan dan pemanfaatan dan
pemeliharaankelestarianhutan berdasarkan peraturan perundang-
undanpan vang ada, maka sumber dava hutan yang begito
menjanjikan, hasilnva sebagian diperuntukkan untuk peningkatan
ekonomi masyarakat hukum adat, Oleh sebab itu pemanfaatan
hutan untuk kepenlingan negara bagi atas tiga klasifikasi, yakni
hutan konservasi, hitan produksi dan tanaman kehutanan !
Dari ketiga jenis hutan tersebut, hutan konservasilah vang perlu
dijaga kelestanannya, Namun kenyataan menunjukkan bahwa
kerusakan hutan yang begitu hebat sebagaimana dikemukakan
pada baglan terdabulu tidak saja teradi pada hutan produlksi
dan tanaman kehutanan melainkan juga telah merambab pada
kawasan hutan  kopservast  belakangan Inl, Menarik  untuk
dipertanyakan, apakah setelab tiga pulul tahun lebib pembalalkan
hutan melalui Hak Pengusihaan Hutan (HPH) vang dilakukan,
sudah merupakan praktik pengelolaan hutan (forest manigoiend)
atau justro sebaliknyvi vang tedadi adalab praktik perburoan alau
penehangan pohon (mber samsgeiont).

i las *wppald Mlmorhda Da'hitn Dolsalamaul o vweld Yaydagin ( Nuw
Irabigws=la, |dbarta PR Fdm
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Penguasaan hutan oleh negara, haruslah dipandang sebagai
penguasaan yang  bukan merupakan kepemilikan, sehingga
negara seyogranya memben kewenangan kepada pemerintah
untuk mengatur dan mengurus segala sesuaty vang berkaltan
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, Termasuk
didalamnya mengatur dan menetapkan bubungan hukum antara
orang dengan hutan dan atau kawasan hutan dan basil hutan serkd
mengatur perbuatan hukom mengenal kehutanan,

Penguatan atss penguasaan hutan adat oleh masyarakal
hukum adat dapat dilihat secara jelos dalam Pulusan Mahkamal
Roretitusi Republik Indonesia Nomor 35/ PUU-X/ 2012 yang
dalam pertimbangan hukumnyva, menyatakan balwa menuril
Mahkamah, keberadaan masvarakal bukum adat, Tungsi dan
slatus hutan (adat), penguasaan hutan, masvarakal sepanjany
menurut kenyataannya inasth ada harus diakui keberadaannya,
shingga seluruh pertimbangan hukum vang telab disebuthan df
Alas mutatls mutandis berfaku dalam pertimbangan hukum ind,
Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum
adat ditetapkan dengan Peraturan Dacrah dan ketentuan bebily
fanjut diatur dalam Peraturan Pemerintal, menurut Mahkamah
merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam [Pasal 188
aval () LUD 1945 yang menvatakan "Negara mengakai dan
twnghormatl kesatuan-kesatuan masyarakot hukum adat beserta
hak-lak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
porkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesaluan Republik
Lidonesta, yang dintur dalam undang-undang®.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tenlang,
Penwerintaban Dacrah, bahwa sektor kelwtanan diknleporikan
Al wrusan pemerintahan daerah pllihan konkuren (Pasal
120, meskipun urusan penataan ruang dan lingkungan hidup
thikalegenkan dalam urusan penwrintaban wajibe Dalam Pasal
I, deatur tentang Penweknpgaraan urusan pemerintall dalam
Piddang behutanan ditaigi antara pemerinlal pusat dan dacralby
Presidivsi dengran perkoevaalion pengelolaan lamar batan rava i
kabiipatens Kota mwnjadi bewenangan dark daceah Rabirpaten
ilan Kista
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Sumber daya hutan mempunyai peran penting  dalam
penvediann bahan baku industrl, sumber pendapatan, menciptakan
lapangan dan kesempatan kerja, Hasil hutan merupaban komodit
vang dapat diubah menjadi hasil alahan dalam upayva mendapat
nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerfa dan
kisempatan berusaha, Upaya pengelahan hasil hatan Lersebat
tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai bahan haku
industri.

Soelanjutnya, jika dilihat  darl sisi fungsi  produksinya,
keberpibakin  kepada rakyat  banyak  merupakan  kuna
keberhasilan pengelolahan hutan, Oleh karena ite, prakick
praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi kepada kavu
dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu
diubah menjadi penpelolaan yang berorientasi kepada seluruh
potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan
masyarakal,

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan dapat disesunikan
dengan fungsl pokoknya, yaitu fungsi konservas, lindung dan
produksi, Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokak hutan
dan komdisl utan tersebor, dilakukan juga upava rehaldlitasi
serla reklamasi hutan dan lahan, vang  bertujuan selain
mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdavaan
dan kesefahleraan masyarakal, sehingga peran serta masyarakat
merupakan int keberhasilannya.

Dalam  pengurusan hutan secara lestar, diperlukan
sumber daya manusla berkualitas bercirikan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi vang didasard dengan iman dan
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penvelenggaraan
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan Latihan, serta
penvuluhan kehutanan yang berkesinambungan.

Otonomi Khusus  Bagi Provinst Papua sebagaimana
dituangkan dalam  Undang-Undang Nomar 21 Tahun 2
pada dasamya adalah pemberan kewenangan vang lebih livas
hagi provinst dan rakyal Papaa uintub memgatun dan menguaris
diri semdith b dalam kerangka Negara Resatuan Republik
[infonesia. Kewenangan vang lebibe lias berartl pula Banggiung,

Ferclahis dan

|awab yang lebih besar bagi provinsi dan rakvat Papua untuk
menyelengparakan pemerintaban dan mengatur kekayaan alam
di- Provinsi Papua untuk sebesar-besarnva bagi kemakmuran
rakvat Papua.

Berdasarkankewenangan Pemerintah Pusat vang diaturdalam
perundang-undangan itu, maka Femerintah Pusat dalam hal ini
Dipartermen Kehutanan mengeluarkan kebifakan-kobljakan vang
pada dasamyn bertentangan dengan kebdjakan-kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh daerah seperti Surat Edaran Departeinen
Kehutanan Nomor 406/ Menhut-VI/2003 tanggal 4 Agustus
2003 tentang, Larangan Pencrbitan Lzin Pencbangan Kayu (1PK)
uleh Pemda, kemudian Surat Kepulusan Bersama {EHE!}- Menter
Kehutanan Momor  TI32/Kpts-1/2000 tentang  Penghentian
lkespor Kayu Bulat/ Bahan Baku Serpih yang kemudion dikeatkan
dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun N2
tentang Larangan Fespor Knvu, Hal tersebul menunjukkan bahwa
:uﬂwﬂ atah Pusat masih tetap memegang kendali atas pengelodaan

utan.® .

Berdasarkan uralan di atas, maka lsu penting  adalah
lemahnya harmanisast peraturan pengeloloan sumbver daya alam
peclambangan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat
fapua, Hal mana berdasarkan kenvataan bahwa Il'h‘l\_'_i"ﬂl'..]!iﬂ-l Papua
hingga saat inl belum sephtera sebagaimana vang diharapkan
badk baik it bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan vang
merupakan tujuan dari pengharmoenisasian peraluran pengelolaan
sumber dayva alam, Jika dibandingkan dengan provinst (daeral)
lainnya di Indonesia, schingga penting adanya regulasi tentang
bewenangan pemberian fzin pengelolaan,  pengaturan,
Pengawazan serln pengakoan hak-hak dasar masyarakat hukom
adal Mapua tentang batas-batas hak ulayat !11-]5}-'-lr-1|ut hukum
adat dalam wilayah areal tambang dan hutan vang notabene tHidak
mernl ki mpahan sumbser daya alam tambang dan hutan,

T Ttk ki Murros bumsd, 0, (gl Loy trwaanl
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ARGUMEN TEORITIK

A, Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistern norma. lorma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnva™ atau
das sollen, dengan menyertakan beborapa peraturan tentang apa
vang harus dilakukan, Norma-norma adalah produk dan aksi
manusia yang deliberatll, Undang-Undang vang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagl individu
bertingkah loku dalam bermasvarakal, baik dalam hubungan
dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan
masyarakal, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagl masyarakat
dalam membebani atan melakuban tindakan terhadap individu,
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan
kepastian hukum.!

Menurut Gustay Hadbruch, hukum hans mengandung 3
(Hya) nilai identitas. vaitu sebagan berikul ;2
1 Asas kepastian hukum (reddmatipfedd), Asas ini meninjau dard

sapdlut yuridis,

Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninfau dan
stdut filosalis, dimana keadilan adalah kesamaan bak untuk

#d
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semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukom (ziechmabighedd ataw doeliatagiiod
atau whlity).

Tejuan hukum yang mendekati realistls adalah kepastian
hukum dan kemaniaatan  hukum. Kaum  Positivisme  Jebih
menckankan  pada  kepastian  hukum, sedanglan  Kaum
Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemubkakan bahwa “suviguni fus, summa isjun, st
lex, sumnia crux” yang artinva adalah hekum yang keras dapat
melukal, kecuali keadilan vang dapat menolongnya, dengan
demikian kendatipun keadikin bukan merupakan tujuan hukum
satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif
adalah keadilon®

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung  doa
pengertian, yaitu perlama, adanya aluran yang bersifat umum
membuat Individu mengetahul perbuatan apa yang baleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedun, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemeriniah karena dengan adanya
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahul apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu.*

Ajaran kepastian hukum inl berasal dari ajaran Yuridie
Dopmatik vang didasarkan pada aliran pemikiran positiviatis di
dunia hukum, vang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu
vang otonoim, yang mandiry, karena bagi penganut pemikiran ind,
hukum tak lain hanya kumpulan aturan Bagl penganut allran
ini, tujuan hukum Hdak lain dari sekedar menjamin terwujud nya
kepastian hukum. Kepastian hukum ity divwufudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum
yang bersifat umum, Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan hahwa hukum tidak bertujuan untuk mewojudkan

P Hako, Filsifat [lokum Memcarse &ertaluiml dan B leviabiani
| sl |_|].||1||r:|'r|'\l| TR I'III'I|‘_|. Jl-.l-lll,'."“l“ TR
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keadilan atauy  kemanfaotan, melalnkan  sematn-mata  untuk
kepastian.'

B. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting
dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, Begitu
pentingnva kedudukan wewenang inl schingga FAM. Sroink
dan LG Stevnbeek menyatakan “het begrip bevoengliefd (s dan ook
eett kembeyrip in het steats-ent admimistraticf recht™ * Dari pernvataan
ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan
kKonsep intl dorl hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilth wewenang atiu kewenangan disejajarkan dengan
“unthority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdlsell” dalam bahasa
Helanda. Authority dalam flock's Loe Dictionery diartikan sebagai
Legal Power: a right fo comnand or to get the right and power of puiiic
afficers o require abedonce fo ther orders law fully issund i sonpe of
tharpulisa dities” (Kewenangan alau wewenang adalah kekuasaan
hukum, baik untuk memerintah atau  bertindak, hak atau
kekuasaan pejabat publik untik nama suatu aturan hukum dalam
lingkup melaksanakan kewajiban publik),

[hilipus M. Hadjon memberikan calatan berkaitan dengan
penprunaan islilah "wewenang” dan “bevoeydliend”, bahwa i=tilah
“hevpegdivid™ dipunakan dalam konsep hukum privat dan hukum
publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep
hukum publik *

Wewenang  sebagal konsep hukum  publik  sekurang-
kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu
I Pengarub;
2 Dasar hukum; dan

Acheusd Al Momguak Taldr Huloam (Sualo Kefi .:n htmuﬂ'ln an
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4. Eonformitas hukome

Komponen petpgaruh dalah baliwa penggunaan wewenang
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek  hukum,
Komponen dazar hukum dalah bahwa wewenang ltu selalu
harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konfonmitas
mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar
umum [semua fmis wewenang) dan standar khusos (untuk enis
woewenalng lertentu),”

Irfan Fachrudin, " memomuskan wewenang sebagal kekuasaan
untuk berdndak, kekuassan membual kepaitusan, memerintah
dan melimpahkan langgung [awab kepada pthak lain, DI sind
wewenang dikatakan scbagai kekuasaan hwkum, oleh karena
woewenang sebagai honsep hukum publik selalu harus mendapat
pengaturan vang jelas baik dalam hukum tala negara maupun
hukum  administrasl negara, Demikian  kualnva hubungan
wewenang dan kekuasaan tersebul, sehingpa sering kel (dilah
tersebul digunakan dalam pengertian vang sama.

Sefalan dengan pilar utama negara hukum yailu asas
legalitas {legafiteits fagmecden atau weletiginedd von bestuir), alas
dasar prinsip temsebul bahwa wewenang pemenintahan berasal
dari peraturan  perundang-undangan. Lebih jauh  dikatakan
Ridwan 1R, bahwa sctiap penyelenggaroan kenegaraan dan
pemwrintohan harus memiliki Hgitimast, yally kewenangan yvang
diberikan oleh undanp-undang. Dengan demlkian, substansi asas
legatitas ndalab wewenang,  Sebagaimana pula dikatakan oleh
" Nicolai"” bahwa pemerintah mempunyal kemampuan untuk
melakukan Hndakan-tndakan hukum tertentu,

Dalam kepustakaan bukum administras] lerdapat dun cara
untuk memperoleh wewenang pemerintahan yallu atribusi dan
delegasi, kadang-kadang juga mandatl ditempatkan sebagai cara

JLTA
Irfan Fachrudin, Peepeasay Poradien Adwivitoaea vl Tigddae
Proserrabaly, Algimak, Bardving, 509, b 34
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lersendind untuk memperoleh wewemang !

Sualu atnbusi menunjuk kepada kewenangan vang asl]
atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan
wewenany, untuk membuat keputusan (fesfuil) yang langsung
bersumber kepada undang-undang dalam arti materdil, Rumusan
lain mengatakan bahwa atribusi merupakan  pembentukan
wewenany lertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu dan
vang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ¥

Indraharlo,”  menpatakan bahwa  pada atelbusi terfadl
pemberiin wewenang  pemerintahan yang  baru oleh suaty
ketentuan dalam peraturan perundang-undanpan,  Disinl
difahirkan atau  dicptakan  suatu  wewenang  baru,  Leblh
lanjut disebutkan ahwa regislator yang berkompelen untuk
memberikan atribusi wewenang pemerintahan it dibedakan
antara yang berkedudukan sebagai arigine! legishator dan vanyg
bertindak sebagan defegatend leghstator.,

Atribusidigambarkan sebagaipemberian kewenangan kepada
suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan ity
abas nama dan menurut pendapatava sendir, tanpa sl pemberi itu
sendin ditunjuk untuk menjalankan kewenangan it

Atribusi berkenaan dengan penyveraban kewenangan baru
sedangkan delegasi menyanghut petimpahan WEWLNang vang
lelah ada {oleh ergan yang telah memperaleh wewenang secara
alributif kepada organ lain), jadi delogasi secara logels saelalu
diclabwlui oleh atribusi. Kata delegast (defegatic) mengandung
arti penyerahan wewenang darl paabat yang [ebih tinggl kepada
yang lelsh rendah, Penverahan vang demikian diangpap tHilak
|.||I[I.‘I| ilesnarkon selain da,-nH.m atau berdasarkan  kekuatan
birkum, Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dard badan
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alau pefalal pemerintahan vang satu kepada badan atau pejabat
pemerintahan ™

Mentrut Heinrdeh Triepel,”™ pendelegastan dalam pengertian
hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangkuo sesuatu
wewenanp, kenwgaraan,  Jadi, pendelegaslian im merdpakan
penggeseran bompelensi pelepasan dan penerimaan -:‘-e-.-'.ill.llu
wewenanp, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pfh.ﬂ.
vang menyerahkan wewenang ilu. Pihak vang nmnu[ulumsfk.m
harus mempunyal sesustu wewenang, yang selarang 1!-:1qu|".
dipurakannya.  Sedangkan  yang  menerima  pendelegasian
juga biasanya mompunyal suakty wewenang, scharang akan
memperkual.

Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dajam arti
pemberan kewenangan, pejabat yang diberi maradat (menbabaris)
bertindak untek dan atau nama pemberl mandat {npedons),
i dalam pemberian mandat, pejabat vang memberi mandat
menunjuk pejabat lain umok bertindok atas nama pemberd mandat.

Ada perbedaan yang mendosar Lin antara If.u.-werl.'msan
alnbusi  dan delegasi, Pada atribusi, kewenangan vang sap
ditransfer, Hdak demikian dengan delegasi. Datam kaitan dengan
asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara
Iw=ar-besaran, akan telapi hanya mungkin di bawah kondisi
Balwea peraturan hukum menentukan mengenal kemunpkinan

delegasi,

. Teari Negara Kesefahteraan

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan
berdasarkan  konsep  negara kesejahleraan  {welfore  slalel),
pemerintah dituntut dalam penvelenggaraan pemerintaban antuk
memajukan kesgahteraan umune Untuk mengemban kewajiban
negara tersebut, pemerintah mempunyai keswajiban menyvediokan
kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk, baik berupa barang,

Agsusallion Ardi Godgans, Prsserihili sl Boiing 'svfa dan Pkt
s bualin Bredvvsesia, Clas-Baogior, SR
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jasa maupun pembangunan infrastrukiur, Selaln menyediakan
berbagal kebutuhan rakyal, pemerintah juga memerlukan barang
dan jasa dalam penyelenggaraan kegintan-kegiatan pemerintaban,

Halin pun diatur dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang, Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 bahwa:
".ohegara Republik Indonesia bortujuan untuk melindung
seenap bangsa Indoredla dan seluruh lumpah daral Indonesia,
memajukan  kescabteraon umum,  mencerdaskan kehidupan
bangsa.. ",

Rumusan i tentunva sesuai dengan tujuan yang ingin
Hharapkan dar konsep negara kesefahleraan,

Tuntutan negara kescjahteraan memuncalkan kewajiban
pemerintah unluk mencampuri kehldupan sosial  ekonomi
dan sosial masvarakat sebagai langkah untuk  mewujudkan
eseabteraanumum. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan
wiilah, maka pembuatan konlrak menjadi prakick yang rutin vang
nembutubkan kerjfasama antara pererintah dengan pihak swasta
melalui transaksi komersil, Menunnt Chales Tieler, pelaksanaan
transaksd komernlal balk eleh pemerintalt maupun pemerintah
havrah Karenanya menjadi suatu kelazinan,

Sebagai konsekuersi dard tujuan negara keseiahterann (redfine
shidels maka pemerintaly ikot boral campar ngan dalam berbagad
bidakan pemerintahan untuk kepentingan rakvat. Berkenaan
dengan campur tangan pemerintah, ada 3 (Hgal tugas pokok
g (pemerinlah), vaknii 1) tugas menjaga keamanan dan
beturtiban sevurity and order); 2) lugas menega kkan keadilan {ferative
vt i) dan 3) tugas membangun sarana dan prasarana slau
il v leubtor Publik (peeiie infrastrictune do vlupierent).

Perkaizan dengan hal itu pula, Rudhi Praselia™ menyiatakan
talhiwa. alasan utama mengapa pomerintah perlu campur tangan
il kebidupan sosial ekonomi rakyaloya, kanna P ra
twrkepemtingan  dalam i kainiersejahterakon WArganya,
kiranya Hada sualu negara vang Hdak memibirkan kvscgahberaan

Hawtini I'|.|-|||1 L apid bwin i man Fonluibays [liokuim Do bral Fhabasin
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seluruh rakyatnya, dalam hubungan inilah pada umumnya
timbul campur tangan pemerintah atas kehidupan perekonomian
dalam negara yang bersanghkutan yang selama ink memberikan
pedindungan vang lebih kepada warga negaranya sendiri, Oleh
Wollgang Friedman™ dikemukakan sebagal persoalan npegara
hukum dan ekonomi campuran {tilxed economy) dimana negara
memiliki 4 {empat) fungsi, yakni: {1) fungsl penyedia (promider);
(2) fungsi pengatur [regelator); (3) fungsi pengiusaha weaterpretoury
dan (4) Fungsi wasit (eripire).

Adanya pelibatan  negara dalam  transaksi  komersial
mengharuskan pemerintah untok mengikatkan din dengan pilak
lain (pihak swasta) dalam suaty hubungan kentraktoal, Dalam
hal pemerintah terlibat dalam hubungan kontraktual, pemerintah
mengikatkan diri dengan pihak swasta.

D. Teori Keadilan Soslal

aham yang mandir dalamy menafsitkan makna keadilan
ki arah konsep keadllon sosial berkembang selelah lase kejayaan
paham individualisme, anpamengaitkan sama sekali pada paham-
paham {ndividualisme tersebut, Contoh dan paham mandirl ini
adalah paham dari Hegel dengan ajaran Hegellon Dinfectic. Contoh
lain dari paham mandir yang menekankan makna keadilan dalam
kedudukian manusia secara kolektl adalab paham vang diselat
dengan "solldaritas sosial” (sechel salidariiy) dengan penganilnya
vang menonjol adalah ahli hukum tata negara dari Prancis, vaitu
Leon Dugult yang kemudian dikembangkan juga oleh para ahli
hukum dan negara Copprienr Lawe pengikut Hegel, Tanya saja,
paham solidaritas sosial ini sangal berodentasi pada polilik,
demokrasl, dan ketatapegaraan yang mencapai puncak depgan
lahimya ideologi negara fasis alow ideologl totaliter Lalimya
vang terkenal kejam, sehingga menggiring terjfadinya perang
dunia pertama dan ke dua vang dikuluk oleh sefaraly hukom dan
kemanusioan, Karena iy, berbarengan dengan lalimya bonsep
keadilan yang berwawasan keadllon sosial, berkembarg pula

' Wisligang Foweshinan, e Shabe wnd Thee Bk U3 aiigr i A Slinid Faupisey
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penolakan penafsiran keadilan yang tedalu mengedepankan
unsur “soslal”™ dengan mengabaikan unsur “individual® dar umat
manusia. Pabam yang, agak berlawanan anss ini, misalnya vang
berkembang di negara-neyara Amerika Latin vang terkenal dengan
perakan "hanion™ atau “persoselisn” dalam filsafat hukum dan
keadilan yang mweskipun berusaha memberikan penphargaan yang
besar kepada. individualisme dengan membendung pola pikir
wilidaritas soslal, sebenarmya mereka tidak mengabaikan sama
sekali prinsip manusia sebapai bagian dan masyarakal, Namun,
menurul mercka, prinsip “lasanist® (Individual) dengan prinsip
Crinspersonallan” (sosial) meskipun tidak dapat dikompromikan,
tetapi keduanya dapat berjalan seiring.

Karena jtu, bagaimana  perkembangan  konsep
beadilan dalam sefarah filsafat hukum sejak abad perlengahan,
khususnya yang berkenaan dengan perlindunganindividu dengan
perlindungan masyarakat, dapat ditibat dalam skema berikut ini,

Hanvak teorl yang berkenaan  dengan keadilan  sosial
vang dikemukakon di Sepanjang sejaralt hukom dan keadilan
uniuk mengharmoniskan antara kepentingan individu dengan

bupentingan masyarakat. Dalam hal ink, eord-teori headllan yang,
relevan adalah:

I el keaadilan spsial:
Do keadilan distr baatil:
Vobeon fnstioe as foirness dard John Rawis:

boteori dari kaum themsatis yang memakinai keadilan sosial
sl hak-hak individual, Seberapa penting pun hak tersebut,
tilaklaly siferent individual saja, tetapi hak tersebut melekal
bepadainddividu tersebat dalam kedudukannya  selagal
antpgota dari masvarakat,

Feark-teorh hukum tentang keadilan soslal yang (VR
A s separaly berpikie manusia bergerak-gerak di antara
ik kutuly ebstrean, yaitu kutub dan pabam irndividealisme dan
kubule olan pabuam sostalisme S unversalisme, pada prinsipiya
bl salaby sati dant posisiposisl selagal berikut
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1. Kepentingan dan hak individu lebih dimenangkan dan

kepentingan dan hak masyarakat, sehagaimana banyak dianut

di abad ke-17, 18, dan 19, teratama di negara-negara Eropa

Barat.

Kepentingan dan hak masyarakat kbl dimenangkan dari

kepentingan dan hak individu, sebagaimana umumnya dianut

di abad ke-2) don penampakannya yang ckslrem terutama

erfadi di negara-negara Eropa Timur dan negara-negara

komunls,

3. Kepentingan dan hak individu dibormati, tetapi harus
mengalah dan karenanya bersifat subordinat pada kepentingan
dan hak masyarakat, sebagalmana banyak dianet di banyak
negara dumia ke tipgo,

4. Kepenthngandan hakindividusama penting dankedudukannya
dengan kepentingan dan hak masyarakat, di mana satu sama
lain Hdak subordinat atan widergenmal, tetapi koordinal atau
nebvys (efajar), sebagaimana pada prinsipoya dianut i negara
Amerlka Serikat dl abad ke-20.

l'..i

Karena berbeda pandangan dalam falsalah sestalnga dar
masing-masing  kelompok negara tersebut (komunis, soslalis,
leberalis, sintesis), maka penafsiran keadilan sosial juga berbeda
di antara pahamepabam tersebul atou di anlara regara-negara
vang menganut paham lersebut,

Agar tercapai suatu keadilan sosial, diperlukan pelaksanaan
prinsip-prinsdp  hukum  tertentu, Teori keadilan - darl John
Rowls menvaratkan dua prinsip keadilan soslal vang, sangal
mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yailu  prinsip-prinsip
selagal berlkul:

1, Palingulama adalah prinsip kebebasan vang sama {ejud filerly,
yakni setap orang memiliki hak atas kebebasan individoal
(iberly) yang sama dengan hak orang Lainnya,

2, Prinsip kesempatan yang sama (egual gpporhionit). Dalam hal
ini ketidakadilan okonomi dalom masvarakat harus diatur
untuk melindungl pibak yang, tlak berumiong denggean jalan
memberikan kesempatan yang sama bagl semua orang dengan

Arponen Teorlilk

persyaratan yang adil,

icori keadilan oleh  John Rawls s=ebenarnya  banvak
mendapat pengaruh dard ajaran Immanuel Kant, khususnya vang
berhubungan dengan teorl kontrak saslal vang apalila ditelusurl
febil jauh sebenarmya berasal dari Roussean dan John Locke.

Akan telapi, berbeda dengan Immanue] Kant yang mendasari
teori hubum dan keadilannya pada tingkah laku manusia individu
(individoal fiumam conduct), maka John Rawls lebih mendasari
tearinya,  khususnya teort keadilan sosialnya (soctal  justice),
kepada struktur dasar (baste structure) dari masyarakal yang
tidak Lain merupakan cara di mana instihssi sosial vang h:rk-unm
mendistribusikon hak dan kewajiban kepada masyarakat. Jadi,
mwskipun Rawls menarik feoringa dan teori Immanuel Kant,
sebenamyva teori keadilan dari John Rawls lebih dekat kepada
teori ebjektivitas dar Aristoteles yang lebih mendokung fungs
kemmasvarakatan, ketimbang leorl subjpektivitas dari Immaue] Kant
vang lebih mendukung fungsi individoal manusia,

Selanjutnya, teon keadilan sosial dalam arti heas mempunyai
Iebwerapa prinaip, yaitu:
1. prinsip kebutuhan manusia;

¥
=

prinsip pemberlan dan perliukaran
voprinsip kontribust minimal; dan
b prinsip tabungan,

I'risip kebubuhan manusia {pead) dalam teori keadilan
distributif mengajarkan bahwa kepada setiap manusia diberikan
Parang-larang sosial (socied gomds) yang primer untuk memonuhi
Rebutuban dasarnyva, vang dimilikinga bersamn dengan orang
Lin dengan menanggung Baya sosial yang keell,

Selangban, dengan prinsip pemberian dan pertukaran
Cipprregreiation wrd dveleege) vang, dimabsedkon adalab seliap
tanbalim barang-barang sostal primer vang didistribusikan
bendisarkan pemberian, pecangian sukarely, dan pertukaran

i
Privsip komtribnas)  miniimal - adalah kol AT
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masyarakat yang mampu untuk memberikan kentribusi yang
minlmal kepada masyarakat, manakala sumber daya ekonami
dan sostal tidak mencukupl untuk memberikan minimum vang
diperlukan kepada setiap erang dalam masyarakat,

Kemudian, dengan prinsip tabungan ditentukan bahwa
besarnya tingkat tabungan {rafe of saeiing) untuk seliap generasi
harus mencerminkan kontribusinya vang proporsional terhadap
realisast dan mempertabankan masyarakat sehingga para anggotn
masyarakat dapat menikmati manfaatnya,

Banyak ahli pikir kontemporer yvang  mengembanghan
konsep dan makna keadllan sosial yang berasal dari teord
keadilan dari Aristoteles, Misalnya, vang dilakukan eleh William
K. Frankena vang mulai mengembanghkan ajarannya dengan
menpgakul keadilan formal darl Aristoteles vang memberlabukan
kasus yang s4ima secard sama, Menurul Frankena, manfaat dan
beban dari kehidupan sosial harus didisiribusikan bukan dengan
jalan memberikan hadiah (reanding merit), melainkion dilabukan
dengan menyatakan bahwa setisp orang memiliki kesempatan
vang sama unbuk mencapai tujuan hidupnya vang terbaik sesual
ke mampaanny.,

Selanjutnya, para penganul ajaran adilihidion juga ikt
memberikan  kontribusi pemikirannya  kepada teori keadilan
soslil, Misalnya, John Stuarl Mill menyatakan balwa standar
terhadap keadilan tidak berdir bebas, tetapi tergantung pada
mianfant sosial (socie! wtifity). Dalam hal ini, bsa saja terdapat
berbagal standar dan keadilan vang saling bertentangan satu
sama lain, di mana dalam melakukan pilihan, asas manfaat sosial
dapat menjadi krterianya, Meskipun begitu, temyata leori tentang,
wbitlarian inl sama woegdicoted dengan teort keadilan itu sendii,
sehingga dalam prakiik tidak mudah untuk diterapkan. Lagi pula,
seperti banyak kritik teshadap teor stfiterian, bahwa tidak semua
vang manfaatnya besir juga bermanfaat bagi banyak manusia,
seballknva tidak selamanva vang bermanfaal bagi banyak
manusia dapat pula membawa manfaal yang sebesar-besamya
bagi mereka, Dengan perkataan Lo babwa antara Gaklor mantaal

dhengan Takbor mayontas sering kali merri pakan dua variabel vang
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independen.

Dalam setiap negara hukum, disyaratkan berdakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya (ifie process Inw), vaitu segala
tindakan pemerintah harus didasarkan atas aturan perandang-
undangan yang sah dan tertulis, jadi peraturan perundang-
undangan tersebut harus ada dan bedaku terlebih dahulu. Lotk
dari ity sehap kebijakan yarg dibuat oleh pemerintab tdak
bokeh bertentangan dengan konstitusi atau  undang-undang
dasar (inkorstitusional], Artinya jika ada kebijakan pemerintah
vang berlentangan dengan keastitusi, atau kalau ada hak rakyal
vang telah dijamin konstitusi ternyata dilanggar oleh kebijakan
pemerintah, maka  kebijakan yang dikefuarkan pemerintab
ferscbut dapat dimintal pengujian kepada Mahkamaoh Konstitusl,
apakah benar kebijakan tersebut telah melanggar hak konstitust
seseorang atau kelompok.

Berkaltan dengan pengelolaan sumber daya alam tambang
din hutan yang dilakukan ofeh pemenintah yang cenderung
mengabaikan hak-hak serta kesejahteraan masvarakat adat i
Provinsi Papua, yvang mengakibatkan terkovaknya  perasaan
keadilan dalam masyarakat adat yang berakumulasi dengan
inasalah-masalah lainnya yang kesemuanya menimbulkan konflik
antara masyarakal adat dengan perusabaan yang memperoleh
temn eksploltasi tambang dard pemerintah, khususnya pemerintah
tacrah antara pemerintah pusal dengan pemerintah daerah
konilik mana tedadi karena kesenjangan vkonomi karena berkaitan
slengan kemiskinan struktural,

Rontlik seperti ini sudah merata terjadi di dacrali-daerah di
selruh Indonesia, sebagai akibat izin pertambangan yang dibuat
vleh pemerintah pusat manpun pemerintaly dacrah vang sama
sokali tidak menphormati dan mengabaikan hak-hak masyaraka
val sudah secara turun temurun menempati daerah tambang,

[alamy mwenerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam
Lamnlang i Provins Papua seyopyvanya pemerintah menglargal
Pk yvamg; hidup dalam masvarakal, hal oona Iwerkaitan
Banggmung, lemgan belwradaan Tahan tambang sebapai hak
wlayvad vang seviira hukun baik nasional AU interashonal
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masih diokui keberadaannya, Dengan demikian hak ckonomi
dari masyarakat adat pemilik hak ulayat akan dapat terpenuhi,
sehingga nkan meminimalisie kondlik

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Potensi Sumber Daya Alam Tambang dan Hutan

Indonesin dari sepl  sumbendaya  alam merupakan
Mugara yang berpengaruh dan memillki peran penting demi
ketersediaan sumber daya dunia, khususnya sumber daya di
bidang pertambangan, Indonesia juga dikenal dengan negar
ving kaya akan sumber dayn tambangnya yang saat inl mampu
memproduksi berbagai macam bahan tambang vang, berguna
wliin bagt kebuluhan dalam neger juga memenahi kebuluhan
lsar negerd.

Indonesia menunat Survey Geologi Amerika Serikat (LSGS)
menduduks peringkat ke-d sebagad negara yang kaya aban sy mber
daya lambang. Selain itu, dari potenst bahan galiannya untuk
batubara, Indonesla menduduki peringkat ke-3 untuk ckspor
batubara, peringkat ke-2 untuk produbsi timah, peringkat ke-2
untuk produksi tembaga, dan peringkat ke-b untuk produksi
vivas,! Oleh karena itu, sumber daya alam bidang pertambangan
wlah - menyumbangkan  banyak  kemajuan  perckonamlan
binlenesia karena dunis pertambangan mampu menambah devisa
megara yang ditandai dengan kehadiran investor-investor nsing
vang inenanamkan modalnva dan mengelola sumberdaya alam di
Ionesia, Bhususnya di bidang pertambangan.

Kondisi alam Inllab vang kemuedian membawa Indopesia
e

Al fandi Dalifins, Podensi ibhin dunfamgpay Perhomilingas o fiddieda
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menjod] salah salu diantara produsen terbesar emas, lembaga,
nikel, dan timah. Sumber daya alam bidang pertambangan vang
melimpah vang dimiliki bangsa ind jika dikelola dan dimanfaathan
dengan  baik, maka akan  membuat  seklor pertambangan
tidak hanva memberikan  kontribusi terhadap  kesejahteraan
welurult rakvat Indonesia juga berdampak pada meningkatayva
produksl domestik bruto (DB} Indonesla. Selain it juga tapi
juga membuka banvak lapangan kerja, bahkan menclptaban

tenaga-lenaga profesional dan abli bagi anak-anak bangsa di

bidang pertambangan, Oleh karena itu, negara memprioritaskan

sumberdaya alam dl bidang pertambangan sebagai tojuan utama
untuk mendonghkrak kemajuan bangsa,

Pada umumnya daerah memiliks sumber daya alam yang,
cukup memadai dan bahkan sangat potensial, Menerimaan negara
dar SOA vang dihasilkan darl wilayah daerah yang bersangkutan
dibagi dengan imbangan sebagal berikut:

1. Penerlmaan negara dan pertambangan minyvak buml yang
berasal dari daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan £5
persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk daerab.

2

Penerlmaan negara dan pertambangan gas alam vang berasal
dari daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlake dibagl dengan imbangan 70 persen
untuk pemerintah dan 30 persen unluk daerah,

Sumber dava alam mellputi seklor-sektor sebagal berikul:
1. Kehutanan

4. Hak Penguasaan Hulan

b Sumber Daya Flulan
2 Pertambangan LUmum

A luran tetap [[andrent)

b, Turan Ehsploltas] (Regaly)

Penpusnha Perikanan

ad

A, Pertambangan minyak Boumil actelah Jdikorvang) pagak mgara

gk abaerah dae retnibsoss, serta kewaplannya sesoa disigan

Lesevuwnigar Pemierindsk Dagran ..

ketentuan yang berlaku.

5, Pertambangan gas alam dikurang! pajak negara, pajak daerah
dan retribusi, serta kewajibannya.

B. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Tambang
dan Hutan

Konsepal hak menguasal negara bersumber pada pasal 33
ayat (3) UL NRI 15 yang menyatakan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunaban sebesar-besar kemakmuran rakyat

Berdasarkan hak menguasa negara tersebul, maka negara
diberi wewenang scbagaimana diatur dalam Pasal 2 avat [2)
LUPA, untuk :

1 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemelibaraan bumi, air, dan ruang angkasa;

4 Meventukan dan menpatur hubungan-hubungan  hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

Y Menentukan dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mergenal bumi, air dan ruang anglasa,

Kewenangan negara tersebut lebih lanjut dalam  Pasal
I LLUPA yaknl pemerintah membuat suatu rencana umum
mengenai persediaan, peruntukan dan pengrunaan bumi, air
dan ruang angkasa serta kekayvaan vang terkandung didalomnya,
Berdasarkan reneana umum tersebut pemerintah daerah mengatur
persediaan, peruniukan dan penggunaan bumi, air dan ruang
angknsa serta kekayaan yang terkandung di dalammya.

I'ertambangan merupakan suatu wsaha menggali potensi
sumber-sumber daya alam yang terdapat baik dalam permukaan
buml maupun dalim perut bumi yang mempunyai nilai ekonomi,
Prasar perchonomlan suatu pegara termasuk Negara Repulblik
ediorres b diitentukan dalam konsH tusi,

Pasal A3 Unelarng-Unddang Dasar Negara Republik Tocdones |
(U LEEY 1950 wsengabor sistenn porvkomormian T omesia berbuny |
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I, Perckonomian disusun sebagal usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan,

2. Cabang-eabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,

3. Buml, air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya
dikunsal oleh pegara dan dipergunakan unluk  scbesar-
besarnya kemakmuran rakvat,

Moenurut Meray Hendrik Mezak, bahwa pengelolaan
pertambangan di [ndonesia memunculkan  banyak  palemik
dalam masyarakat, baik pada kalangan cendekiawan maupun
masvarakal pada umumnya, mengingat kandungan kekayaan
vang ada pada bumi Indenesia begitu besar baik berupa mineral,
hatubara, minyak dan gas alam serta sumber-sumber lainnya, Sualu
kandungan vang banyak atau melimpah sebagalmana disebutkan
sebelumnya, tidak memberi jaminan akan diperolehnya kekayvaan

bagi Megara Indonesia maupun pada anggota masyarakat pada
pmumnya. Dalam kenvataan negara Indonesin belum dapat

dikatakan sehagai negara maju atau kuat dalam perekonomian,

pada hal sumbersumber alamoya cubup banyak dan bernilai

chkoroml, sementarn masih cukup banyak  penduduk yang
hidupnya di bawah garis kemiskinan,

Menurut Manang Sudrajat mengemukakan setidak-tidaknya
ada dua hal pokok yang patul menjadi nenupgan kita bersama
sebagal bangsa yaitu:

1. Fakta kuantitas kekayvaan alam Mepara  Indonesio,  balk
keterdapatan, maupun jenisnya cukup beragam dengan jumlah
cubup banyak. Sevara konstitusional hal ity merupakan modal
dasar yang scharusnya mampu menciptakan kesejahieraan
rakyal Indonesia,

2, Pemenuhan kescjahleraan rakvat merupakan konkrelisasi
tuntutan rakvat yang singal wajar atas fungsi Separa
pemeriniah dari hasil kekayaan alam vang telale bechosil

] ;n;'|_,.|-,1-. Threleih  Mopah, Seogalamn T Ponghitadn SNegurd -l
Denfambsin gy Niuds l'alh..ll'-.ll'lmlﬂ Eompargiel  Rywsfrad Dargul ||||'I-|.-! el | ] eilia
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Lewerangan Pemeeran Daerah -

dieksploitasi dari bumi Indonesia yang dinilai tidak sebanding
dengan manfaat yang dirasakan rakyat.!

Negara Republik Indonesia sgjak Orde Baru telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967 wntang Ketentuan-
kelentuan Pakok Pertambangan dan kemudian diganti dengan
Undang-Ladang Komaor 4 Tahon 2009 tentang Minerba,

Pada Undang-Undang Nemor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-kelentuan Pokok  Pertanbangan  Pengelolaan
Pertambangan lebih ditekankan pada kontrak karya pertambangan
vang untuk pertama kali diterapkan pada Kontrak Karya antara
Pemerintah Negara Republik Indeaesia dengan PT. Freeport
ndonesiat

Polemik berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan fersebut
sebelumnya mengemuka karena peruntukan, pengelolaan, dan
hasil pertambangan belum memberikan kontribusi vang slgnifikan
bagi kemakmuran rakyat, bahkan terkesan anggota masyarakat
di mana keberadaan pengelolaan pertambangan tersebut hanva
menjadi penenton, Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan
alam tak terbarukan scbagai kirunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyal peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang
banyak. Oleh karena ity pengelolaamnya harus dikuasai oleh nepara
untuk member] nilai tambaly secara nyata bagi perekonomian
masional dalar usalia mencapal kemakmuran dan kesefaliteraan
rakyat secara berkeadilan; memberikan nilai tambah secara
nvata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan
davrah secara berkelanjutan, moka diperlukan suatn pembaruan
pengaturan pertambangan secara mandin, andal, ransparan guna
menfamin pembangunan nasional secara berkelanjutan,?

Undang-Undang Komor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
betentuan Pokelk Pertambangan merupakan undang-undang
pemgianti Undang-Undang Nomor 37 Prp Tohun 1960 tentany;

0 Ranang Sudrajal, Taowd dan Prabted Pertamban s Indomena Meniraf
iiudin fndinerd, Punbaban Yustisia Yopyakaria. 30, b 3,

Ll Satomn BP= PPwbim Porbamfun s o dsdopeada 1T Baos Ll sk
Permaila, Jakaitae Aur | 2 <3 5 I
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Pertambangan. Kelentuan ini sebagai tindak lanjut dari Pasal
33 UUD 15, Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang,
tersebut sebelumnya yang berbunyic Segala galian yang terdapal
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia vang merupakan
endapan-endapan alam sebagai karunin Tuhan vang Maha Lsa,
adaloh kekayvaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya
dikunsai dan digunakan olech negara untuk sebesar-besamya
kemakmuran rakyal.’

Adapun mengenal polaksanaan bahan galian dibagi atas
3 (tign) golongan yaitu: a) golongan bahan galian strategis; b)
golongan bahan vital; ) golongan baban galian yang tidak
termasuk dalam golongan a atou b

Undang-Undang Momoar 11 Tahun 1967 tentang, Ketenluan-
ketentuan Pokok Pertambangan sebagal pengaturan lebih lanjut
darl Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yvang sudah berlaku lebih kurang
empat dasawarsa sebetulnya telah memberikan sumbangan vang
penting bagi pembangunan nasional, namun demiklan mater
muatannya dinilal bersifat sentralistik dan tidak sesual dengan
perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. [H
samping dipertimbangkan perkembangan lingkungan strategis
balk yang berslfal nasional mavpun  internasional {erutama
pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisast, otonomi
dacrab, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan
tehnologi dan informasi, hak atas kekayaan intelekiual serta
tuntutan peningkatan peran swasta dan ma syarakat,”

Undang-Undang Nomord Tahun 2009 lentang Minerba, tidak
lagl mengatur mengenai pertambangan minvak dan gas bumi
sebagalmana diatur dalam UL No, 11 Tahun 1967 melalnkanuniuk
minyak dan gas bumi diatur dengan undang-undang tersendin,

Adapun Azas dan Tujuan UL NMomor 4 Tahun 2009 bahwa
Pertambangan mineral dan/atau batu bara dikelola berasaskan:

a Manfaat, keadilan, dan keseimbangar;

P M Salie 1Y Dyaan, b 24,
i d
LA T
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b, Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
¢ parlsipasi, transparan, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan.

Asaa manfaat dalam pengaturan pertambangan tentunya
mengacy pada tujuan negara sebagaimana yang dimuat dalam
Pembukaan UUD 195, di mana negara hendak memajukian
bimefahleraan wmum puna mewuajudkan keadllan sosial bag
seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain hasil dar pertambangan
harus sedemikian rupa memberikan kontribusl yang nyata bagi
(rertumbehan ekonomi, bukan sekedar dinikmat] oleh para pelaku
wsahia dan para pefabal vang berkailan dengan pectambangan.

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, berkallan
dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 15 yang pada intinya mengalur
vabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarmya
itk kemakmuran rakyat, Kata rakyat i sinl harus ditafsirkon
sedemikian rupa sebagal subyek bangsa Indonesia, Tugas negara
mwmelihara kentuhan bangsa dan menjfamin kelanggungan hidup
masvarakal baik dari sepl materil dan spliriteal.

Asas parlisipalif, trarsparan, dan akuntabilitas, berkaitan
dengan plhak-pihak  yang  terkalt  dengan  pengelolaan
pefambangan vaitu pemerinlah yang mempunyal kewenangan
mengatur, mengeluarkan kebijakan dan perifinan, pelaku vsaha
talam hal ini badan usaha, koperast, dan perorangan. Asas
|rtisipatif dl sini dituntul Keselmbangan peranantara plhak-pilak
dalam pengelolaan pertambangan secarn akifl dan seimbang.

Asas bransparan vailu suatu pengelolaan yang terbaka terkail
dengan informasi pengelolaan pertambangan vang dapal diakes
aevara umun sehingga lembaga negara dan anggota masvarakal
swpertt kembaga swadaya masyarakal dapat memantau Jdan
membenkan pengawasan secara efeklil,. Asas akuntabilitas
Birkaitan denggan pertangsgung pawaban balk dart Pemerintah
vl mengeliarkan penpoan maapan dard pelako usaha yvang
wwlabsanakan peogelolon pertambangan, mengingal sasaran
vt penpediclaan peeetamibangan haros menilssiban bontrilhas
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vang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi guna tercapainya
kesejahteraan Rakyat Indonesia,

Asas berkelanjutan dan berwawasan nghkungan, Asas ind
berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestanian lingkungan
saat inf dan di masa yang akan Jdatang. Di satlu sisi pengelolaan
pertambangan dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber
kekayaan alam guna mempereleh milai tambah perekonomian,
di sisi yang lain pengelolaan perlambangan yang obyeknya tidak
dapat dibarui dan dapal merusak linghungan yang pada akhimya
merusak ekosistem. Sementara semua makhluk termasuk manusia
hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosister yang
baik dan layak Ofeh karena itu dalam perencanaan pengelolaan
pertambangan mengintegrasikan dimenst ekorom, lingkungan
dan sosial budaya.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertam-
bangan dan Kehutanan

Sebelum berdakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199
jumcto Undang-Lndang Momor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintah
Daerah, vang mempunyai kewenangan  dalam  pengelolaan
sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat.

Hal ini disebabkan oleh karena sistem pemerintahan sebelum
berdakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. L'ndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 berslfat sentrallstik, sehingga segala
macam urusan yang berkailan dengan pertambangan, baik yang
berkaitan dengan penctapan izin kuasa pengelalaan pertabangan,
kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara mavpun yang lainnys, peabat yang berwenang
memberikan izin adalah menterd, vaite Mented Energl dan
Sumber Daya Mineral, Namun sejak berlakunyas Lndang-Undang
Nomor 22 Tahun 1994 jo. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004,
maka semun kewenangan yang berhubungan dengan pemberian
izin menjodi wewenang pemerintah pusat maupun pemerintaly
daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.”

* ey Anslole Maramis, fas e Juule Pl hgin lll'-.'lh'l gl [ dalane
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1. Kewenangan Pemerintah Provinal

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam  bidang
pertambangan antara laln:

a, Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.

b, Pemberian ILP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakal
dan penpgawasan nsaha pertambangan pada lintas wilayah
darat dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12
(clusa belas) mil.

c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat
dan pengawasan wsaha pertambangan operasional produksi
vang kegiatannya berada pada lintas wilayvah darat danfatau
wilayah laut 4 {empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

d. Pemberian LU, pemblnaan, penyelesalan konflik masyarakat
dan pengawasan wsaha pertambangan operasional produksi
vang berdampak lingkumgan Langsung lintas di wilayah darat
danfatau wilayah faut 4 {empat) mil sampai dengan 12 (dua
barlas) mil.

e. Penginventarisastan,  penyelidikan, dan  perelilian  serta
cksplorasl dolam rangka memperolel data dan Informasi
mireral dan batubara sesuai dengan kewenangannya,

. Pengelolaan informas gealogi, informasi petensi sumber daya
mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada
daerah.

# Penyusunan neraca atas pengelolaan sumber daya mineral dan
batubara pada daeral

h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha
pertambangan di dacrah,

b Penpgembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
usaha pertambangan  dengan memperhatikan  kelestarian
o kumgan,

b Pengkoondinasian perizinan dan pengawasan pengeunaan
bahan pelfedak i wilayah  tambang  sesuai denpgan
Eewenangannya

b lin
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k. Penyampaian informasi hasil invelarisasi, penyelidikan umam,
dan pendliian serta eksplorasd atas pengelolaan fambang,
kepada pemerintaoh pusat dan dacrah,

. Penyampatan informasi hasll produksi, penjualan dalam
negeri, serla ekspor pemerintah kepada pemenntah pusal dan
daerah,

m. Pembinaan dan pengawasan oleh  peimenintah  terhadap
reklamasi lahan pasca tambang,

n. Penlpgkatan  kemampuan  aparatur pemerintah pusat,
pemerintah dacrah, dan pemerintah kota don kabupaten dalam
penyelenggaraan pengelolaan usaha perlambangan.

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemwerintah Kabupaten dan Kota juga diberikan kewenangan
dalam penpelolaan bidang pertambangan, diantaranyva adalah:

a. Pembuatan peraturan perundang-undangan dacrah.

b, Pemberdan U dan PR {lzin Pertambangan  Rakyat),
pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan
witha pertambangan pada linlns wilayah kota dan kabupaten
dan/atau wilayah laut sampad dengan 4 mil,

¢. Pemberian IUP, pembinaan, penvelesaian konflik masyvarakat
dan pengawasan usaha pertambangan operasio produksi yang
Reglatannya berada pada wilayah kota dan kabupaten dan/
atau wilayah laut 4 (empat) mil.

o Penginventarsasion,  penyelidikan,  dan penelitian serla
ckplorasl dalam rangka memperoleh data dan informas! atas
pertamibangan mineral dan batubara.

e. Pengelolaan informast geologi, informasi potenst sumber daya
mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada
wilayah kota dan kalupaten.

[ Penyusunan neraca alas peagelolpan sumber dava mineral dan
batubara pada wilayah kota dan kabuapaten.

g Penpembangan dan pemberdayaan masvarakal selempal
dalamm gl pertanmibianpgandenganmmemperhabiban keleslarfan
Limgbounngan budup sobitar

emeangan Permesran Jaenah

h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaal
kegintan usaha perlambangan secara optimal,

I Penyampaian mformasi hasil Inventarisas, penyvelidikan
umum, dan penelition serta ehsplorasi kepada pemerintah
dalam hal ini kepada Menteri dan Gubernur.

i- Penyampaian informasi hasil produksl, penjualan dalam negerd
serla ehapor kepada Menten dan gubernur,

ke Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca
tambang dan peningkatan kemampuan aparatur pemernintah
pusal, pemerintah davrah, dan pemerintah kota dan kobupaten
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) hurul b dan
secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-
Undang  Minerba  memberikan  wewenang  kepada  Bupati
untuk menerbilkan IUP dalam wilayah Kabupaten, Dalam hal
lugas dan fungsinga sebagai pembina dan pengawas terhadap
IUP termasuk IUT bermasalah atau tumpang tindib, Bupati
memiliki kewenangan untuk melakukan penataan batas-hatas
koardinat dengan mempertlimbanghkan kepentingan dan hak-hak
pemegang ILF. Kewenangan penataan tersebut adalah bagian
darl kewenangan dalam bldang pembinaan dan pengawasan
sebagaimana ditepgaskan dalam Pasal 140ayat (3) Undang-Undang
Winerba vang terkait dengan hal-hal teknis pertambangan *

Pemerintah daerah diberikan kewenangan  dibidang,
pertambangan, namun senua kebijakan yang berkaitan dengan
perlnmbangan umum didominast oleh pemerintah pusat. Seperti
vamy inenandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan
penerintah daerah dengan perusalaan pertambangan Segala hal
vang berkaitan dengan substansi kontrak karva telah ditentukan
elvh pemerintah pusat, Hal int berarti pemerntah kabupaten dan
boti Hdak dagat mengembangkan sulstans kontrak karya sesual
dengan kebwtuban daceah

' Alwar Saleip, Kesla Selelbe Dighiem Swmbeohigg Abes Mernlmmi
Pulifislnag. Mab ssear. 1% b 114
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D. Masyarakat Hukum Adat dan Kedudukan Hak Ulayat

Istiloh  “adat” dalam  bahasa  Indonesia memiliki- artl
*keblasaan” atau *tradi=i” dan mengandung konotas! tata tertib
vang lentram dan corsensus,” Menurut R van Dijk,” perkataan
“adat” adalah suatu istilah vang dikutip darl bahasa Arab artinga
kebiasaan, vang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia,

Menpgenai istilah adat dan hukum adat, Hilman Hadikusuma
mengeinukakan balwa adat adalah keblnsaan masvarakat dan
kelompok-kelompok masyarakat vang lambat Laun menjadilan
adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota
masyarakat, schingga menjadi hukum adal Jadi hukum adat
adalah adat vang diterima dan harus dilaksanakan masyarakat
yang bersangkutan, Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum
adat iw agar tidak teradi penyimpangan atau pelanggaran, maka
diantara anggota masyarakat diserahi lugas mengawasinya,
dengan pemikiran lambat bun petugas-petugas adat inl menjadi
kepala adat.”

Ihromi® mengatakan bahwa adat merupakan salah =atu
gagasan yang umum lerdapat dalam kebudayaan-kebudayaan
daerah di negara kit Arti yong paling in dan adat adalah
pedoman berlaku alau cara yang berlaku, yang sudah dilkuh oleb
schaglan besar warga suatu masyarakat don dianggap pantas
untuk sltuasi tertentu atau padasaat menjalankan peranan lertentu.
Kadang-kadang dalam pengertian adat ity fersiral juga suatu
makna yung keramal, Lebib jaul dikatakan bahwa ada juga adat
vang pelanggarannyn diber ganjaran vang jauh lebib memakea
sifatnya dibandingkan dengan adat itu hukum adat abiv adat
vang mempunyai konsckuensi hukum: Di sini kita melihat bahwa
pengaunann istilah adat mengandung varias atan nuansa leeleniu

; .|.l|1:lr 5 Davlilson dik, Aded Dadame B Jdonesls Yavanasi O
lovchespasd, |aboanta, 2000, h 1

o) Van Dk, Mecgauier Habig Adst ladeaeie, Penerbil UV Mamlar
lau Fandomg 20, b8,

B it Hadikimgoa, Pesgarfar i Fadion Al O Marndar Maga
Bamslumg, MY & 12
B E e, A wiremadegs sl Flubem Yayasag UHed fabarba 9640 F
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dari pada pengertiannya, yaitu ada yang meliputi kebiasaan vang
reaksi terhadap pelanggarannya tidak bersifat memaksa, dan ada
vang mellputi adat yang korsekuensinya bersifat lebih memaksa
dan dikenakan oleh yang mempunyal wewenang untuk iy, Di
dalam, sunsana ackal, wewenang ity dimiliki oleh para pemimpin
vang wewenangnva bersifat normal.

Adat dan hukum adat kemudian seeara Bistoris-filosofls
dianggap sebagal perwuojudan alat pencerminan kepribadian
suaty bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa
(eofigeit) sunlu masyarakal nigara yang bersangkutan dar
saman ke zaman. Oleh karena itu negara setiap bangsa yang
ada di dunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendirl vang satu
dengan yang lainnya tHdak sama. Adanyn ketidaksamaan tersebut,
kita dapat mengetahul bahwa adat (keblasaan) merupakan unsur
yang terpenting dan memberikan identitas kepada hangsa vang
bersanghutan disamping bangsa lainnya yang ada di dunia,
Fingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern temyata
tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat
(kebiasaan) yang hidup dapat perl kehidupan masyarakat,
kalawpun ada paling-paling terihat dalam proses  kKemmajuan
#aman ity adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima
Han menyesuaikan diri dengan keadaon dan kehendok zaman
whingga oleh karenanya adat (kebiasaan) ity letap separ dalam
kvadaan dan keberadaannya, !

Kebanvakan para pakar menyvebutkan bahwa o] kalangan
imasvarakat hukum adat awalnya jarang gunakan istilah “hukum
sudat”, dalam hal ini yang lazim dipergunakan adalah istilab “adm”
“ilr yang artinya “keblasaan®. Di dalam bahasa daerah paida
burbagal suku bangza stau masvarakat hukum adat di Indanesia
dipakai berbagai ragam istilal, vaitu diantaranva: di Gave (ndot/
wdend ), dii Jawa Tengan, Jawa Timur (datmgindal), oi !u.l[rmi-u,-luntun
e ey Aimbupent), i Minahasa (ol welipsin), dan di IL|.|,-||..1, (s
P},

Tastulsfweticiudy, Doofinaon Dlading Alad Dokensnla M 1falusda P beirigt, HHFL, |y
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Sedangkan istilah hukum adat yang mengandung arti saluran
kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia, Dimana kekuasan
Sultan lskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang
memerintahkan hukum Mekefo Alam istllah hukum adat sudah
dipakai, Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut dalam kitab
hukum Sofimatud Hiukiane Fif Talrlisil Klassae (Bahtera bagl semua
hakim dalam menvelesaikan semua orang berkusumat) yang
ditulis Jalaludin bin Sveh Muhammad Kamaludin anak Kadhi
baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaiddin
Johan Syah (1781-1795). Di dalam mukaddimah para kitab hukum
acara tersebut dikalakan babwa dalam memeriksa perkara maka
hakim harus memperhatikan Hukum Syarak, Hukum Adal, serta
Adat dan Resam.”

Kemudian istilah hubum adat ini dicalal Christian Snouck
Hugronje dalam bahasa Belanda, yaitu “edetrect”, untuk pertama
kalinya dikemukakan dalam bukunya *De Aljehers" {Orang-orang
Aceh), Kemudian bstlah adotrecht ind lebih popular lagl setelah
diperkenalkan oleh Comellis van Vollenhoven sebagai ilmu
pengetahnan dalam buku karangannya berjudul: Het Adaboedi
v Wedepland Tradle (1901-1933), Eenr Addadive thoeije covr (1914, dan
De Optidekking vam et sdatrech} (1925). Selanjulnya secara resmi
(vuridis) istilah “adatrecins” dikenal sejak diatur dalam Sth 1929-
221 jo 487 yang mulal diberbakukan tanggal T Januari 1924 sebagai
pelaksanaan dari pasal 14 ayal (2) L S (Indische Shats Begeling)
atau peraturan hukum negara Hindia Belanda,™

Menurut Cornellis Van Vollenhoven, Adofrecht merupakan
nomenklaturyang terbaik vang menunjukkan sebagai suaty sy stem
hukum asli yang sesual dengan alam pikiran masvarakal vang
mendiaml seluruh penjure nusantara, meskipun nomenklatur itu
bukanlah penamaan asll Indonesia,"

Gambaran adat dan hukum adat di atas mengandung makna

Makwmn Adur ) fedmesls), Lakshang Pressindi, Yogyakarta, 2000 h 7,

" Hilman Adikusuma, Gl b @

B Tialils Setkaly, £, I 80

B Gurbyaman Musteit Piabe, Haiduw Adat Pl Ko dam AR i lewg
Podina Pustaka, Slakassar, M08 W 4
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bahwa hukum Indonesin dan Kesusilaan masyiarakat merupakan
hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin
dibedakan dalany akibat-akibat hukumnya. Hal ini s-ébagnirnnm
dikemukakan oleh R, van Dijk® bahwa adat dan hukum aclat L
bergandengan tangan {seirng) dan tidak dapat diplsalikan, hanya
mungkin dapat dibedakan sebagai “adat vang mempunyai akibat
hukum dan ndat vang tidak mempunyal akibat bukum®
Di dalam perkembangannya para ahli pakar hukum adat
memberikan pengertian hukum adat yang bervariasi, diantaranya:
L Cornellls van Vellenhoven menyalakan bahwa  “hukum
adat adalah aturan-aturan perilaky yang, berlaku bagi orany
pribumi dan orang-orang asing ya g di satu pihak mempunyai
ranksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di laln pihak tidak
dikodifikasikan {maka dikatakan adat) **

B. Teer Har Ban vang torkenal dengan “besiseingenlers™ nya
menyalakan bahwa “hukum adat adalah keeluruban aluran
vang menjelma dari keputusan-keputusan para Fungsionalis
hukum (dalam arti luas), yang mempunvai pengarub, dan
yang dalam pelaksaraan berlakunya serta merta dan dipatuhi
dengan sepenuh hati™=,

l.l

1. R van Dijk, menvatakan balwa hukum adat adalah istilah

untuk - menunjukkan hukum yang  lidak  dikodifikasikan
dikalangan bangea Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa,
Arab, dan schagainva)®, Kemuedian dikatakan pulit. bahwa
perkataan *adal™ adalah sunty istilah vang dikutip darl bahasa
Arab, akan tetapi sekarang telah diterima dalam semun bahasa
di Indonesia. Mulanva Istilah tersebul berarti “kebiasaan®,
Denganistilah fersebut sekarang dimakad dengan manifostasi
kesiusilaan df semia lapangan hidup yaknl “semua peraturan
tentang tingkah laku macam apapun vanp blasanya dijalankan
arang Indonesia termasuk gula peraturan-peraturan hukum

o Vasdibs Bty anidl, [0 0an, b %

ikid

I Aibomaaan B ha L% gasiiomn, i % apf, fr, 14
W v I, Dl b 7o
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vang mengatur hidup bersama orang Indenesia”, Untuk
membedakan peraturan-peraturan hukum dani peraturan adat
lainnyn maka dimuka kata “adat”™ di tambah kata "hukum®
dan dalam kata hukum adat kita mempunyai istilah yang tepat
untuk menvatakannya “sebagai hukum rakyat Indonesia®
Kemudian belian mengatakan kedua jenis it “adat” dan
“hukum adat™ bergandengan tangan (seiring) dan txdak
dapat dipisahkan hanya mungkin dapal dibedakan sebagai
“adat yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak
mempunyai akibat hukem® =,

4, R.Soepomo™, memben pengertian hukum adat sebagal hukam
vang tidak tertulls di dalam peraturan-peraturan legislative
(unskebutory s} meliputi peraturan-peraturan yang hidup yang
meskipun tidak ditetapkan aleh yvang berwajil, toh ditaati dan
didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya
peraturan-peraturan tersebul mempunyal kekuatan hukum.

5 Sockanto, menvebutkan  babwa  hukom adat adalah
kompleks adat-adat vang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak
dikodifikasikan dan bersifat paksaan memillki sanksi {dari itu
hukum), jadi mempunyai akibat hukom =

b. Soercjon Wignjodipoero ® menyebutkan bahwa hukum adat
adalali suatu kompleks norma-norma vang bersumbor pada
perasann  keadilan rakyat yang selalu berkembang  senta
meliputi peraturan-peraturan tingkah laky manusia dalam
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak
tertulls, senantiasa ditaati dan dibormati oleh rakyat, karena
mempunyai akibal hukuom™

7. Menurut H. R Dije Saliman Soemadiningrat, hukum yang
berasal dari adat [stiadat, vakni kaidah-kaldah sosial yang

W fhid
" Boerosn Wignjodpocto, Pragaiar dav Asse-Asis Hodwsr Adar, Penerlst
Tokn Buku Gunung Egung. Jalkarta, 1983, b 14
FH, Soepos dalam Soeroio Woignjodipoero, il
g boando Jaban Soerogo VWignjoa gy, S
# Gy Wign ol s, il
s Wogmshliposti, o dp el b |l
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dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum
{penguasa vang berwibawa) dan berlnku sertn dimaksudkan
unluk  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  dalam
masyarakal [Indonesia.

Suatu masvarakat merupakan bentuk kehidupan bersama,
yang warga-warganya hidup bersama untuk fangka wakiu
vang lama, schingga menghasilkaon kebudayaan, Masyarakat
merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah darni pola-
pirla interaksi sosial atau hubungan interpersonal  maupun
hubungan antar kelompok sosial.™

4 dalam kehidupan masyarakat keberadaan masyarakat
adat Jebih dahulu jika dibandingkan dengan berdiringa suatu
negrara. Masyarakat adat inl disebut dengan istilah vang berbeda-
beda, dalym konteks hukum adat, Ter Haar menggunakan istilah
I"ersekutuan hukum atan masyarakat hukum (refetsgemessdhap). ™

Ter Haar dalam bukunya "Asasegsnd don Susunan Hikuw
Adat” menegaskan bahwa di seluruh  Kepulawan  Indonesia
padn tingkat rakyat jelata, terdapat pergoulan hidup di dalam
polungan-golongan vang  bertingkah  laku sebagai  kesatuan
terhadap dunia lahir dan bathin, Golongan-golongan sebagai hal
vany sewajarnya, hal menurut kodrat alam, Tidak seorang pun
el mereia merpunyan pikiran akan kemungkinan pembubaran
polongan itu. Golongan ind mempunyal pengurus sendie, harta
bl wendin, milik keduniawlan milik gaib. Golongan-golangan
demikianlah yang bersifat persekutuan hukum®

ladi persekuluan hukum atau masyarakat hukum adat il
owritpakan kelompok-kelompok  yang teratur bersifat  tetap
dengan mempunyal kekuasaan sendidd, yang memiliki kekaynan
serilirl berupa benda-benda malerd] mavpun immatenal.™

i Sk anlog Dakam Al Inobmesde, Bajaswali, Jakarts, 1958, 1 1k

: | I'IL Wirvanl, Hebweaid Bk [yl Progaboran Fab-hal Mespiraigl Adar
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Hazalrn memberikan suatu wradan yang relalil panjang
mengenal masyarakat hukum adat, adalah “kesatuan-kesatuan
kemasvarakatan  vang  mempunyai  kelenpkapan-kelenghapan
untuk sanpgup berdirl sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum
kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan
hak bersama atas tanaly dan air bagl semua anggotanya” ™

Apabila setiap masvarakat hukum adat ditelsaah secara
seksama maka masing-masing mempunyai dasar dan berikutnya
Menurut Soepomo, masyarakat hukum adal di Indonesta dapat
dibagi atas dua gelongan menurut dasar susunanmya, yallu yang
berdasarkan pertalian suatu keturunan (gervrlogl), dan dasar yang
berdasar Hngkungan dacraly (ferfloriaf),

Atas dasar dan bentuk masyarakat hukom adat i atas, imaka
berkembang menjad| tiga macam masvarakat hukum adat, vaitu:
masyarakat hukum genealogis, masyarakat hukum territorial, dan
masyarakat hukum genealogis-teritorial.

1, Masyarakat Hukuim Genealogis
Masyarakat atau persekutuan hukum berdasar perlalian
keturunan  (bemsifal  genealopis) adalah  suat  kesatuan
masvirakat yang teratur dimana para anggotanya terikal pada
satu garls keturunan vang sama dari satu leluhur, baik secara
Langsunp kanena hubungan darah atau secara tidak langsung
hubungan perkawinan atas pertalian adat,™

Masyarakat hukum genealogls ini dapat dibedakan dalam

tiga macam, yaitu patrilineal, matalineal, dan bilateral atau

prental,®

a. Masyarakat Patrilineal
Masvarakal  vang  patrilineal  adalah yang  susunan
masyarakatnva  ditarilk  menurut pards keturunan
bapak (garis lnki-laki), sedangkan garis keturunan ibu
disingkirkan. Termasuk masyarakat patrifineal misaloya
miarpn gerealogls orang batak, Mias, Sumba, Bousa Tenggara,

I Lagainm sbabamy Sin Heomwn Swcbdnfo, Ol b 104
Pl | Dsfbppeqanppn, D= aen B K
B LT |
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Malukur dan Irian {Tapua).
Masyarakat Matrilineal

=

Masyarakatmatrilineal adalah yang susunan masyarakatnya
ditarik menurut garls keturunan ibu (gards perempuan),
sedangkan gans keturunan bapak disingkirkan, Termasuk
masyvarakal yang matrilineal, misalnya susunan kekerabatan
di Minangkabau, Kerlnet, Semendo df Sumatera Selatan.

Masyarakal Bilateral atau Parental

=
1

Masyarakat yang bilateral atan parental adalah vang
susunan masyarakatnya ditarik menurot gards keturunan
orang b, vaitlu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi
hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan plhak ibu
beralan seimbang atou sefajar, masing-masing  anggota
masuk dalam klen bapak dan klen ibu, misalnya vang
lerdapal di Jawa dan Kalimantan.
Mosyarakat Flukum territorial

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum vang territorial
adalah masyarakat vang tetap dan teratur, vang anpgota-
angrota masyarakatnya terfkat pada sualu daerah kediaman
tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagat tempat kehidupan
maupun dalam kaitan rohani sebagal tempat  pemujaan
terhadap roh-rah lelubur.

Persekutuan territorial dapat dibedakan dalam tiga macam,
vititu:

A, ersekutuan Desa

Persekutuan desa merupakan suatu lempat kediaman
bersama di dalam daerabnya sendirl  termasuk pada
bebwrapa pedukulan yanyg terletak di sckitarnva yang
tunduk pada perangkatl desa yang berkediaman dii pusat
esa, seperti desa di Jawa dan Rali.

b Perackutuan Dacerah

Persehutvan Dacrah merupakan suatu dacrah kediaman
Firwaina dlan wtguasal tanah hak olayval Tersama Vi,
leedien dani beberapa dusun atan kampung dengan sl
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pusal pemerintahan adat bersama, seperti: MNagari di
Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan.
e Perserikatan Desa
Perserikatan  desa  adalah  gabungan  dari  beberapa
potsehuluan desa yang terletak berdampingan, dimana
mereka  mengadakan  pemufakatan/ penanjian. - unluk
melakukan  kerjasama,  Dimana  untuk memelihara
keperluan bersama ity dindakan satu badan pengurus yang
terdiri dari pengurus desa tersebut, seperti: Subak di Bali,
Perserikatan Huta-Huta pada suku Batak.™
3, Masyarakat Hukum Genealogls-Teritorial
Masyarakal hukum territorinl-genealogis menurut Soepoma,
adalah dimana untuk keangpolaan persekutuan hukum arang
harus memenuhi dua syarat vaitu: ia harus termasuke dalam
satu kesatuan genealogi; dan {a harus bertempat tinggal dalam
daerah persekutuan hukum yang bersanghutan Contoh
Ui i pulau Mentawal, Kuria dengan Huta-Hutanya di
daerah Tapanull, Marga dengan dusun-dusun di Sumatera
Selatan, Marga dengan Tiyuh-tyuh di Lampung dan Nagosi di
Maluku "

Menurut Hilma Hadikusuma®  masvarakat hukum  adat
atau persekutuan hukum adal sebaging besar masth (etap
hidup dengan hukum adainyn masing-masing berdasarkan
ikatan terrilorial atau berdasarkan ikatan genealogis, dana tau
campuran antara keduanya yallu yang bersifat genealogis
teritorlal, Jdealnya misyarakat hukum atau persekutuan hukum
dimaksud masib hidup, namum disana-sini sudah banyak terjadi
pergeseran dan perubahan dikarenakan perubahan kehldupan
masyarakal, terutama di daerah-daerah yang banvak dijadikan
objek pembangurnan,

Pandangan di atas scjalan dengan apa vang, dikemukakan

W Tulib Sdiwly, (il b 5250
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vleh Andi Suriyaman M. Pide,® bahwa bentuk-benluk masyarakat
hakume atan persekutian hukum dalam kepustakaan hukum
adalah faktor teritorial, genealogis, dan genealogis-teritorial
valtu faktor keterikatan pada suatu daerah, berpengaruh sangat
menentukan untuk eksisnya persekutuan hukum dibanding faktor
penealogis. Walaupon faktor genealogis juga menentukan suatu
Pettbuk persekutuan hukum, tetapi faktor genealogls temebnt tidak
dapat dipisahikan dengan faktor teritorlal, karena perschutuan
hukom itu berada pada sualu wilayah {teritonial) yang merupakan
ruang lingkup masyarakat hukum vang bersangkutan,

Konsep masvarabat hukum adat sebagaimana diuraikan di
alas digunakan untuk melihal dan menjelaskan karakteristik dan
kieberadaan masyarakat hukum adat vang ada di Papua dalam
menunjang bahasan-bahasan vang berkaitan dengan konsistensi
masvarakat hukum adat terhadap pembayaran adat dalam
nwwijudkan keseimbangan magis dan rasa keadilan berdasarkan
hukum adat di Papua.

Hak Ulayal adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota
mosyarakat dan didalamnva juga terkandung hak kepunyaan
pererangan vang berarth orang perorangan boleh mempunyai
tanah di lingkungan hak alayat tersebul. Sementara menurut Budi
Harsono hak ulavat adalab hak dan suatu masyarakat hukum ada
atas Hngkungan tanah wilayahnya, vang memberi wewenang-
wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur
dan memimpin penggumaan tanah wilayah masyvarakal hukum
terseli,

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa lak persekutuan
atas farah adalah hak persekutvan (hak masyarakat hukum)
hakvmy hukume adat terhadap tanah tersebat: misalnya hak untuk
mwnpunzadi tanah, memanfastkan fanah itu, mumuni;u[ fasil dari
toenbih-tumbuban yang hidup dl atasnya, atau berbura binatang-
Pinatang vang bikdup o atas tanal o Hak masvarakat hukum
abis fanaly ini diselul juga “hak ulavat™ atap “hak pertuanan®
halam Iileratur oleh © Van Vollenhoven disebut dengan istilah

O Al arivainan M Phie, Dile i) [l Wb F P hmlnfpined obae Baudi hii by ya
P HIENAL Delita Pushaba faksia X002, b 71
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“beschikking”. sedangkan tansh scbagai wilayahnya disebut
“beschikkingring™

Van Vollenhoven menyebulkan enam cird hak ulnyat, yaitu
persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan
tanah, memungut hasil dari segala sesuatu vang ada di dalam
tanah don wumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ind, Adapun
keenam ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikui

1. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan,
2 Pimpinan persckutuan dapal menentukan untuk menyatakan

dan mengeunakan dang-bidang tanah terentu ditetapkan
untuk kepentingan wmum dan terhadap tanah ini tidak

diperkenankan diletakkan hak perseorangan.

3 Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat ini
haruslal terlebil duly meminta izin dard kepada persckulnan
dan harus membayar vang pengakuan, setelah panen harus
membayar uang sewa.

4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu vang
terjadi di atas lingkungan ulayal.

5 Larangan mengasingkan tanah vang termasuk tanah ulayat,
artinya baik persekutuan maupun para anggetanya tidak
diperkenankan memutuskan secara mutlak scbidang tanah
ulayat sehingga persckutuan hilang sama sekali wewenangnya
atas tonah tersebut,

LLPA tidak memberikan pengertian hak ulayat, kecuali
menyebutkan vang dimabsed hak ulayat adalah apa yang i
dalam perpustakaan hukum adal disebut “beschikkingsrecht™
(penjelasan Pasal 3 UUTA).

Menurut Pasal 1 angka 4 RUU Sumber Dava Agraria (dalam
Farida Patittingi) hak wvlayat adalah kewenangan masyarakat
hukum adat pntuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan
tanah, perairan, tanaman serta binatang-binatang yang ada Ji
wilayah masvarakat hukum yang bersanghutan, sepanjang Hdak
bertentangan dengan kepentingan nasional,

Farlda Patittingl seradion membeniban delingsg Hlak Hlavat

paa=s*in ferme en Zaorah

adalah hak masyarakot hukum  adat terhadap tanah  dan
perairan serla isinya vang ada di wilayahnva berupa wewenang
wenggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan
dengan tanah dan perairan serta lingkungan wilayahnya di bawal
pmpinan kepala adat.

Sementara itu Boedi Harsono® (1999 bahwa FHak Ulayat
merupakan  seperangkaion wewenang dan kewa|iban suatu
masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak  dalam wilavahnya, Hak Ulavat merupakan
|endukung ulama penghidupan dan kehidupan masyarakat vang
bersanghutan sepangang masa,

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Ulayat adalah nama vang,
diberikan para ahli hukum pada lembaga hukwm dan hulbungan
ltkum konkrot antara masyarakat-masyarakal hukum  adat
dengan tanah wilayahnya, vang disebut tanah ulavat, Hak Ulavat
masyarakat hukum adat mempunyai onsur: . ‘

Mengandung hak kepunyaan bersamn atas tanah bersama
dtigota atan warganva, vang termasak bldamg hokum perdata,
Mengandung unsor kewajiban mengelola, mengatur dan
memimpin penguasaan,  pemeliharaan,  peruntukan  dan
Penggunaannya, yang ermasuk dalam hukum publik.

Menurut Marla Sumardjone, dapatlah dikatakan, baliwa
briteria penentu masih ada ataw Hdaknya hak ulayat, harus dilihat
parida Hga hal, valtu:

I Malanya masvarakat hukum adat yang memwnuhi clri-clrd
tertentie sebagai subjek hak ulayvat

Addinya tanab/ wilavah dengan batas-batas terentu sebapai
Webwnsranm vany merapakan obyek hak ulayal.

boAdanva kewenongan  masyarakat  hukum o adat  untuk
mclaktiban tindakan-tindakan terlento,

Kedudubon Individe Jalam masvarakal hukum adat i

* Wasiati | harsiiiien olalams Bsibop Paisda Vatintimgy, [home Maobs iyl
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llujunu-sjn,.uiug.]jnm|udignmhnrl-:.mdahmberlumtkupusmhmn
hukum berbeda dengan aliran pikiran dunia barat

O dalam pikiran tradisional Indonesia sebaganmana di
kemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero®® bahwa alam pilaran
tradicional Indonesia seperti juga alam pikiran tradislonal timur
pada umumnya, bersifat kosmls, meliputi segala-galanya '5.."['.]1".’-':!1
kesatuan (fofalifer). Umat manusia menurul aliran pikiran kosmis
itu adalanh sebagai dari alam, tidak ada perisahan dari berbagal
lapangan hidup, tidak ada pembatasan anlara dunia lahir dan
dunia galb, serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan
makhlik-makhluk Lin, Segala sesuatu bersangxul paut, pen paruh
mempeiigaruhi.

Menurut aliran pikiran inl yang paling ulama penlingnya
bagi masyarakat lalah adanya kescimbanpan antara dunia Lahir
dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan rr]r.'mg
perorany, antara persekutoan dan teman masyarakal, bepala
perbuaton yang menggangeu perimbangan lersebut merupakan
pelanggaran hukum dan petugas wajib mengambil tindakan yang
perlu untuk memullbhkan kemball penimbangan hukum itu,

Orpanisasi  masyarakat  tradisional ditujukan I-c.-:p.'nl.!
pemeliharaan  penimbangan dimaksud di atas.  Merintangi
jalannva  organisasl  masyarakat merupakan  pelanggaran
hukum vang berat, sedangkan pelanggaran hukum vang hanya
merupakan kepentingan orang perorangan semata-mata l.:lunk}.rm
tidak menpganggu jalannya organisasi sosial adalah bersifat
pelanggaran ringan, Di dalam hal pelanggaran hukum yang ringan
ini, masyarakat mempunyai kepentingan juga supaya hukum
yang tergangeu itu dibetulkan kembali, sebab apabila kupunlingav
juga supava hukum yang terganggu i dibwdulkan kembali,
schab apabila kepentingan orang perseorangan out tergangge,
individu tersebut sebagai warga masyarakat tidak akan dapat
menunalkan fungsinya sepertl sediakala, artinga peagabedlannya
kepada masyarakat akan terganggu juga. Hanya dalam |1.1_I-I-|.1I
pelanggaran hukum vang tidak langsung menpgangs lidup

Sowrume Wigngoel | powin Ot b 2S5 200

Crwen et Perredinlan Caspal .

masyvarakal, petugas hukum vaita hakim atan kepaln adat, baru
Pertindak apabila diminta oleh orang yoang berkepentingan.,

Di dalam hukum adat manusia sama sekali bukan merupakan
Hadividu yang terasing, bebas dan cegala fkatan dan semata-mata
hanva ingat keuntungannya sendirl, melainkan terutama alah
angreta masyarakal Di dalam hukum adat yang primer/ utama
bukanlah individu melainkan masyarakal, Masyarakatnya berdird
b tengah-tengah kelndupan hukom, Individu terutama dianggap
‘wbagai suat anggota masvaralat suatu makhluk yang hidup
perlama-tama untuk mencapal tujuan-tujuan masyarakat, karena
i et anggapan hukum adat, kehidupan individu ialah
beliidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada
masyarakat, tetapi pengabdian kepadamasyarakatinioleh individu
lilak dirasakan sebagai beban, vang memberikan kepadanya oleh
sualu kekuasaan yang berdin di luar dirinva. Pengabdian it
tilak bersifat * pengorbanan® yang harus diberikan oleh individu
vtk kebaikan umuam, [ dalam besadaran rakvat kewajiban-
bewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi-fungsi
swowajarya dari kehidupan manusie. Seballknyva individu sebagai
vipgoly masyarakal mempunyal puls hak-hak kemasvarakatan,
artinga hak-hak yang diberiban kepada individu ita berhubungan
vral dengan tugasnya dalam masvarakat. Jadi pengaulan hukum
aengtharap individu bahwa 1o akan menjalankan kekupasaan

Bk imnya sesual dengan tujunn sosial.®

I Qlonemi Khusus Papua

I. Tujuan Kebijakan Odonomi Khusus

Tawaran kebijakan otonoml khuses yang diberikan [akarta
terhadop untutan Unggi kemerdekaan teritorial (gl call) vang
dulerakkan Papua dengan cepat menggelinding ke dalam agenda
wakdl rakvat hasil pemilu 1999, MR dalam Tap-nya Ko, [V
Lahuan TR entang GIHN menyatakan bahwa: "Dalam rangka
wwnpertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKEI denpan

B W fwwpueinmy, [ ibampan Dol i Aliegiradal dalone Hisdum Addl

Pwaliya arwinsa, 150, li0
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elap menghargal kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial
budava masvarakat Papun, melalui penerapan daerah Propinsi
Ielan Java sebagai daerah olonomi khusus vang dintur dengan
Undang-Undang”.

Dari sulstansi, Tap MPR Ko, IV Tahun 199 tentang GBHN,
seperll yang dipaparkan di atas, dapat ditarik benang merah
bahwa, tujuan dari kebijakan otonomi khusus Papaa adalah untuk
menjaga keutuhan NERI dan juga untuk memenuhl funtutan
masyarakal Papua agar dapat melaksapakan sendin Femenntahan
Daeralvya. Serta untuk lebih menghargai kehidopan sosial budaya
masyarakat Aceh, dan juga mensejahterakan rakyat Mapua.

Kebijakan  desentralisasi vang  dliterapkan  di  Provinsi
Papun mernpakan refleksi dari pendekatan desentralisasa yang
“asgielrc. Artinya kebljakan desentealisasi vang diterapkan
di Provinst tersebut tidaklah simelris dengan desentralisasi
di Provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan tersebut banyak
dilakukan di berbagai negara di dunia, bahkan dalam skala vang
lebih besar sepert Monaco di Perancis, Roma di lalia, Kurdidilrak,
Skatlandia dan Irlandia Utara di Ingyggns dan lain-lain, Pendekatan
wymetric dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan vang
tajam yang terfadi di daerah-daerah khusus tersebut dengan vang
berlaku umum di bagian lain dan negara vang bersangkutan
Dengan penerapan kebijakan tersebut kekhususan daerah dapal
diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme dalam
bentuk pemisahan din dar negara induknya, Dengan demikian
pendekatan desentralisasi di Provinsi Papua pada hakekalnyatetap
dimaksudkan untuk mencapal tujuan peloksanaan desentralisasi
dan Otonomi Daerah itu sendirl,

Sebagaimana discbutkan oleh Musa'od dEET bahwa tujuan
otenemi Deerah dan desentralisasi dibedakan berdasarkan 2
fdua) sudut pandang, vaitu sudut pandang Pemerinlah Posat
dlan Memerintah Dacrahe Darl sudut pandang Pemerinlah Posat,
sed Ikitnya ada 4 {empat) tujuan utama yvang irggin dieapal medati
kebijakan otonomi Daerah dan Desentrabisasi, vate: (1) perdidikan

e e S

Epsananian Memsesedal Diesah

politik; (1] pelatihan kepemimpinan; (i) menciptakan stabllias
poditik; serta (iv) mew ujudkan demokratisasi sistenm pemerintalan
di Daerah, Sementara itu, bila dilikat darl sisi kepentingan
Pemerintah Daerah, tujuan vang ingin dicapai, vailu:

a. keblfikan Otonomi Daerah dan Desentralisasi adalah untuk
mewuludkan apa vang disebut sebagai politice! egualily,
Maksudnya  melalul  pelaksanaan otonomi  daerab dan
desentralisast diharapkan akan lebilh membuka kesempation
bagi masyvarakat untuk ikot berpartisipasi dalam berbapai

akhvitas politik di tingkat Daerab {lokal)

b Kebijakan olonomi Daerah don Desentralisas] adalah entuk
mewujudkan apa yang dizebut sebagai locol occoumtability,
Maksudnya, melah  pelaksamaon olooomi  Jdaerah dan
desentralisasi diharapkan ada  luntutan kewajiban untuk
memberikan  pertangpung  jawaban atau menjawab dan
meneranipkan berbagal Hdbakan yang twelah dilokuban oleh
seorang Kepala Dacraly maupun lembaga daerah kepada
pihak yang memiliki hak atau wewenang unluk meminta
pertangpunpjawaban,  lerutama yang  berkaltan  dengan
kepentingan masyarakal di Daerah.

¢, Kebipkan olonomi Dacrah dan Desentralizasi adalah untuk
mewujudknn apa yang disebut sebagal dacel respoitsioeness,
Maksudnya  mielalui pelaksanaan olonomi dacrah dan
desentralisasi, pemerintah Dacrah diharapkan akan tanggap
lerhadap  berbagai permasalaban yang  teradl dan yang,
dihadapl oleh masvarakal,

& PMerumusan Kebijakan Otonomi Khusus

Merumusan kebipkan (lonomi Kliwsus  Provins] Papua
aalah rangkaian keglutan penyusunan vsulan-usulan kegistan
itk memecahkan masaloh vang dihadapi Provingd Papua
Selupaimana vang diengkapkan Dunn®™, Perumusan masalah
dapat memasok pengetabuan yang relevan dengan kebijakan vang

B Walkaan [hirus, Asialista Kibinikion Pabdad, BRI LG Press, Yiiyakaits
b i
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mempersoalkan asumsi-asumsi vang mendasari definisi masalah
dan memasuki proses pembuatan kebfjakan melalui penyusunan
agenda, Perumisan masalah dapat  membantua mepemukan
asumsi-asumsi  yang  tersembunyvi, mendiagnosis  penyebab-
penvebaboya, memelakan tujuan-tujuan yang memungkinkan,
memadukan  pandangan-pandangan vang  bertentangan, dan
merancang  peluang  kebifakan yang baru. Masalah  ulama
pemerintahan Propinsi Papua bukanlah terletok pada kurangnya
jumlah Propinsi, Terbukti dard gagalnva jalan pemecahan lewat
Undang-Undang MNomor 4% Tahun 1999 yang memckarkan
Provinsi Iran Jaya Barat, Inan Jaya Tengah, dan Inan Jaya Timur,
Masalah pokoknva adalah tidak adanya ruang bagl rakvat
Papua unluk mengatur dan mengurus din sendiri, tidak adanya
kebwebasan bagi rakyal Mapua unlok berpemerintahan sendirg dan
mengalur pemanfaatan kekayaan alamnya untuk kemakmuran
rakyat, dan tidak adanyva kebebatan untuk memuotuskan sendiri
strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang
sesuial dengan karakleristik dan kekhasan sumber daya manusia
serta kondisi dan kebudayaan orang Papoa, Hal i disebabkan
karena kebljakan orde lama dan orde bare cenderung sangal
bersifat sanpat sentralistik. Unluk itulsh perlu dirumuskan
kebifikan olonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Papua
Denomi lersebut disebut otonomi khusus.

Karena kekbususannya ilu kebijakan bagl oloromi Propinsi
FPapua perlu dibedakan dengan provinsi-provinsi linnva. Ada
hal-hal mendasar yang berlaku Ji papua saja, atau seballknya
ada pula hal-hal vang berlaku di daerah lain di Indonesda namun
tidak bisa diterapkan di Mapua. Karena yang tahu persis lenlang
kekhususan itu adalah orang Papua, maka perumusan kebljakan
otonemul khusus Papua perlu memperhatikan asplrasimasyarakal
sehagaimana diamanahkan oleh TAP MPR Nomeor IV Tahon 2000,

1. Kendala Dalam [Implementasi dan Dampak Dard Kebijakan
Monomi Khusus

Par mengamath proses pelaksanaan otonomi ks bag

Prowanst Papia, dapat dikemuokakan bendaba-kemdala vang telah

Erwidad Permeotals Daerah

mengganpgu kelancaran jalannya implementasi Undang-Unddang,
Olonemi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, Kendala tersebul
berasal dari plhak pemerintah pusat, plhak pemerintah propinsi
papua, dan plhak pendukung separatisme, Berikut ini dijelaskan
bagaimana persisnya kendals ity masing-masing,.

1, Pihak Memerintah Posat

Pemwrintah Pusat merupakan lembaga yvang paling
bertanggung jawab melaksanakan otonomi khusus Papua. Di
tangan Pemerinlah Pusal, tombol eksekusi kebijakan terketak,
naik menyangkat penyiapan peraturan pelaksanann maupun
pengucuran anggaran. Tetapi tombal fersebut bisa saja tidak
diperwet, kurena pemerintah pusat lidak senang dengan
kebijakan sesuai bewenangan dan kekuatan yang dimilikinga,
Siluasi  probelematik seperti iu lernyatla teriadi dalam
pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua,

Contohnya yang paling pentng ada tga, Perfona,
lerbunuhnya Theys Hiyo Floay, Kelua Presdium Dewan
Papua (D), oleh oknum anggota kopasus, pada bulan
November X001 hanva beberapa harl  sesudah Clonomi
Khusus Papua disetujul DPR. Peristwa  ini menyebablan
pagalnya  kunjungan Presiden Megawall Seckarno Puln
akhir desember 2000 ke Papua, karena memanasnya siluasi
palitik di Pulaw Cemdrawasih ini. Lebih jaub lagl, kadian
Ity tedah mengacaukan seluruh upaya yang dibangun dengan
stsah payah untuk menimbulkan kepereayann rakyal Papua
terhadap kebijakan otonomi khusus

Kredwa, sangat  terlambatnya  dikeluarkan  Peraturan
Pemerintab (P temtang Majelis Rakyat Papua (MRD) oleh
pemerintah pusal, walaupun rancangannya lelah diserahkan
pemerintah Provinsi Papua sefak Juli 2002, Padahal I'P MREP itu
mwerupakan P kuncl bagh pelaksanaan otonomi Khoasus Papua,
Lanpa ' it segonap proses pelokeanaan otonomi kKhusosakan
terkendala, pubernur tidak akan bisa dipillh, Perdasus Hdak
akan dapat diteraphan, pembaglan dana otonomi klwisos Hidak
ikl dasar hokum vang kaal, pemekaran provinst Hdak
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dapat dilakukan, dan yang paling penting hak-hak dasar orang
asli Papua tidak akan terfamin, Perscalannya, lembaga MEF ini
tidak sepenuh hati disetujui oleh pemerintah, karena dianggap
lembaga superbody, Dalam draf RUU versi Depdagri sendiri
tidak terdapat mater tentang MRP. Karena itu, 'emerintah
Pusat berusaha menahannya, meskipun dalam Pasal 72 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 pemenintah wafib menyelsalkan PP
tersebut sdambat-lambatnya 1 bulan setelahusulan diterima
darl pemerintah propinsi Papua. Namun sayangnya Undang-
Undang itu Hdak mengatur lebih jaub jika pemerintah tidak
mampu memenuhi jadwal waktu tersebul,

Ketiga, diterbitkannya Indtruksi Preslden {Inpres) Mol
Tahun 2003 tanggal 27 Janvari 203 yvang memerintahkan
dilakukannya percepatan pelaksamaan  pemckaran Mapua
menjadi tiga Provinsi, yaltu; Provinsi Irlan Jaya Barat, Irian
Jaya Tengah, disamping Provinsi Inan [aya sendiri. [nstruksi
Presiden ind didasarkan pada Undang-Undang Nod5 Tahun
199 yang notabaie telah ditelak rakyat Papua lewat keputusan
DPFRD Tk | Irian Jaya No. 11 tanggal 16 oktober 1999, lagi
pula, Undang-Undang pembentukan kedua provinal bam
vang dikeluarkan 4 Oktober 1999 ilu merupakan produk
pemerintahan Presiden B]. Habibic bersama DPR hasil pemilu
1997 vang renddah kadar legimitasinya, Babkan, Mahkamah
Konstllusi lewat Keputusannya lerhadap perkara nomor 1/
PUU-T/2003 telah membatalkan Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 dan menyatakannya tidak mumpunyai kekuatan
hukum vang mengikat. Ditambah lagl, ketentuan  "asal
76 Undang-Undang Clonomi Khuesus telah menggariskan
bahwa pemekaran Provinsl Papua menjad] provinsi-provins
dilakukan atas persetujuan MR dan DPRIP, Kehadiran Inpres
tersebut telah menimbulkan kontroversi, bahkan jatulinya
korban dikalangan masyarakat Papua. Penerbitan Inpros it
telah menggangeu [alannya implementasi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2041,

Munweulnwa kasus-kasus i alas adalab dampak dard konlhik
dalany prosas pembuatan bebiljakan Ctonoml Khasus Papua

I,

Eraerargsn Pemerieta Daarah .,

Didepaknya RUU yang disjukan Pemerintah Pusal dan DPR
telah menimbulkan “kekecewaan” ferhadap Undang-Undang
vang ditetapkan. Karena itw, ada kesan Pemerintah Pusat
tampaknya berusaba memahan  implementasinya. Dengan
kekuwasaan dan kekuatan yang dimilkinya, provek {alan tengah
Otonoml Khusus Papua ini akan merana. Sehingga tidak
salah bila tanggal 12 Agustus 2005 masyarakat Mapua vang,
lergabung dalam forum Dewan Adat Papua mengembalikan
Otonomi Khusus Kepada Pemerintah.

Mihak Pemerintah Provinsi Papua

Kendala ulama darl pthak Pemerintah Provinsi Papua,
termasuk kelompok masyarakat pendukueng Otenomi Khiasus,
bersumber dari perbedanon materd dral RUU vang mencka
ajukan dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, Cukup
banyak usulan mereka yang ditolak atau dimodifikas| *)akarta™
Limpanya yang krusial lenlang bendera dan lagu, kewenangan
bldang keamanan dan peradilan tingkat pertama oleh tingkat
banding, parlemen Papua vang terdiri atas dua kamar (MR
dan DPRIY), partai polltlk lokal, sumber penerimaan dard
seluruh pajak disetor ke kas daerah dan seluruhnya menjada
hak pemerintah provinsi suinentara pemerintab pusal hanya
uiberi bagian setinggi-tingginya 20%, kompensas bagl korban/
keluarga korban/ahli warls korban pelanggaran HAM scjak
1 Mei 1963, kepolisian daeraly, larangan pemekaran wilayah
I'rovins Papua, penyelenggaraan referendum jika selama lima
tahun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak dapat
Jilaksanakan secara efeklil, dan segala ketentuan perundang-
undangan yang tidak  sesunl ataw bertentangan  dengan
Undang-Undang Otonoml Khusus dinyvatakan tidak berlaku.

Perubahan atan pengahapusan materi-maten di atas telah
menimbulban kekecewaan pada pihak pemerintabh Provinsi
Papua beserta kelompok masyarakat pendukung Otonomi
Khusus, lerutama para sesepuly masyarakatl dan intelekiual
vy berbibsat dalain prveas pembuoatan RUL EOonomi Khioans
Moereka mwenvatakan “UndangUndang Clonomi Khisie
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bagi Papua berbeda jauh dari draf RUU yang dimasukkan”™*
Itu berarli di hati kecil mereka terdapat bibit ketidakpuasan
terhadap UU No. 21 Tahun 2001, Perasaan kecewa dan tidak
puas ini pada gilirannya bisa membawa pengaruh terhadap
pelaksanaan Undang-Undang Ctonomi Khusus Papua. Mereka
bisa Hdak sepenuh hati mengimplementasikan Undang:
Undang ini. Dikhawatirkan birokrasi dan politisi Provins:
Papua terjebak kedalam sikap pragmatis, yang berorivntasi
jangka pendek yaity; “laksanakan saja dulu Undang-Undang
Otonomi Khusus ini apa adanya. Angkat pejabat darl orang
Papua asli, pakai saja dana Otonomi Khusus sesuba hatl, toh
pemerinlah pusat tidak perdull”. Kalau sekiranya ini yang
terjach, kebijakan Olonomi Khusus bakal macet, kerupsi akan
merajalela, dan tuntutan Papua merdeka kembali membahana.

Pihak Pendukung Separatisme

Pendukung paham separatisme secarn fisik bersenjata
adalah OPM, dan secara politik lembaga PDP, Ketika Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua ini disusun kedua kelompok
percukung Papua merdeka [t terang-lerangan menolak
Otonomi Khusus bagi Papua, Menurt They Hiyo Elluay, ketua
IPDP, otonomi luas seperti otonomi khusus itu hanyalah " gula-
pula® politik yang diberikan pemerintah Indonesia, [akaria
hanva “tipu-tipu” orang Papua Selanjuinya, penolakan
tersebut mereka ekspresikan secara lunak dan keras. Bentuk
lunak adalah dmgnn|11L*rnl-.1w.1.'l[l]1uknhht']ah1m 26 Februari
1999 menemui Presiden B, Habible menuntul Papua Merdeka,
dan mengibarkan bendera bintang kejora di bumi Cendrawasih
A1 Desember 1999, Penolakan mencapal puncaknya dengan
di selenpgarakanya kongres rakyat Papua 29 Mei 4 Junl 2000
yang menyatakan “Masyarakat dan Wilayah Irian Jaya (Papua)
keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia™. Adapun
bentuk kerasnva dilakukan dengan membubarkan: berbagg
acara konsultasi publik draf RUU Otonomi Khiesus, sehingya
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di Javapura sempat mencelan korban.

Dard uralan di atas, jelas  bahwa Undang-Undang
Otonomi khusus Papun Hdak didukung sedikit pun oleh
kelompok separatisme, Mercka tiduk tedibat sama sekali
dalam  penyususnan Undang-Undang dtu. Mervka malah
menentang keras dibuatnya kebijakan Otonomi Khusus bagi
Papua. Karena itu, mereka akan berusaba terus menghadang
jalannya Undang-Undang Momor 21 Tahun 2000 ini, atau
paling tidak mendeskreditkannya, Selain it efeknya akan
dapat melemahkan mental para pendukung Otonomi Khusus,
Akibar kebih foul, implementasi Undang-Undang Nomor 21
lahun 2001 akan terus terganggu pelaksanaannya.
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DASAR HUKUM KEWENANGAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A, Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Tambang dan Hutan di Provinsi Papua Berdasarkan Prinsip
Keadilan.

Pasal 33 LUUD 1995, ini mengamanatkan  penguasaan
kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, Meskipun
demikian, ferdapat berbagal pandangan tentang  bagaimana
mengimplementasikan  clta-cita  tersebut,  Pandangan  yang
wendukung pemanfaatan seklor minerba untuk memperkual
iwlustrt domestik - mempunyai argrimentast balwa industri
nastonal masih perle mendapat dukungan ketersediaan bahan
tutku dalam jumlah vang memadai dan harga yang murah.’

Menurul Salim HS,” bahwa dalam Undang-Undang Nomor
T b 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,
wwvara ehsplisit tidak  ditemukan tentang  asas-asas  hukum
prertambangan, Namun dikajl secara mendalam, maka berbagai
siilstansd dalam  pasal-pasal maspun  penjelasannya dapat
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dindentifikas) asas-asas hukum yang menjodi penvelenggaraan
pertambangan

Bencermati dinamika  lingkungan  yang  terus  berubah
seiring dengan perkembangan politik maupun hukum kermasuk
diterapkannya otonomi  daerah yvang  menjadi - baglon  dari
latar belakang lahirnya sejumlah kebijakan sehingga Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 sulit untuk dipertahankan lagi
sebagai kerangka dasar pipkan pertambangan yang lerbukti
sering dilanggzar, balk pada substarsi yuridis maupun dalam
pelaksanaannya. Vengingat hal tersebut, menurut Abrar Saleng,
bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dianggap sudah
fidak relevan dengan era reformasi dan otonomi daerah, Oleh
karena sefalan dengan perkembangan nasional dan tuntutan
global, maka berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 perliz untuk dilakukan peninjavan kemball?

Pandangan di atas sefalan dengan yvang dikemukakan oleh
Frits James Boray, Sekretars Dinas Pertambangan Provinst Mapuaa,
bahwa semangat otonomi dacrah bagl Provins Papua merupakan
regulasi yang memberikan harapan baru dalam pengelolaan
tambang vang selama inl bersifat desentralisasi yang menyebabkan
daerah hanva sebagal penontoa dalam pengelolaan tambang, (Heh
karena itu, pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan perlu untuk
dicabut.

Menurut Otong Rosadi,* bahwa Kebifakan jangka panjang,
terhadap  pembangunon  perckonomian Orde  Baru dengan
regulasi  Inl  dipandang  berdampak  terhadap  kerciptanya
kesenjangan ckonomi antar dacrah, kesenjangan pendapatan
antar  pendudukan, bahkan terfadinga kerusakan lingkungan
dan sumber-sumber daya alam Indonesia. Pililan tidk berat
pembangunan  pada  pertumbuban  ekonomi memunculkan
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ketidakadilon sosial i lengah mosyarakat. Dalam  konteks
Inilah maka Undang-Undang Nomar 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan Pokek-Fokok Pertambangan dipandang untuk digant
dengan pengaturan pertambangan vang bare demi kescjahteraan
masyarakat Indonsia,

Pada tanggal 12 Januari 209 disahkan Undang-Undang
terbaru vang  dianggap  lebsh sesunl dengan kebutuhan
koodisi keklnlan, dibidang pertambangan Khususnya tentang
pertambangan umum yang terdird atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu
Lindang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (entang Portambangan
Mineral Dan Iatubara, Menunat penjelasan umum  undang-
undang int, bahwa dalam pengelolaan pertambanzan harus
menyesuaikan  din dengan perubaban lingkungan  strategis,
Palk Bersifat pasional maupun internasional, Tantangan utama
yang dihadapl oleh pertambangan mineral dan batubara adalah
pengaruh globalisasi yang mendorong, demokratisasi, olonomi
doeral, hak asasi manusia, Highungan hidup, perkembangan
wknelogi dan informasi, hak atas kekoyaan intelekiunl serta
tuntutan peningkatan peran serta swasta don masyarakal sebagai
wuud implementasd dari nilal-nilai kepastinn huknm.*

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, Norma
adalahy pernvataan yang menckankan aspek “seharusnya”™ atau
s sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tenlang apa
vang harus dilakukan, Normta-norma adalah produk dan aksi
manusia yvang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-
Auran yang berslial umum menjadi pedoman bagi individu
bertingkal laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama indlvidu maupun dalam hubungannva dengan
myarakat, Ataran-aturan it menjadi batasan bagi masyarakat
shalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Aclanya aturan itn dan pelaksansan aturan tersebut menimbulkan
bepastlan lmkom,”

Menumn Gustay Radbruch, hukum harus mengandung 3
[l bl %
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(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut!
1. Asas kepastian hukum {rechfietighedd), Asas ini meen|njau darl
susdut yuridis,

Asas keadilan hukum {gerectighef). Asas ini meninjau dan
sudut filosedis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk
semua orang di depan pengadilan,

il
P

Asas kemanfaatan hokum (zreeclmutigheid olew doelsatigliend
el uditily).

L

Tujuan hukum yang mendekati reallstls adalah kepastian
hukum dan kemanfaatan  hukum, Kaum Positivisme  lebih
menckankan  pada  kepastiin hubum, sedangkan  Kaum
Fungsicnalis mengutomakan kemanfaatan hukum, dan sekiranva
dapat dikemukakan balwea "suuiium ses, sy infupld, s
lex, suntm crex” yvang artinva adalah hukum yang keras dapat
melukal, kecuali keadilan vang dapat menalongnva, dengan
demikian kendatipun keadilan bukan merupakan wjuan hukum
satu-satunya akan telapl tujuan hukum yang paling substantil
adalah keadilan®

Meterut Utseeht,®  kepastion hokum menganduny dua
pengertian, vaitu pertama, adanya aturan yang bersifal umum
membual Individu mengetahul perbuatan apa yang boleh atau
tidak Boleh dilakukan, dan kedun, berupa keamanan hukom bagi
individu darl kesewenangan pemerintah karena dengan adanya
aturan vang bersifat umum ite individe dapat mengetahul apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh regara techadap
individu,

Ajaran kepastian hukum inl berasal dari ajeran Yuridis-
Dogmatik vang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic Ji
dunia hukum, vang cenderong melihat hukum sehagai sesuatu
vang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,
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linkum tak lain hanya kumpulan aturan, Bagl penganut aliran
il fujuan hukum tidak lain dard sekedar menjamin terwuojudnya
bepastian hukum, Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
ihenpan sifatnya vang hanya membuat suatu aturan hukum
vany, bersifat umum. Sifat umom darl aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tdak bertujuan untuk mewujudkan
beaidilan akau  kemanfaatan, melinkan  semata-mata untuk
biguistian!

Marinex  Bangalino," Kepala Seksi FEksplorasi  Dinar
'erlambangan Provins Papua, menjelaskan bahwa pada dasarnya,
hakikat dari otonomi dacrab merupakan upaya vang dibentuk
puna memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan
hengan melakukan  kegiatan  ataw membual  pembaharuan
vang sesual dengan kehendok dan kepentingan masyarakat
vang menjadi baglan dan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

Komponen pengaruh falah bahwa penggunaan wewenang
dhmaksudlan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum,
homponen dasar hubum ialah bahwa wewenang itu selalu
barns dapat ditunjuk dasar hukumnya, Komponen kenfarmitas
wergandung makna adanva standar wewenang yaitu standar
winnm {semua jenls wewenang) dan standar khusus (untuk jenis
wowenang tertentu) M

Menurut Yulianto Wijaya (Direkiur PT. Inde Muro Kencana)
uwngalokan bahwa sampai =aal ini mamnagement perusahnan
ik melakukan eksploitasi keblb dalam atan melakokan tahap
vhaploinsl secara besar-besaran di areal penemuan cadangan
cimas yang ditemukon di areal hutan konservasl dan hutan
linehung, Selain pengelolaan tambang i Papun banyak sekali
prerhimbangan sepert] pertimbangan politik, kalau rakyat menolak
vk Hdak akan diberikan ijin mesklpun perusahpan sudah buat
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jalan dan listrk.*

Sefalan dengan pilar utama negara hukum yollu asas
legalitan (Jegaliteita laginselen alou webmatigheid oan bestuiir), atas
dasar prinsip tersebul bahwa wewenang pemerintahan berasal
dard peraturan  perundang-undangan,  Lebih jauh dikatakan
Ridwan HRY babhwa setiap penyelenggarsan kenegaraan dan
pemerintahan harus memiliki ligitimasi, vailu kewenangan vang
diberikan oleh undang-umdang, Dengan demikian, substansi asas
legalitas adalah wewenang, Sebagaimana pula dikatakan oleh
P. Kicolai® bahwa pemerintah mempunyai kemampuan untuk
melakukan tindakan-tindakan hukom tertentu,

Dalam kepuslakaan hukum administrasi terdapat dua cara
untuk memperoleh wewenang pemerntaban yaitu atribusi dan
delegasi, kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara
tersendirl untuk memperoleh wewenang,.™

Sualu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang ashi
atas dasor ketentuan hubum lata negara, Abribesi merupakan
wewenang untuk membuat keputusan (besluit) vang langsung
bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan
lain mengatakan  bahwa  atrlbusl merupakan pembentukan
wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu dan
yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Indraharto,”® mengatakan bahwa pada atnbusi teradi
pemberian wewenang  pemerintahan vang baru oleh suatu
ketentuan  dalam  peraturan  perurdang-undangan,  Dising
dilahirkan atau  diciptakan  suatu  wewenang  baru.  Lebih
lanjut discbutkan bahwa regislator yang berkompeten untuk
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memberikan atribusi wewenang pemerintahan {tu dibedakan
antara yang berkedudukan scbagai origingd fegizioler dan yang
bertindak sebaga delegated legidator,

Atribusi berkemaan dengan penyerahan kewenangan baru
sedlangban delegasi menyanghut pelimpahan wewenang yang
telah ada {oleh organ yang telah memperoldh wewenang secara
atribubl kepada organ lain), jadi delegasi secara logis selalu
didahului oleh atribusi. Kata delegasl (defegatie} mengandung
arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada
ving lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak
dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan  kekuatan
hukum. Dengan delegasi. ada penverahan wewenany dari badan
alau pefabat pemenntahan yang satu kepada badan alnu pejabat
pemerintahan,

Menurut Heinrich Triepel, ™ pendelegasian dalam pengertian
hukum publik dimaksudkan Hndakan hukuin pemanghkil sesuatu
wewenang  kenegaraan  Jadi,  pendelegasian ini merupakan
penggeseran kompetensi pelepasan dan pererimaan sesuatu
wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendok pihak
vang menyerahkan wewenang it Pikak yang mendelegasikan
harus mempunyai sesuatu wewenang yang sckarang tidak
digunakannya,  Sedangkan  yang  menerima  pendelegasian
g blasanya mempunyal suntu wewenong, sekarang akan
memperkual.

Peraturan perundangan yvang lahir sebagai turunan dari
Ualang-Undang Momor 5 Tahun 197, semakin menjauhkan
manfaat pengelolaan hutan Indonesia bagi kepentingan rakyat
whesar-besarnya, Masyarakat sekitar hutan bukannya sejahtera,
palah dipinggirkon dalam pelaksanaan pembangunan bidang
behiabiman, Masyarakat sekitar hulan disebut sebagai masyarakat
perambah butan, Konflik yang muncul antara masyarakat lokal
i nekitor butan dengan Pengusalin atau pemerintah {pusat,
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pemerintalidaerah dan BUMD) selalu saja menjadikan masyarakat
lokal sebagai posisi yang lemah, kalah dan terplngpirkan
Keadaan intlah vang melahirkan kesenjfangan antara masyarakat
lokal denpan pengusaha dan pemerintah yang pada gilirannya
melahirkan ketidakadilan soaial

Menurut Ade [rawan Kepala Seksl Pembinaan Usaha
Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, balwa munculnya
konflik vertikal antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik
lahan hutan mavpun konflik borizontal dengan  pengusaha
pengelolaan  hutan  tidak  dapat terhindarkan. Hal tersebut
diakibatkan oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 197
tentang, Peraturan Pokok-Pokok Kehutanan lidak membenikan
kescjahteraan kepada masvarakat hukum adat sebagal pemalik
hutan. Pemberlakuan  terhadap  regulas]  tersebut  justeru
menpauhikan masyarakat hukum adat dari kesejahteraan.

Terkait penzinan tentang pengelolaan sumberdaya hutan,
menural Otong, Rosadi® bahwa pada konstderan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomar 41 Tahun 1999
tidak dintur mengenal kelangsungan perlzinan atau perjanjian
pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
Undang nomor 41 ahun 199, Keadaan yang demikian menurut
konsideran menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berosaha
di bidany pertambangan di kawasan hutan terutama bagi Investor
yvang telah memiliki izin atav penanjian sebelum berlakunya
umdang-undang  tersebut,  sehingga dapat mepempatkan
pemerintah dalam posis] yang sullt dalam mengembangkan iklim
investasi,

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang di Pravins] Papua

UUD 1945, telah mengamanatkan swatu bentuk pemerintahan
doerah,”™  yang mengatur  dan mengurus sendin urusan
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pemenntahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,®
Mamun demikian, amanal pelaksanaon pemerintahan daerah
melalui kebijakan desentralisasi dalam praktik implementasinya
lidaklah mudah. Perbedaan kondisi geografis dan demografls
dapat menimbulkan banvak permasalahan dalam pelaksanaan
stonomi daerah, sebagal contoh dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 selanjutnya dirubah dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraluran
'vimerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonoml Khusus Bagl Provinsi Papua Menjad] Undang-
Lindang.®

Menurut Melmambessy  Moses,® Mantan Kepala  Dinas
Mertambangan Provinsi Papun, bahwa Undong-undang 32 Tahun
M tentang Pemenintahan [Jaerah dan PP No, 25 Tahun 2000
lentang Kewenangan Pemerlnlah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Dacrah Olonom, dalam bidang pengelolaan tambang
memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari
pemenntah pusal kepada  daerah untuk  menvasun desain
bebljakan dalam pengelolaan  lingkungan  hidup, Meskipun
demlkian, antara pemerintah pusat dan daerah seringkali terjadi
mpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering
tilak =aling terkoordinasi dengan baik. Hal-hal yang berkailan
desigan pengelolaan linghungan hidup di deerah dalam era
ctornami daerah antara lain sebagai berikut;

wlih diamandesmen, rumsan Pasal 18 ayal (1) daa (2} adalah sebagal beeikus
el [1] Negara Kesatuan Repolik Indonesta dibagi atas dacrah-deerah provins
st thwerah provinsl Lo dibagt stas kabipaten -;l.uﬂ.ﬂm yang tap tiap provined,
balaipaten, dan kota fhn mcimpaayal pemerdrdaban daerah, yamg dotur dengen
sessbarye-unadang. Ayal (2) Peresntaban daerah provinsd, kabupaten, dan koda
e bur dan merrgurud senading onesan pemenintzhen menool ases obonomi
i egas pemibanbua

el ird dlarahban unduk mwinpercepal lerwuidinya beselakleraan
e dtbal mwlatal peningkate, pelayanan, |I~:-ml'u11|.'|:.-'.\.1|1. dan poeran serla
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. Ego sektoral dan daerah. Ctonomi daerah vang diharapkan
dapal  melimpahkan  sebaglan  kewenangan  mengelols
lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan
dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam
pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan,  hidup,  demikian
juga epo sektor, Pengelolzan lingkungan  hidup seriog
dilaksanakan ooerfepping anlar sektor yang satu dengan scktor
yang lain,

Tumpang tindih perencanaan antar sekbtor. Kenyataan
menunjukkan bahwa dalam perencanaan program {termasuk
penpelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara
satu sektor dan sektor lain.

Pendanaan yang masih sangat kurang untuk  bidang
lingkungan hidup, Program dan kegiatan mesti didukung
dengan  dana  vang  memadal  apabila mengharapkan
keberhasilan denpgan balk, Walaupun simua orang mengakl
bahwa lingkungan hdup merupakan bidang vang penting
dan sangat diperivkan, namun pada kenvataannya PAD
masil terlalu rendah yang  dialokasikan untuk  program
pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya
dana dari APBN vang dialokasikan langsung ke daerah untuk
penpelolaan lingkungan hidup.

. Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakul bahwa
didalam pengelolnan lingkungan hidup selain dana vang
memadai jupa  harus  didukung  oleh  sumberdaya yang
mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum
mendukung. Personil vang seharusnya berlugas melaksanakan
pengelolasn linghkungan hidup (termasuk aparat pemda)
banvak yang belum memahami secara baik tentang arti
pentingnya lingkungan hidup,

. Eksploltasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan
profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnyva
digunakanuntuk pembangunan untuk mencapai kescjahieraan
masyarakal,  Walaupun  kenyataannya  tdak demikian
chaploftasi baban tambang, logging hanya menguntingkan

Dltdr b akum Ceamnangar

sebagian masyarakal, aspeklingkungan hidupyang seharusnya,
benvataannya banyak dinbaikan. Fakta menunjukkan bahwa
tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan
hidup, Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan
porsi yang scmestinya,

i Lemahnya implementasi peraturan perundangan, Peraturan
perundangan yang berkaltan dengan lingkungan  hidup,
cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah
Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan
perundangan dengan baik, hahkan mencard kelemahan dari
peraturan perundangan lersebut untuk dimanfaatkan guna
mencapai tujuannya,

© lemahnya  penegakan  hukum  lingkungan khususnya
dalam  pengawasan.  Berkaitan  dengan  implementasi
peraturan perundangan adalah sisi penpawasan pelaksamaan
preraturan perundangan, Banyak pelanggaran yang dilakukan
(Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun
sargal femah didalam pemiberian sanksi liukum

lerdasarkan penjedasan di atas terkait ifin pengelolaan
Lumbung antara pemerintab pusat dan daerah seringkali terjadi
timpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering
ehab saling  terkoordinasi dengan balk, sehbagaimana  data
shapitulasi izin usaha pertambangan mineral dan logam dan
titulwira di Provinsi Papua, vaitu:
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Tabel 1

Rekapitulasi izin usaha pertambangan mineral dan logam dan
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Bahwa dari tabel 1 diatas tentang rekapitulasi izn usaha
perlambangan mineral dan logam dan batubara di Provins
Papua tidak semuanya izin usaba vang diterbitkan kepada
oleh pemerintah daeeah kepada pengusaha/finvestor tersebut
terealisasi/ terlaksana, hal terscbut disebabkan karena adanya
Lnmpang tidihmva keweepangan, bal fersebot sebagaimana yang
|.I|-..m||\,||b.;1r| vleh James Frits Bordl dan Mosea Melmambessy

Duziss by vam Fespnagan .

dalam hasil wawancara tanggal 23 Agustus 2017

Bahwa darl 62 izin usaha produksi pertambangan vang
diterbitkan oleh Gubermur Provinsi Papua kepada pengusaha
pertambang tidak semuanva dapat terealisasi yang menparah
bepada dzin produbsd, tergantung dard plmpinan pemenntah
Jdaerah,

Lanjut hasil wancara dengan Frits James Borayv™, balwwa dari
whaplulasi izin usaha pertambangan mineral dan logam dan
batubara di Provinsl Papua belum terlaksana, masih eksploitasi
belum ada, karena dalam implementasi ada vang tidok benar
persoalan kewenangan vang dlberikan oleh Kabupaten borkaitan
dengan sumber daya manusin, disamping [tu juga pusat belum
pereayn penuh kepada pemerdntah dacrah dalam hal kewenangan
vang diatur dalam UL No21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus
lagi Provinsi Papua, sedangkan UU No. 32 Tahun 2014 lenlang
teonoml Daerah  merupakan UL sektoral vang memberikan
sewenangan juga kepada pemerintoh Provinsl, namun antara UU
otsits dan LU sektoral belum sinergi dengan alasan sumber daya
manusla,

Implementasi UU Noo 21 Tabun 20001 memberlkan
bewenangan kepada provinsi, sedangkan UU Ko, 4 Tahun 2009
tentang Minerba kewenangan kepada Kabupaten Kota, akibatnya
wwnfadl tumpang  Uedib dalam  pelaksanannnya,  sehinpga
Cabernur menerbitkan Peraturan Gubernur No, 41 Tahun 2011
tentang Lisaha Pertombangan Mineral Logam dan Batubara
untuk mengimbang! keglatan pemberian ign dan pengelolaan
sumber daya alam tambang, meskipun pergub tersebut meskipun
pemerintah pusat tidak mengakuinya, akan tetapl pada akhirmya
(wemerintal pusat telap mengakuinya, sehingga membeni ruang
Lepada provinst sebagabmana ditentukan dalam UL 23 Tahun
S tentang Otonomi Daerah

Pemberdavaan olomomi dacraly urgensinyn dard elsistens|
prmerinlah posat dan pemerintab dacrah sebagaimana dijelaskan

Y Wikars aia sbengan Vrils Jaimes By (Ssebhoebaris DR esiaisbsngn
[Poarn bnsd dpuiaf ainggal 2% Aglustus 2007
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secara Implisit dalam UUD RE 1945, dimana dalam alinea ketiga
memual pemyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesta, sedanghan
alinea keempat, memuat pernyataan babwa  setelah Pemerintah
Negara Indonesia yallu pemerintah nasional vang bertanggung
jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia.

Menurut penulis bahwa pengelolaan sumber daya alam
tambang di Papua harus berdasarkan pada prinsip keadilan,
karena dalam  peneliian  Inl  indikatornya  adalall karena
berhubungan dengan ketidakadilan vang terjadi sebagai akibat
dari sitem pengelolaan sumber daya alam tambang yang dilandasi
okeh paradigma vang salah, sehingga menimbuolkan konllik yang
bermuara pada ketidak adilan, tumpang bndihnya ketentuan
peraturan yaitu UU No 4 tahun 2014 tentang Minerba sebagai LU
sebtoral dan UL No 21 tahun 2000 tentang Clus Papua kemudian
kewenangan pengelolaan telah diakomodirdalam UU o 32 tahun
24 tentang Ctanomi Dacrah kepada Provinsi dengan prinsip
negara kesatuan, akan letapl kewenangan lu lidak sepenulinya
diberikan kepada Provinsi untuk memberlkan izin - mengatur,
mengelda  sumberdaya alam lambang  didaerabnya, karena
kenyataan tidak adanya sinergl antara UL sektoral denpan UU
s, akhirnva berdampak pada sistem pengelolsan, lemahnya
pengawasan lermasuk sumber daya manusia yang masih kurang,

Oleh karena by, maks berbapgal Lingkah harus dilnkukan
olch pemerintah daerah dalam  pelaksanpan UUPD  terscbut
seperti mengidentifikasi segala potensi yang terdapat dl dalam
wilavahinya dalam ranghka mengetahui peluang dan tantangan
vang bakal dibadap] dalam pelaksanaan otonomi daerah, Potensi
sumberdaya alam vang perlu diidentifikasi, untuk mencari
cara pengelolaan serta pengaturan berdasarkan kewenangan
daerah, yaitu sektor pertanaban, pertambangan, kehutanan dan

perkebunan

Kewenangan dalam pengaturan pengolalaan, pemaniaatan
dan peruntukan sumberdaya alam oleh  pemenintah dacrah
provinsi mauwpun  kabupaten  akan  berimplibast hepada
peningkatan pemlapatan asll doaeraly, kesejalteraan rakyal,
terchptanya kepastian Twkum dan keadilan dlalom pemantaatan

Zanar Hubui Seweraragan

sumberdaya alam nasional di daerah serta tercipla keseraslon
dalam penpgunaan potenst daerah melalui tata ruang dacrah

Menurut Abrar Saleng™  babwa  kewenangan  dalam
pengelolaan sumberdaya alam tambang tidak lagi harus mengacu
pada ketentuan Pasal 4"Undang-Undang Nomor 11 Tahun
67 tentang Ketentuan Pokok-Fokek Pertambangan, Karnena
penpuasaan  pengelolan pertambangan sudab diatur dalam
Masal 4 Unelang-Lndang Nomor 4 Tahun 2009 vang menvebutkan
balwwa mineral dan batubara sebagal sumberdava alam vang tak
terbarukan merupakan Kekayaan masional vang dikuasa oleh
pepara untuk sebesar-besarnya kesefahleraon rakyal. Vengoasaan
vleh regara alas lambang mineral dan batubara diselenpgarakan
pleh - Pemerintah dan/atau Pemerintoh dacrab,  Terhadap
timlah produksl, pemerintaly mempunyar kewenangan untuk
mwrwtapsan jumlah produksi tiap-1iap koinoditas pertahun setap
I'sovinel. Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah Daeral wajib
ntmatuhi ketenlvan jumlah vang ditetapkan oleh Pemerintah,

Membagian kewenangan dalam pengelolzan pedambangan
mineral dan balubara sebapgaimana kewenangan  Pemerintah
FMusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintal Kabupaten i atas,
menurut Abear Saleng™ adalah pelaksanaan penguasaan negara
vang merupakan salah satu moacam wrusan pemerntahan yang
nenpatur usahio perlambangan =atu fungsl atas tugas dar
poliksanaan penguasaan negara, maka kelkutsertaan dacrah
dalam mengatur usaba perfambangan selama ink merupakan
sl tugas pembantuan

Menurut Baglr Manan® babwa pengertan ikut seria
weliksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan doaerah
aliahy Perforss, woewenang membantu barun aka nada apabila
sl Keputusan permnerintah pusat yang memberikan penugasan,
vtk seluruh kewenangan atas pengdolaan pertambangan, baik

" Abwar sabeng, [0 hal 3820,
Pasal 2% ”.lul Iy Flindang |'|-'r.'.'.|.l|,.! i |'..."-|.'||.l1._..:'|,|l-r At e Plibghoipa
Slmar “wileig T EELL laa! Xl
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pelaksanaan  penguasaan negara maupun  pengaluran usaha
pertfambangannya akan  dilakukan sendini oleh  pemerintah
pusat, Kedia, dalam pengertian lugas pembantuan tidak sekedar
menunjukkan daerah semata-mata sebagal pelaksana, scbab
dalam tugas pembantvan juga terkandung kebebasan daerah
bahkan semacam olonom walnupun terbatas mengenai tata cara
penyelenggarsannya, Misalnya  dacrah  berwenang  membuaat
aturan-aturan yang diperlukan untuk tugas pembantuan yang
dibvbankan kepadanya,

Menurat Abrar Saleng,™ dalam kerangka otonoml daerah.
telah dlwadahi dalam Undanp-Undang Pemenntahan Dacrah
Nomor 22 Tahun 199 maupun 32 Tahun 2004 vang menjamin
aliran sumberdaya alam dari doaerah vang satu ke doerah vang
lain. Kerfasama antar dacrah dapat mengellsionkan pengiunaan
berbagal sumberdaya alam vang tersedia dan memllikl daya
pemberdayaan vang lebih besar daripada dilakukan sendin oleh
dacrah, Oleh karena itu, peloksanaan penguasaan negara atas
sumberdaya alam khususnya bahan galian baik yang menjadi
kewenangan pemerntah pusat maupun pemerintah daerah hams
jclas substansi dan tujuannya. Sebab pelaksanasan penguasaan
regara selama ind felah disalabpunakan, sehingga menjadi satu
sumber ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
terhadap bahan gallan.

Menurut Malmambessy Moses,™ mantan Kepala Dinas
Pertambangan  Provinsd  Papun, penguasaan  negara  lalab
kewenangan vang mencakup  penentuan kebifakan  mengenal
pengaturan peruntukan, pengpunaan dan  pengawasan  serta
menjamin pemanfaatan bahan palian untuk sebesar-besarmyva
kemakmuran rakyal dibalik kewenangan tersebul.

tandangan tersebul Ji atas, menurul Abrar
Saleng,™ balhwa terdapat kewajlban negara vang merupakan
tujuan dan penguasaan negara sebagai berlkut; (a) segala bentuk

*  Abrar Balerig, ogroil, hal 22,
o Wawaneara b gl 23 Agirtun 2007

= Alwar Salerge, (al Desppsasssdn SNegars A Perfambangdan Merbisiploss
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pemanfaatan balan gallan harus secara nyvata meningkatkan
bemakmuran dan kesefahteraan rakyat; (b} melindungi dan
werjamin sepala hak-hak rakyat vang terdapat di dalam atau di
dtas hahan galian yang dapat dinikmati langsung aleh rakyat;
) mencegah segala tindakan dari plhak sunapun yang akan
menvebabkan  rakyat  Hdak  mempunyai kesempatan  atau
akan kehilangan haknva dalam menikmati hasil pengelolan
porlambangan,

Dalam pemberdavaan otonomidaerah, secara filosolis urgensi
ari chststensl pemerintah pusat dan pemerintah davrah sudah
datigeung secara ehsplisit dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tabun 195, pada alinea ketiga
mwmual pemyitann kemerdekaan bangsa Indonesia, Sedangkan
Alnea keemipal memueal peryataan babiwa setelah menyatakan
bemerdehkaan, yang pertama kali dibentuk adalah Peimenintah
separa Indonesia vaitu Pemerintah Nasional yang berlanggung
Frwal mengatur dan mengurus bangsa hidonesia, Lebih lanjut
dinyatakan bahwa tugas pemerintah Negara Indonesia adalah
melindungy selurnh bangsa dan tempab darab Indonesia,
mremijukan kesefableraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bonpsa serta kul nclaksanakan ketertiban dumia berdasarkan
bemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial”

Sebagar  landosan filosofis, Pancasila dan  Pembukaan
Undang-Undang Dasar KRI lahun 1945 yang merupakan cila
hiskum Indonesin sekaligus merupakan sumber darl segala
wmlwer hekum dard setiap aturan perundang-urdangan yang
o dan yang akan ada. Hal mana dapat dilihat dalam kensideran
Unilang-Undang NMomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahon
sheraly bahwea maksud dan tujuan dard Undang-Undang ini
vk pemberian oonomi yang seluas-luasnya kepada Davcrah
diarahkin  nntuk  mempercepal  berwujudnya kesejahternan
vnyarakat melalui peningkatan pelavanan, pemberdayaan, dan
peran ferta masvarakat D samping ite, melolui otonoml luas,
Jalam Hoghungan steategis globalisasi, daceah diharapkan mampu

buipwiyand  Mall, Kosffh [l Deogelodiar  Samberdna  Aldi
P pamidaip s e et Dhgsia, Diseriass, Pis-L% 00N, elakassar, 2005 bal, 3]2
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meningkatkan dava saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusosan
serta potensi dan keanckaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Repubilk Indonesia,

Dalam  prespektil yuridis  disusunnya Undang-Undang
Nomor 23 ahun 2004 tentu didasani oleh alasan-alasan yuridis
tertentu sebagai mana tertulis dalam konsideran bahwa Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrahtidak
sesual lagl dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan
wntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
digant, Dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu
divndangkan olel pemerintah Undang-Undang Nomar 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah vang dalam implementasing
kelak ada suplemenatau penambahan pasal-pasal teetentu melalul
Perppu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah.

Semnentara itu, Otenomi Khusus bagi Provinsi Papua didasard
oleh berbagai pertimbangan penting sebagal berikut bahwa
penduduk asli di Provirst Papua adalah salah satu rumpun dari
ras Melanesia viang merupakan bagian dari subuesnku bangsa
di Indonesda, vang memilikl keragaman kebudayaan, sgarah,
adat lstiadat, dan bahasa daerah, Oleh karena sefaraly integrasi
vang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, berikutnya
adalah pelaksanaan pembangunan vang belum merata don belum
memenuhi rasa keadilan, demikian pula dengan penegakan
hukum dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan  penting lainnya adalah berkaitan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi
Papua belum dipunakan secara optimal untuk meningkatican
taral hldup masvarakal asll, schingga  telah mengakibatican
terjadinya kesenjangan antara Provinsi Fapun dengan daerah Lain
di Indonesia, serta pengabaian terhadap hak-lak dasar penduduk
ashi Papua, Dengan alasan dan pedimbangan tersebul, aspirash
masyarakal Papua untuk diberikan otonomi khusus dikobulkan
dengan dinndangkannyva Undang-Undang Nomor 21 tahon 201

Dl Huum Kssenangan ...

lentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ™

Berkaiton dengan prakiek pengelolaan sumberdaya alam di
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 {ahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagl Provirsi Papua scbagai fer spesiali=, maka Provins
Papara sebagai daerah otopomi khusus seharusnva aturan-aturan
yang telah dibuat oleh pemenntah daerah Provinsi Papua yang
sesual dengan potensi alam yang dimillkinya, secharusnya Mrovins
Fapuaikut mengatur pengelolnansumberdayva alam perfambangan
swehagaimana vang telah penulis wraikan lentang pengelolaan
sumber daya alam yang berkaitan denpan penghargann terhadap
lark ulayat serla wrat aktf dalam mengelola sumberdaya alam,
Mamun dalam  kenyataannya bahwa scjak  diberlakukannya
Lindang-Undang Nomer 21 Talun 2001 Tentang Otonam] Klsis
bagl Provinsl Papua, babkan oleh Pemerintah Provins Papua
teinh diterbitkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 2
Fahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya
Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, akan tetapi tidak pernah
mendapatkan perhatian bahkan manfaat dari Pemerintaly Pusat

Kewenangan menurut Ade Ridwan,™ balwa norma-norma
vany berkaitan dengan kewenangan yvang dipercleh melalui
desentralisasi, sebagaimana vang diberikan oleh Undang-Undang
Semor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan kewenangan Pemerintah
"'rovinsl Papua dalam pemberian izin, karena  desentralisasi
adalah kewenangan untuk menguros dacrahnya sendin, termasuk
Ji dalamnya mengurus dan mengelola sumberdava alam sektor
prertambangan,

Menurut Frits [ames Bonay, Pl Kepala Dinas Pertambangan
Peavinsd Papua, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Fahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Somar 2 Tahun 2014 Tentany Pemerintahan Daerah justru
rencalut semua kewenangan yang berkaitan dengan penerbitan
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perizinan  pertambangan oleh  Bupati.  Sedangkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara justery memberikan kewenanpgan vang sangal luas
kepada Pemernintah Kabupaten/Kota dalam memberikan atau
mengeluarkan fjin pengelolaan pertambangan. Tumpang tindih
kewenangan lersebut menjadi embrio konflik di daerah yang tidak
hanya bersifat vertikal (Pemerintah Pusat dan Daerah) melainkan
fuga terjadinya konllik horizontal antara masyarakal di sekitar
arca pengelolan pertambangan dengan investor dan Investor
dengan Pemenntah Dacrah.

Menurut Marnex Pabolang® Kepala Seksi Pengelolaan
Tambang, bahwa melihat kendlsi Provinst Papua saat inl seperti
terjadinya kemiskinan struktural, tidak ada akses pemerintah
dacrah provinst maupun pemerindah kabupaten/kota dalam
pengeloloan sumberdaya alam pertambangan (otenomli selengah
hati}, hal tersebut ditandai setelah dicabutnya kewenangan
Pemerintah Kabupalen/ Kotadalam pemberian lzin pedambangan
vang berlmplikasi pada kekecewaan pada sebagian  besar
masyarakat asli di Provins Papua sebagai pemilik hak ulayat atas
lokasi penpeloban petlambangan, el karena g, sering muncul
konflik antara masyarakat hukum adat sebagail pemilik lahan
dengan Investor vang Hdak dapat terhindar lagi.

C. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan di Provinsi Papua

Dasar pelaksananan olonomi daerah di Indenesia dapat dilacak
dalam kerangka konstiusi NKRL Dalam ULD 1945 terdapat dua
nilai dasar yang dikembangkan vakni:*

1. Nilai unitaris, diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia
tidak akan mempunyai kesatuan pemerintal lain di dalamnya
yang bersifat negara, Artinya kedaulatan yvang melekat pada
rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan
terbapl di antara kesatuan-kesaluan pemerintalan fegional
atau lokal,

Y Wanwenears ilivipgan Marmwes Palwdangs afaglan konssvast | dias
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Lo Nila desentralisasi, diwujudkan dengan pembentukan dacrah
vtonom dan penyerahan kewenanganuntuk menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan yang lelah diserahkan atau
diakui Sebagai domain rumah tangea dacrah otonom lersebut,
Dikaitkan  dengan dua  nilai dasar  konstitus]  terschat,
penyelenggaraan  desentralisasi di Indonesia  lerkait erat
dergan pela pembagian kewenangan antara pemerinlah pusat
dan pemerintalidacreah. Talini karena dalam penyelenggaraan
desentralisasi selalu terdapat dwa elemen penting, yakni
pembentukan dacrah otanom dan penyerahan kewenangan
secara hukum dard pemerintah pusat ke pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus baglan-bagian tertentu uruszan
pemenntahan.

Sesual UUDY 1M5, karena Indonesta adalah “Fenliefidsicat”,
makadidalam lngkungannya idak dimungkinkan adanya dacrah
viryg bersifat staa! jupga. Ini berarti bahwa sebagai pembataa besar
dhan luasnya dacrab otonom dan hubungan kewenangan antara
premerintah pusat dan dacrah adalah menghindar daerah olonom
mwnjadi negara dalam negara, Dengan demikian pembentbukan
davrah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki
cir-eir:

I Daerah Otonem thdak  memilikl kedaulptan atan semi
kedaulatan layaknya di negara federal;

2 Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas
urtsan poemerintahang

Vo 'enyerahan wrusan pemerinlaban sebagalmana  dimaksud
pacdn butir b; terscbut di alas utamanya ferkait dengan
pergalurandan pengurusan kepentingan masyarakat setempat
(lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendird berdasarkan aspiras

irkisyirakat,

Penggan demikion jelaslah bahwa desentrallsasi merupakan
webrmmen anluk mencapai lujuan bemegara dalam kerangka
bimatuan bangsy {uafliosal wably) vang demokeatis (democrtic

" fhed hal 30
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government). Dalam konteks UUD 1945, selalu harus diperhatikan
keseimbangan  antara kebutuhan  untuk  menyelenggarakan
desentralisasl dengan kebutuhan memperkual kesatuan nasional.
Oleh sebab itu cirl umum penyelenggaraan desentralisasi di
Indonesia sesum dengan UUD 1945 adalah,™ ;

1,

251

in

Pemerintah dacrah merupakan hasil  pembentukan oleh
Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalu
proses hukum apabila daerah lidak mampu menjalonkan
otonominya setelah melalul fasilitasi pemberdayaan;

Dalam ranghka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk
Provins]l dan i wilayah Provins! dibentuk Kabupalen dan
Kota sebagai daerah olonom;

Sebagai konsckuensi ciri bulir 1 dan 2, maka kebijakan
desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerlnlah,
seclangkan penyelenggaraan olonomi daerah dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrab dengan moelibatkan masyarakat sebagal cerminan
pemerintahan yang demokratls;

Hubungan antara  pemerintal daerah otonom  dengan
pemerintah nasional  (Pusat) adalah bersifat  lergantung
(deperdenty dan bawahan (subendizate), Hal ini berbeda
denpan hubungan antara pemerintah negara bagian dengan
pemerintoh federal yang menganut prinsip federalisme, yang
sifatnya independent dan koordinatif;

Penvelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan
pemerinlahan oleh  pemerintah kepada  daerah otonom
sgbagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan vang
didistribusikan hanyalah merupakan wrusan pemerinlahan
vang menjadi kompetensi Pemerintah dan tdak mencakup
urnsan yang menfadi kompelensi lembaga negara vang
membidangi legislatil atan lembaga pembentuk Undang-
Undang  dan  yudlkalil  ataupun lembagn  megara vang,
berweniang mengawasi kevangan negara. Penyelenggaraan
urwsan  pemerintabion  daeral vang  alidesentralisasiban

“ haapd ™ il ored vkl Venseriintabun, idserali i nebetisla

Drsas Hukum Keveesangan ..,

menjadi kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk
melabsanakannya sesual dengan mandat vang  diberikan
rakyat,

Persebaran urusan pemerintahan Inl memiliki dua prinsip
pokok:

1. Selalu terdapat urusan pemerintahan vang umumnya secara
universal Hdak dapat diserahkan kepada daerah karena
menyangkul kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan
negara seperh urusan pertahanan-keamanan,  politik  luar
neperi, moneter, dan peradilang

2. Tidak ada wurusan pemerntahan  yang  sepenuhnya
dapat diserahkan kepada daerah. Untuk  urusan-urusan
pemerintahan yang berkaitan kepentingan lokal, negional
dan nasional dilaksanakan secara bersama (corcurreent), Ind
berarti ada baglan-bagian darl vrusan pemenntahan lertentu
vang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-baglan
yang diselengparakan oleh Provinsi dan bahkan ada juga
yang diselengparakan oleh Pemenntab.. Diperlukan adanya
hubungan koordinasi antar tlingkatan  pemerintaban apgar
urusan-urusan pemerintahan yang bersifat konkurent tersebut
dapat terselenggara secara oplimal.

3 Mengingal urusan pemerintaban bersifat dinamis maka dalam
penverahan vrusan Pemerintahan tersebut selalu mengalami
perubahan darl masa ke masa, Untuk menjamin kepastian,
perubaban tersebut  perlu didasarkan pada peraluran
perundang-undangan.

Oleh sebab itu selalu ada dinamika dalam distribusi urusan
pemerintahan {iter-govermmental finciion daring) antar tngkatan
pemerintahan; Kabupateny Kota, Provinsi dan Permerintah Pusat,
vard universal tendapal doa pola besar dalam meramuskon
distribusl srosan pemerintaban, yakni®
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1. Pala geveral compelenee (otonomi luas)
Dalam pola otonoml luas dirumuskan balwa vrusan-urusan
yvang dilakukan oleh Pemerintah Pusal bersifat limitatif dan
sisanya [urusan residu} menjadi kewenangan Pemerintah
Dacrah.

2. Pola altra vires {otonomid terbatas),

Prirsip LWtra Vires adalah  urusan-urusan Daerah yang
ditentukon secara limitatif dan sisanya (urusan residu) menjadi
kewenangan Musat,

Dalam  rangka melaksanakan olonomi daerah Provins
dipimpin vleh Kepala Dacrah Provinst yang disebut Gubermur
yang juga berlindak sebagai wakil pusat di daerah. Sdsagai wakil
poimerintah dl daerah, Gubernur melakukan supervisd, monitoring,
evaluast, fasilitas dan pemberdayoan kapasitas (copacity bailiding)
terhadap kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya agar olonomi
dacrah kabupaten/kota lersebul blsa berjalan secara oplimal,
Sehagal wakll pemerintah di daerah, Gubernur juga melaksanakan
urusan-urusan nasional yang tidak termasuk dalam olonomi
dacrah dan lidak termasuk urusan indansi vertikal di wilayah
Provinsi yang bersangkutan. i samping o, sebagal wakil
pemerintah di daerah, Gubermur mempunyal peranan selaku
“hitegreted field edminiziralfon™ vang berwenang mengkoordinie
semua instans| vertikal yang ada di Provinsi yang bersangkutan di
samping melokukan supervis dan fasllitasl terhadap Kabupaten/
Kota vang ada df wilayahnva.

Gubernur mempunyal “helelage power™ yaitu menjalankan
kewenangan  pusat  untuk  membatalkan  kebijakan  daerah
bawahannya yvang bertentangan dengan kepentingan umum
alaupun peraturan perundangan yang lebih Hioggl. Sebagai
konsekuensi dari prinsiptersebutmakadiperlukan pengaturanyang
alstematis yang menggambarkan adanya kewenangan Gubernur
vang berkaitan dengan koordinasi, pemblinaan dan pengawasan,

Selain  wrusan  pemerdntahan vang  disclengpgarakan sevara
seftlralisasl, Wordapal wrusan F'h'll'h'l|['|||'||1.1ll vang diselenpgarakan
mncn il i Dl Dy Lran D bssisd ol sbortd Disais ol i cdibaboi ke
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secara devolusl, dekonsentras|, privatisasi dan delegas| “

Pemahaman  devolusi di  Indonesin - mengacy kepada
desentralisasi sedangkan delegasi terkait dengan pembentukan
lembiaga semi pemerintah (Qnesi Covernen! Erganisation/Quango)
vang mendapatkan delegasi pemerintah untuk mengerakan suatu
urusan yang menjadi kewenangan Pemnerintah. Lembaga yang
terbentuk berdasarkan prinsip delegasi dapat berbentuk Dadan
Otorita, Badan Usaha Milik Negara, Bakosurtanal dan sebagainya.

Dalam kensep otonomi fuas, maka urusan pemerintahan
yang temsisa di daerab (residial finctions) otau tugas pemerintah
lainnya vang belum ditangani dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah. Halinilah yang sering dikelompokkan dalam pelaksanaan
aras prisf bestuar, Vrlsf bestinr yang bersifat lntas kabupaten, kota
menfadi kewenangan propinst sedangkan yong lokal menjadi
kewenangan kabupaten/kota. Konsep privatisasi berimplikast
pada dilaksanakannya sebagian fungsi-fungsi vang sebelumnya
merdpakan kewenangan pemeriniah ataupun  pemerintah
daerah oleh pihak swasta. Varian lainnya darl privatisasi adalah
terbukanya kemunpkinan kemltraan (partrieraltlp) antara pihak
pemerintah atau penserintah dacrah dengan pihak swasta dalam
bentuk Built Operate Ohonr (BOO), Built Operate Transfer (BOT),
wanigeitient comiracting ouf dan sebagainya.

I’-.*:1_1,r|:]un1.u;am..m|!u;aﬁ]mmb.m!uqn[l::tﬂfilru-!.l;-pr'}-.liwujudkan
dalam bentuk penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah
alau desa atan oleh provins kepada kabupaten/ kota dan desa
untuk melaksanakan suatu urusan pemerintaban, Pembiavaan
dandubimpansarana diberikanoleh vang menugaskan Hﬁnn;;k;tn
vang  menetima penugasan wajlb  untuk e perlanggung
bwabkan pelaksanaan tugas tersebul kepada yang menugaskan.
Penvelengporaan pemerintahan  nasional  dilaksanakan  oleh
Departemen  dan Kementrian - Negara serta LPND,  Untuk
melabsanakan kewenangan pusal dl daerah digunakan alas
dekonsentrasi yang dilaksanakan olel Instansi vertikal baik vang
wilayah virisdibsinga mencakupsati wilayah berfa dasralyetonom
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maupun mencakup beberapa wilayah kerja daerah otonom sepert
sdanva KODAM, POLDA, Kejaksaan, Badan Otorita Pusat i
daerah dan lain-lainnya, Penyelenggaraan pemerintahan daceal
ditaksanakanoleh Kepala Dacrahdan DPRDyang bekerjaatas dasar
kemitraan dan bukan membawakan satu sama lainnya, Dalam
menyusun dan meruimuskan kebifakan daerah, kedua (st
levsebut bokerjasama dengan semangat kemitraan, Namun pada
saal pelaksanaan {implementasi), kedua instijus memilikl fungs
yang berbeda, Kepala daerah melaksanakan kebijakan daerah
dan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
daerah. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintalan yany baik
(eod goovrince) dindopsi prinsip penyelenggarann pemerintahan
doerah vang efektifl, efisien, transparan, demaokratis, partsipatif,
dan akuntabel. Cleh schab it hubungan antar kepala doerak,
DIRD, dan masyarakat dacrah dalam rangka checks and bl
menjadi kebutuhan mutlak,

Perimbangan keuangan antara pemerintnh pusal dan doaeral
menjadi salah satu clel penting pelaksanaan olonomi daerah
Hal ini karena karakleristik sumber daya alam, sumber Jayva
buatan dan sumber daya manusia yang sanpat beragam oard
satu daceah dengan daerah yang laln, Sebagai perwujudan nilal
dasar konst/tusi maka diperlukan pengaturan tentang pembagian
hasil atas pengelolaan sumbser daya alam, buatan maupun
alas basil keglatan perckonomban lainaya vang intinya wniul
memperancar pelaksanaan otonoml daerah, dan pada saat vang
sama memperkuat Negara Kesatwan Republik Indonesia,

Adi dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui bebijakan
desentralisasi yaltu tujuan politik sebagai refleksl dari prose
demokratisasl dan tujuan keseahteraan, Tujuan politk ol
memposisikan pemerintaly dacrah sebagal mediuam pondidibog
politik bagl masyarakat di tinghat lokal yamg pada gilirannya
secara agrepat akan berkontribusi pada pendidikan politik sevarg
nasioral untuk memperce pat lerwujudnya il scfety, Sedangkan
tufuan kescfahteraan akan memposisikan pemerintah dacraly
sehagai unit pemerintabuan i tinghat lukal vang berlungs ontak
menvediakan pelayanan Publik sevara elehtif, elishen dan ekonenis

L T L]
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intuk meninpkatkan kesejfahteraan masyarakat lokal, Pelayanan
vang; disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat ada yang
Ivrsitat regulatif (paddic reguiafions) sepertt mewajibkan penduduk
voluk mempunyai KTP, KK, IMB dan sebagainya. Sedangkan
Ptk pelayanan lainnya  adalah yang bersifat ponvediaan
pallie: goodds yaltu barang-barang untuk memenuhi kebutuhan
shevarakal seperti jalan, pasar, rumah sakit, lwrminal dan
wlagainya. Apapun barang dan regulast yang disediakan oleh
pemerintah daeral haruslah menjawab kebutuhan rid wa FRanya.
Linpaitu, penwrintah daerah akan kesulitan dalam memberikan
abumtabilitas atas legitimasi yang telah diberikan warga kepada
prinerintah daerah untuk mengatur dan mengures masyarakat,
dituk tulah maka seluas apapun otonoml ataw kewenangan
v dilaksanakan oleh daerah, Kewenangan il tetap ada batas-
batisiiya, yaitu rambu-rambu berupa pedoman dan arahg M, serta
bemdall dari pemoriniah, balk berupa U, PR, atan kebifakan
Lannva,

DI samping ity haruslah kewenangan tersebut berkorolasi
devigaan kebutuban elil masyarakal. Kewenangan tersebut vang
womungkinkan daerah mampu memberikan pelavanan pullik
vany sesual dengan kebutuhan masyarakatnya,  Argumen
wilih vang menjad! dasar kenapa urusan pemerintahan yang
diarahikan ke daerah dikelompokkan menjad] dua vaitu urusan
warl dan wrusan pilihan Urnsan wialib berkorelasi dengan
povesliaan pelavanan dasar dan nrusan pilihan terkait dengan
1= embangan potenst unggulan yang menfadi kekhasan daeraly
v bersangkutan,

Dart tjuan demokratisasi dan kescjahteraan di atas, maka
kb dari keberadann pemerintah daerah adalah bagaimana
wivctahterakan masyarakat  melalul penyediaan  pelavanan
pobiik secara efektif, eflsien dan ekonomis serta melalui ca Fa-cani
v demokratis, Untuk mampa menyediakan pelavanan publik
vargs optimal dan mempunyai kepastian maka untuk penyvediann
pelivanan - dasar diperlukan adanva Sandand Pelavanan
R (TR bt RS Tt Y | Vg mmenjadi “henifoard = lh||.|;| preaerintah
slacraly dlalam mergalar aspweh, Lelermbagaan, pemonil, kewangan,




rdboE= Fengaialaar Sumber Daya Alam

dan mengukur kinerja dalam penyediaan pelayanan  publik.
Sisi demokratmast pada pemeerintah daerah berimplikasi balwa
pemerintaly daerah dljalankan oleh masyarakat daerah sendiri
melalui wakil-wakil rakyal vang dipilib sevara demoekratis. Dalam
menjalankan misinya untuk mensejahterakan rakyal, wakil-wakil
rakval tersebut akan selalu menyerap, menpgartikulasikan serta
mengagregasikan asplrasi rakyat tersebut ke dalam kebijakan-
kebijakan publik di tingkat lekal, Namun kebijakan publik di
Hrgkat lokal fidak boleh bertentangan denpan kebijakan publis
nasional dan diselengparakan dalam koridor-koridor norma, nilai
dan hukum positif vang berdaku pada negara dan bangsa leeselbuat,

Pada masa readm Orde Bary, aparatur pemerintah posat
memiliki kewenangan yang luas di berbagal bidang, termasuk di
Bdang penpelolan lingkungan hidup. Pola kewenangan seperti
ini tercermin dalam UL Momor 23 Tahun 1997 Berdasackan
kedua  undang-undang  tersebut,  departemen-departenmen
scktoral memiliki kewenangan vang koat dalam pengelolaan
lnghungan hidup dalam lingkup lugas-tugas dan fungsi-fungs
sektoral mereka Dengan demikian, jika kita berldcara bontang
sekeor kelutanan, maka Deparlemen Kehutanan bertanggung
jawab atas kinerfa pengeloban lingkungan hidup dalam lingkup
sektor kehutanan, sepert kewenangan mengeluarkan HPH dan
penegakan hukum administrasi,

Sepanjang  berkatan dengan  wntulan desentralisasi
lerritorial dalam pengelolaan hngkungan hidup pada wmumnya
dan pengelolaan sumbendava hutan pada khususnva, terbagi
dua, yaitu antara pandangan yang oplimis dan pandangan vang
pesimis. Sebagian sarjana berpendapat bahwa desentralisasi akan
menimbulkan dampak  positif bagl pengelolaon sumberdayva
hutan, misalnya untuk mempercepal pengambilan keputosan,
memperuas dan mengintersifkan komunikasi dan kepedulian
stobeficlilers, Khususnya masyarakal yang tnggal df dalam dan di

¥ Takiir Babmadl 202 Py Sswesbvedive Hutor  Peonbagian
Krwvmaseay Arilird Do b Peaf s Femerinioy Daealy, Mabalali fedopevian
aitd Meaberlils St aun Diptpaerenidad e end Adimdadlites (INESEDLAY
Eotifanarg  pereclibian arskava  [elssesidn Loyl U Peggrpgomgstsd (augdC 111
| aknilias |||||hlll11. | adaors Bk fas Flaskwon Ljiivoinitas fefdin ilawla

At rhukum Kewessmgan

sekitar hulan, serta akuntabilitas pengelofann hutan,

Dampak positif lainnya adalah membeni peluang kepada
masyarakat  untuk  menyelesaikan  sendirisendid  masalah
kehutanan seperli pencegalion penebangin secara tidak sah atau
lar, pendidikan masvarakal agar melakukan pembalakan vang
berdampak rendah dan pelibatan masyarakat untuk mengawasi
jumlah maksimal penebangan kayu yanp diperbolehkan setiap
tahunmya ™ Pandangan pesimis didasarkan pada kenyataan,
babwa sebagian besar birokrat dan politisi dacraly dalam
menyviarakan  desentralisasi lebih menitikberatkan pada
bagaimana meningkathan pendapatan asli daerah (PAD) dan
upaya vang mudah untuk meningkatkan  pendapatan  asli
daerah adalab mengeksploitas] sumberdaya alam. Jadl, menurut
wereka vang berpandangan pesimis, birokrat dan politisi dacrah
cenderung memiliki visi vang bias ke arah eksploitasi sumberdaya
alam dengan kurang memperhatikan dampak negatif terbadap
ling kungan,

Burdasarkan hasil wawancars dengan Amsal {Kepala Seksi
Fata Guna Hutan dan Perpetaan Dinas Kehotanan Provinsi

Mapua)™

Hubungan pemerintzh pusat dan pemerintah daerah dengan
Kehutanan dalam hal ini penpelolaan hutan masih bersifat
sentralistik, persoalan ijin, kewenangan kaltannya dengan
hutan masyarakat diatur oleh pemerintab pusat. Kebiiakan
pusat belum memberikan ruang kepada pemerintah daerah,
hanya orang-orang vang bermodal besar yang diberikan {]in,
Masca neformas] Hdak ada logi Kanter Wilayah di Provins
karena dulu mengenai kehutanan masih di Kantor Wilayah,
namun sekarang dilakuban oleh Dinas Kehutanan langsung
alan Gubernur, Kanlor Wilayah atas nama Menteri artingn
wlimpahan kewenangan darl penerintah pusat ke Kanlor
Yilavah, akan tetapi secara berjenjang I:iJ.]k Lwertangsung
pawab ke Gubernur, tetapi ke Pemerintah Pusat dalam ha
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Pasca Otonomi Khusus Bagl Mrovinsl Mapua, akhlmya ada 5
{lima) scktor yang tidak diatur oleh daerah dalom Otonomi
Khusus, contah bubungan luar negerd, hubungan moneter,
keapamaan, hukum dan HAM, serta keamanan. Dan salah
salu contoh kewenangan pucal ke doerah adalah sekeor
kehutanan

Agar desentralisast tidak menimbulkan dampak negatif
terhadop  keberlanjulan lngkungan hidup dan sumberdaya
alam, sebagaimana  dikhawatirkan di atas, adalah  penling
untok mompertimbanghan tiga hal. Perfon, pengelolaan hutan
secara berkdlanjutan hanes didosarkan pada satvan penpelolaan
ekosistom wilayah Dacrah Aliran Sungai (DAS) dan zoogeografis
vang tentunya tidak dapat mudah dipecah-pecah ke dalam
wilavah adminstrasi pemerintaban® Oleh sebab i, pemecahan
pengelulaan hukan cecara kako berdasarkan batas-batas wilavah
administrasi pemerintahan tidak semestinva diberlakukan

Kedjs, desentralisast pengelolaan sumberdaya hutan harus
mempertmbangkan konsep keadilan antar daerah atau provinst
vang, berletangga, Provins tertentu mungkin memiliki kawasan-
kawasan hutan yang sebagian besar dinyatokan sebagal hutan
lindung dan provinsi lainnya memiliki hutan vang sebagian
besar dinyatakan scbagai hutan produksi, Provins pemilik hutan
produksi dapat mengambil manfaat ckonomi dan kawasan hutan
di dalam wilavahnya, tetapi di sisi lain manfaat ekologis hutan
lindung itu juga dinikmati oleh provins tetangga yang memiliki
hutan produks

KeHys, konsep desentralisasi hendaknya tidak diartikan
hanya  =olatas  pada  penverahan kewenongan  pemerintah
pusat kepada pemerintab dacraby tetapi juga harus Jisertai
dengan demokratisasi, Wujud nyata dan demokratisasi dalam
pengelolaan hutan adalah pengakuan atas peran serta masyarakal
setempat yang kebil kueat dan hakiki dalam pengelolaan hutan™
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Desentralisasl vang diiiringi dengan demokratisast adalah salah
“alu prasyarat agar kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan
kesejahteraon  rakyat  dan  mempertahankan  keberdanutan
lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Desentralisasi yang
demokeatis ditandai oleh kuatnya fungsi pengawasan oleh
DFRD dan kuatnya masyarakat madani yang menjalankan fungsi
penckan dan pengawasan. Pengertian masyarakat madani adalah
semua pelaku (shikelodiders) yang bukan aparat pemerintal, Mereka
itu antara lain masvarakat adat, LSM, media massa dan kelompok
profesi di bidang kehutanan,

Peran serta masyarakat dalam bentuk proses perencanaan,
peinksanaan pengelofaan hutan dan keikutsertaan menikmati
munfaat - dari keberadaan  sumberdaya  hutan merupakan
becenderungan di beberapa negara dewasa ink® DN Indonesia
tuntutan agar masyarakat seclempat secara langsung dapat
menikmati - manfaat  darl  keberadaan sumberdaya  hutan
wsunpguhnya telah seringkall disuarakan dengan mendasarkan
irada korsep hutan adat dan hutan kemasyarakatan

1L DASAR  HUKUM  KEWENANGAN IPENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM

Perkembangan hubungan kewenangan dalam pengelalaan
mberdaya hutan di Indonesin dapat dibedakan atas beberapa
pvraluran perundang-undangan yvaitu ;

. Kewenangan Berdasarkan PI* No, 64 Tahun 1957

Berdasarkan PI* Nomor 64 Tabun 1957, Pemerintah Dacrah
twalantra Tingkal | mempunyal kewenangan relatifl kuat dalam
preogelolaan hutan karena pemerintah swalanira berwenang
untub mengures hulan, baik hutan lindung maupun hutan
prosluksi, Pemenntah daerah juga diserahl kewenangan untuk
mengelnarkan “surat jzin eksplollasi hutan®, “|zin pengambllan
kv dan hasil butan Ladn atau swasta®, memungol cukai dari
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pemegang surat kzin eksploilasi butan dan pemepang izin
pengambilan kayu dan hasil hutan, mengatur dan mitlnksamakan
perlindungan hutan dan mengatur pengangkutan hasil hutan.
Atas dasar PI* No, 64 Tahun 1957 telah dibentuk Dinas Kehutanan
di 24 (duapuluh empath provinsi, sedangkan 3 (tiga) provine yaitu
Provinsl Jawa Baral, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dibentuk
Dinas Kehutanan karena telah ada Perum Perhutani.™

Kewenangan pemerintah pusat yang diwakili eleh Menterd
Pertanian terbatas pada penyusunan “rencana karya® yang
harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mirlaksanakan
kewenangannya tersebut di atas. Dengan demikian, PI' Noo 61
Tahun 1957 memberikan kewenangan yang relatif luas kepada
Pemerintah Daerah Tingkat [ dalam pengelolaan hutan. Luasnya
hewenangan  pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan
berdasarkan PP No. 64 Tahun 1957 tidak dapat dilepaskan dan UL
yang mendasari PP tersebut, yaitu UL Nomor 1 Tabun 1957 tentang
Pokak-pokok Pemerintal Dacrah yang menganut "desentralicas
territarial dengan olonomi il dan seluas-luasnya” . Akan telapi,
di pihak lain, kewenangan Pemerintah Dacrah Kabupalen tidak
disebul dalam PP No. 64 Tahun 1957 techadap sumberdaya alan
dan lingkungan hidup tidak begltu kelihatan, Baranghall penyvebab
adalah industri kehutanan pada masa ity belum seperti industr
kehutanan ketika berlakunya UU Mo, 5 Tabun 1967 yang telah
menggunakan modal besar dan peralatan modern. Oleh scbaly itu,
dalam era berlakunya UL No, 5 Tahun 1967, dampak negatif dari
industel kehutanan begitu sangal tampak dan tercatat,

2. Kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1967

Perkembangan kedua dalam hubungan antara pemerintah
pusal dan pemerintah dacrah setelah penpgundangan UL Mo
5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokek Kehutanan dan peraturan
perundang-undangan peliksanaannya. Dengan berlakunva UL
No. 5 Tahun 1907, hubungan kewenangan antara peiierintah
pusat dan pemerintah daerab dalam pengelolaan huban Bergerab,
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ke arah sentralisasi. Menberi Kehutanan sebagai aparat pemerintah
pusat memegang kewenangan yang sangat kuat. Empat aspek dari
pengelolaan hutan, yaitu perencanaan, pengunusan, pengusahaan
dan perlindungan hutan merupakan kewenangan pusat. Dalam
bidang pengusahaan hutan, pemerintah pusat mengambil alih
kewenangan Pemwrintah Daerah Tingkat I berdasarkan PP No.
4 Tahun 1957 untuk mengeluarkan konsesi hutan, Akibat nyata
dari sentralisasi pengelolnan hutan adalah seringkall kebijakan
penetapan kawasan hutan dan pemberian HPH oleh Menteri vang
berwenang kepada pemegang HPH tidak memperhatikan kondisi
soslal budaya dl dacrah-daerah vang mengenal masyarakat adat
seperti di Papua, Akibatnya, Hdak dapat dihindarkan timbulnya
konflik-konflik antara pemegang HI'H dengan masyarakat adat

Selain ity perbandingan penerimaan pemerintah daerah
vang lebih kecil dibandingkan pencrimaan pemerintah pusat
di sektor kehulanan lebih memperkuat sentralisasi kebljakan di
seklor kehutanan. Demikian pula, pemerintah daerah kabupaten
merasakan kebijakan kehutanan berdasarkan refim UU No. 5
Tahun 1967 lebih meletakkan beban permasalahan di pundak
mereka, sementarn manfaat ekenomi darl sektor kehutanan sama
sekali tidak mereka nikmati, ataupun kalau ada sedikit sekali vang
mengalir ke daerah kabupaten. ,

Menurut Ade Ridwan, (Sekretarks Dinas Kehutanan Provinei
Fapua),™ bahwa ;

Beban permiasalahan yang mercka rasakan adalah balwa
ketika terjadl permasalahan di sektor kelutanan, misalnya
konflik antara pemegang HIPH dengan masyarakal setempat
atau tenadi penehangan hutan secara Har oleh masyarakat,
aparat Pemerintah Daerah Kabupaten  dilibatkan guna
mwelaksanakan kebijakan don penegakan hukum di sekior
kehutanan,  sehingga  seringkali  aparatur  Pemerintah
Daerah Kabupaten  harus  berhadapan  dengan  warga
mueteka senudind, Lebib lagl dengan keluarnva kebijaksanann
pemerintale vang melarang Pemwrintab Dacrah Kabapalen
untuk mennmnpat retribosi kayo membuat Pemerintah
Dravraly semakin metasakan, ahwa sektor kehotanan lebih
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menimbulkan persoalan daripada manfaat bagi mercka,
karena pengangkutan kayu-kayu log yvang melintasi jalan-
jalan kabupaten seringkali menimbulkan kerusakan pada
ruas jalan lllllmp.:tun. sementara mereka tidak dibolehkan
memungut retribusl,

Selanjutnya, tidak  dapat  disangkal, bahwa  kebijakan
sentralisasi berdasarkan UL No. 5 Tahun 1967 telah mendorong
munculnya industri kehulanan yang merupakan salab satu
sumber terjadinya kerusakan hutan, Dengan demiklan, kebijakan
pengelolaan hutan yang tersentralisasl telah gagal jika dinilai
darl tiga aspek, Perfemo, masyarakat adat yany secara turun
termurun memllki hubungan scjarah dan budaya dengan hutan
tidak memperoleh manfaat ekonomi dari sumberdayn hutan vang
ada di =sekitar kehidupan mereka. Hidup merckn fetap miskin
dan terbelakang, Keduwa, pemerintah dperah merasa pembagion
penerimaan sektor kehutanan tidak adil sementara mercka juga
harus  menyelesaikan konflik-konflik  pemanfaatan hutan |
docrahnya. Kellga, kalan (klak dapat disebut sebagal penyebab
utama, setidaknyn industri kehutanan, lerutama perusahaan HI'H,
mwrtpakan salah sato penyebab teradinya degradasi hutan.

Karena adanya desakan atau  tuntutan  pendelegasian
wewenang yang dikemukakan oleh para pengamal pemenntahan
maupun pemerintal doerah, pada perkembangan lebih lanjul
Menteri Kehutanan secara berangsur memang,  menyerahkan
sebagian wewenangnya berdasarkan ULl No. 5 Tahun 1967 i
bidang kehutanan kepada penwrintah dacrab karena hal it
memang dimunpgkinkan oleh UL Mo, 5 Talun 1957

Menurut Ade Ridwan, (Kepala Seksi Pembinoan Usaha
Kehutanan Dinas Kehutanan Provirsi Papua,® bahwa |

Penyerahan  ini terjadi mwlalul  beberapa peraturan
pemerintah, Pertarsr, adalah melalui PI* No. 21 Tahon 1970
tentang, Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungulan Hasil
Hutan yang memberikan kewenangan kepada emerintah
Daerah Tingkat | untuk menerbitkan FIPFIEL Keidioa, adalah
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melalui PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hulan,
Atas dosar P Mo, 28 Tahun 1985, instansi-instansi kehutanan
daerah tingkat | diberkan  kewenangan  melalsanakan
perlindungan hutar, tetapi pada kenyataannya kewenangan
it hanya bersifat eknls, sedang kan kebijakanny a letap berada
pada pemenntah pusat, lerutama menyvangkul pendanaan,

Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat |
Jdalam bidang perlindungan hutan sebagaimana dintur dalam [
S 28 Tahun 1985 lebih merupakan bentuk tugas pembantuan.

Ketiga, penyerahan dilakukan adalah melalul PI* Ko, 62
Fahun 1998 tentang Penverahan Sebaginn Urusan Pemenntahan
i Bidang Kehutanan kepada Dacerah. Atas dasar PP No. 62 Tahun
|98, Pemerintah Daerah Tingkat [diserahl kewenangan dalamdua
adang, yaltu pengelolaan taman hutan raya dan penataan batas
autan. Pengelolaan laman hutan rava meliputi penybangunan,
pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan tman hutan
v Kewennngan penataan batas meliputi kegiatan proveksi
Lilas, pemancangan batas sementara, invenlansasi hak-hak pihak
beliga, pengukuran dan pemelaan, pemasangan tanda balas tetap
dan pembuatan Benita Acara Lata Batas,

Atas dasar PP No. 62 Tahun 1998, Pemerintah Daerah
habupaten juga diserahl kKewenangan dalam  bidang-bidang
bertkut: penghijauan dan kanservast tanah dan air, persuleraan
alam,  perlebahan,  pengelolaan hutan milik/hutan rakyal,
pwngelolaan hulan lindung, penvuluhan kehutanan, pengelolaan
Faasdl hstan non kayvu, perburuan tradisional satwa liar yang tidak
dilindung pada areal Bury, pedindungan hutan dan pelatihan
kelerampilan  masyarakat  di  bidang  kehutanan™  Urusan
pengelolaan hutan lindung mencakup keglalan pemancangan
badas, pemellharaan batas, mempertahankan luas dan fungs,
peivpendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lnhan
Lratis pada kawasan lindung dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Melimpahan kewenangan keempat terfad] melalui PP No. 6
tabiun 1999 entange Pengusahaon Hotan dan Pemungutan asil
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Hutan Produksi yang mencabut bedakunya PI* No, 21 Tahun
1970, Atas dasar PI* No. 6 Tahun 1999, kewenangan pernberian
HI'H untuk luas areal di baswaly 10000 ha dilimpahkan kepada
Gubernur, sedangkan  kewenangan pemberdan HPHH, atas
dasar PP’ No. 21 Tahun 1970 merupakan kewenangan Gubemur
diserahkan kepada Bupati Kepala Daerabe Penveraban sebagian
kewenanpan  pemerintah pusat kepada  pemerintaly  daerah
melalui P No. 6 Tahun 1999 kimpaknya merupakan upaya untuk
memenuhi kuatnya tuntutan desentralisasi,

3. Kewenangan berdasarkan UU Noo 22 Tahun 1999 lenlang
Memerintahan Daerah

Perkembangan ketiga dalam kewenangan antara pemerintah
pusal dan pemerintah daerah setelah terdad! pengundangan UU
Moo, 22 Tahwn 1999 vang satu paket dengan UL No, 25 Tahun 19
disebutkan, bahwa penerimaan negara dari sumberdaya alam
seklor-seklor kehutanon, pertambangan amum dan perikanan
dibagi dengan imbangan 20% untuk pemuerintah pusal dan

% untuk pemerintah daerah, Selain itu, 40% dana reboisasi
disalurkan kepada Pemerintah Daerah penghast] hutan dan 60%
diterima oleh Pemerintah Pusat. Formuls perimbangan kevangan
antara pemerintah pusal dan pemerintah daerah berdasarkan UL
Mo A2 Tahun 200 merupakan tanggapan langsung atas buntutan
pemerintab doerale yang ingin memperoleh manfaat ekonomi
vang lebih besar daripada manfanl yang dirasakan di masa lalu
yang berasal dard sektor kehutanan, formala perimbangan (b [uga
diharapkan dapat mempertahankan keberadann negara Kesaluan
Republik Indonesia karena banvak politisi dan tokeh daerah
memarelang formula pernmbangan kevangan di masa lalue tidak
adil.

Sebagal pelaksanaan kewenangan darn Pasal 12 UU No, 22
Tahun 1999, pemerintoh lelah mengeluarkan PP Moo 25 Tabun
2008 kentany, Kewenangan Pemwerinloh dan Kewenangan Propinsi
sebagai daerah otencm. Selain kewenangan vang disebatkan
menjudi kewenangan peimenntah pusal dlan preaseringaby peovine
dalam P Bo. 25 Tahon 2000, maka kewenangan loinowa berard
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mirriipakan kewenangan pemvrintah daerah kabupaten dan kota,

Akan fetapi, jika dilihat darl substansi PI* No. 25 Tahun 2000,

ternyata pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan di

scktor kehutanan yvang cukup kuat. Kewenangan itu mehcakup

a0 Penctapan krlleria dan standar pengurusan hutan, kawasan
stipka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;

b, Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukohan dan

penatagunaan kiawasan hutan, kawasan sunka alam, kowasan

pelestarian alam dan taman buru;

Mepsetapan kawasan hutan, perubaban status dan lungsloya;

. Mepetapan krlterda dan standar  pembentukan  wilayah
pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan peleslarian
alinm dan taman bairug

e Penyelenggarann pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam dan taman bura, termasuk daeeab aliran
sungal;

i, Penyusunan makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta
pola wmum rehalbilitass laban, konservasi labhan dan industri
primer perkebunan;

v Penelapan kreiterla dan standar  taril furan  izin usaha
pemanfaatan hutan, provinst sumberdava hutan, dana rebomasd
dan diana mvestas] untuk blava polestanan hutan;

I Penelopan  Kriterla dan standar  produksi,  pengolahan,
pengendalian mutu dan pemasaran dan peredaran hasil hutan
dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pesitisida
tanaman kehutanan dan perkebanan;

+ Penelupan kriterla dan stamdar perizinan usaba pemantaatan
hawasan hutan,  pemanfaatan dan pemungutan hasil,
pemanfaatan faza lingkungan, pengusahaan pariwisata alany,
penpusabaan taman bure, usaha perburian, penangkaran
Hora dan favna, lembaga kenservasd dan usaba perkelbunan,

[ Penvelenggaraan wein vsaha pengusahaan taman burg, usaha
perburnan penangkaran fora dan faoma vang Jdilindung|
dhan Jembagea komsorvas] serta penyelengearaan pengelobn
Lawdsan siaka alam, kawasan poelestanan alam dan taman
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buruh, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya;

k. Penyelenggara lzin usaba pemanfaatan hasil butan produks|
dan pengusahaan pariwlsata alam Hatas provins|;

Penetapan kritena dan standar pengelolaan vang meliput tata
butan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliluaraan,
rehabilitasi,  reklamasi,  pemulibhan,  pengawasan  dan
pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan;

m. Pepetapan kriferia standar konservash sumberdaya  alam
hayat dan ekosistemnya meliputi perlindungan pengawetan
dan pemanfaatan secara lestar di bidang kehutanan dan
perkebunan;

e Penetapan norma, prosedur, krteria dan standar peredaran
tumbuhan dan satwa liar lermasuk pembinaan habilat salwa
parak jauls;

o Penvelenggaraan pemanfaatan dan peredaran fauna dan flosa
vy dilindungl yang weedallar sppendie CITES;

p. Penclapan kriterla dan standar penyelenggaraan pengamatan
dan penangpulangan bencana pada kawasan hutan dan areal
perkelunan,

4. Kewenangan berdasarkan UL No. 23 Tabun 2074 fentang
Pemerintahan Jaerah

Dalam UU Pemerintalun Dacrah vany lama, sebapian besar
urnsan dibagi antara pemerintah pusal denpan pemerintah dacrah
Kabupalen/Kota, sedangkan kowenangan Mrovins belum banyak
diatur, Dalam UL No. 23 Tahun 2004, sebaglan besar kewenangan
dibagl antara Pusat dengan Provinsi. Kabupaten/Kota masib
meempunyai beberapa kewenangan atas beberapa hal, tapl tidak
sebesar yang diberlkan oleh UU Pemerintahan Daeral Laima
{UUIPDL). UUPDL, misalnya, membenikan kewenangan loriontu
sepada Kabupaten/ Kota di Bldang kebwtanan, sedangban UL Ko
23 Tabun 2004 mendesentrallsast keweprangan kehutanan hanva
pada tingkat Provinsi,

O wektor kehutanan, pemerintabe posal mempwer Libankan
kewenangan aas kiwasan hutan, vakod padda Hoghat peromcamian

Dazar Honam Ereenangan .

perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan,
Pemerintah Pusat mempunyal kewenangan mengontrol proses
perencanaan dan pemantavan sumber daya hulan termazuk
pengukuban kawasan butan, Meskipun perencanaan pengukuhan
kawasan hutan merupakan kewenangan pusat, implementasinya
letap akan berkaitan dengan lugas dan tanggung jawab Provinsi,
[*alam hal inl, banvak persoalan pengukuhan kawasan hutan
vang dalam implementasinga sangat berkallan dengan tanggung
lawab provinsi, antara lain penvelesaian klaim hak pihak ketiga
dan pengawasan penggunann kawasan hutan.

Dalam hal perizinan discktor kehutanan, provinsi mempunyai
dun kategori kewenangan perizinan, Pertama, izin pemanfaatan
hutan  vang,  wataknya  lidak  eksploitatif  sehingga  tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan tutupan
maupun bentangan alam dalan kawasan hutan. Termasuk dalam
sategori ind adalah lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan (ILPK), lzin
Uaaha Pemanfantan Jasa Lingkungan (IUT] 1) kecuali pemanfaatan
penyimpanan danfatau penyerapan karbon tetap merupakan
kewenangan peimerintah pusat, dan [zin pemungutan hasil hutan
Pukan kayu (IPHHBK). Kedua, izin pemonfastan hulan vang
implikasi penggunaannya akan mempengaruhi tutupan hutan.
Termasuk dalam kategord inb adalah Izin Pemungutan Hasll Hutan
Kayvu (IPTIHK] dan Lein Pemandfoatan Kayu {IPK) pada kawasan
Hutan Produbks Konversi dan kawasan hutan dengan Lzin Pinjam
Pakad,

Secara khusus kewenangan pada tingkat implementas di
whtor kehutanan berkaitan crat dengan kewenangan terkait
dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kewenangan yang
sobeluimmnya berada di bawah Kabupaten/ Kol maupun Prayvins
saal inl semuanya ditarik ke Provinsi, Hal ini mempunyai
impiiknsi bahwa Provins vang akan menjlankan fungsi-fungsi
BIHD vaknt mierancang tata hutan dan penyusunan rencana
ponpedoloan hutan, pemanfaatan hulan, pengpunaan kawasan
hutan, rehalslitasd hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan
e krmservast alanm sesaai dengan kontebs yuriadiks Provins
Denggan mwhibot bevenderungan balwa KD akan menfadi
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reaim pengelolaan kehutanan ke depan di tingkat fapak, maka
berbagai usulan teknis pemanfaatan dan peruntukan kawasan
hutan ke depan harus melalui provinsi, Peran Pemerintah Pusat
adalah mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsl dan
mengawas] pelaksanaannya. Karena itu, sistem perencanaan dan
pemantauan pemanfantan hutan pada skala makro tetap berada
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaran (KLHK],
sementara usulan pemanfaatan dan pengelolaan di tingkat tapak
akan menjadi bagian dar kewenangan Provins,

Implementasa U7 No. 23 Tahun 20014 tentu saja masih
menunggu beberapa peraturan pelaksanaannya. Salah salunya
adalah revial PI* Mo, 41 Tahun 2007 lentang organisasi perangkal
daerah vang digawangi oleh Kementerian Dalam  Negen
(Kemendagri), PP inl sangat strategis karena akan menentukan
postur organisasi di deerah maupun tugas pokok dan funpsinya
Kementerian Dalam Negen  berencana untuk merampingkan
struktur organisasi Provinsd maupun Kabupalen/Kota  agar
dapat mengelisienkan koordinasl dan menghemat anpgaran
Skenario yang dapat dilakukan oleh Kemendagri adalah dengan
mengeabungkan beberapa kewenangan yang tersebar di belwrapa
organisasl ke dalam satu unit organisasi. Usalon seperti nl lentu
ada akibat positif dan negatif-nya bagi kinerja Pemenntah Daerah
Karena ltu, analisis emplrik maupun analisis hukum seharusnya
mendahulul vsulan ini agar PP yang baro dopal memperkoaa
semangat desentralisast sekaligus meningkatkan kinerja Provinsi,
Kabupaten dan Kota,

5. Kewenangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi 'rovinsi Papua

Tujuan pegara Republik Indonesia sebagabmana ditemukan
di dalam Pembukaan UUD KRI 1945 pada alinea ke 4 telah
frlas. Salah satunya adalah untuk melindongi rakyatnya, Bentuk
peclindungan terhadap rakyatnyn diwujudkan dalun beerbagai
bentuk vang dilaksanakan melalud kegiatan pemermtahan,

Sebringy desggan upaya petlindungan terhadap masyarakal
hubkwmy adal, maka somuabsimal mongkin dilindarkan haldal

dppwr buleam Kednangan

viing mengakibatkan keglatan pelayanan yang justru dapat
memungkinkan kerugian pada masyarakat, Makna perlindungan
harus dapat ditemuban dalam aktivilas pclayanan terhadap
masvarakal hukum adat sebagal olgek pelayanan.

Keterlibatan masyarakal hukum adal sebagaimana diatur
dalam Pasal 30 Perdasus Komaor 21 Tahon 2008 tentang Pengelolaan
Hutan Berkelanjultan, menepaskan bahwa :

a. Memandaatan hotandillakukan nntuk peni ngk_at._‘.n I-:m‘-j.:thlu*.mn
masvarakat hukum adat harus tetap menjaga kelestarion fungsi
hulan,

b Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat
dengan tetap memperhatikan fungsi dan peruntukan hutan.

o Pemanfaatan hulan sebagalmana dimaks ud pada avat (1) harus
muemenuhi kriterla dan indikator pengelolaan hutan lestan,
mencakup aspek kelestarian fungsi produksi, kelestarian
funpsi ckologl dan kelestarian fungsi sosial budaya

Dampak pemanfaatan hutan vang tidak memperhatikan
bepedulian terhadap hak-hak masyarakat adat mengakibatkan
kerusakan hutan yong sangal memprihatinkan, Kerusakan hutan
Japat mempengarubil tingkat kescjahteraan masyarakat hukum
adat berkaitan denpgan berbagal sumber-sumber pendapatan vang
wwndukung pminan kehidupan masyarakal,

Keberadaan  masyarakat hukum  adat  dengan  konsep
pengakuan mumi,  tetapi pada perkembangannya konsep
peengrabkuan mumi berubah menjadi pengakuan bersyarat berlapls
vang  etcermin dalam produk-produk hukum  yang  terkalt
denpgan masyarakat hukum adat dan hak-hak serta wilivahnya
vanyg bersifat tradislonal, ini terlibat balwa rasio pemikiran yang
Iwrbembang di Indonesia adalab kepentingan negara di atas

rarpalanya,

UL MNEL 1S hasi] amamdemen koedua, pada PPasal 180
aval (2} menganut konsep pengakuan berlapis bersyvarat hal
i berakilal bahwa masyarabal hukom adat telali kelilangan
aara dan prodduk Tkum yang

palali penlairkan koo pemgskoan dalam UL BHEL 1915

(elimdung dlalam pormia dasar g
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sebelum amandemen menjadi memiliki dasar pembenaran untuk
terus berlakn, dan yvang memprihatinkan adalah rasio berpikie
bangsa Indonesia yang menempatkan posisi masyarakal hukum
adat pada posisi vang diterbelakangkan. Padahal sudah diketahui
wmum bahwa kebijokan vang dikembangkan pada rezim Orde
Baru terscbut bertujuan untuk memberikan landasan legis
formalis bagi setiap tindakan uniformasi dan penyeragaman yang
merupakan vksploitasi hak-hak sosio cultural masyarakat hukom
adat yang dilakukan pemenntah saat itu dengan tujuan merampas
hak-hak dan lahan masyarakat hukum adat dengan dalih untuk
kepentingan negara padahal di dalamnaya terdadapat endensi
kepentingan ekonaml individual atau kelompok penguasa saat
ilu secarn keseluruhan tindakan-tindakan tersebut merupakan
tindakan pelecehan terhadap HAM masyarakat hukum adat,

Dalam pertimbangan huruf b Perdasus Ne. 23 Tahun 2008
menpelaskan bahwa

Hak ulayat  masyarakat hukum  adal  danfatau  hak
perorangan warga masyarakal hukum adat atas tanah
memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah
menlmbulkan penirunan kualitas ingkungzan, ketimpangan
strukbur penguasa, pemilikan dan penggunaan, kurangnya
daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang
diperhatikannya bk{-nnlingan masyarakiat adat/lokal dan
kelompok masyarakat rentan lalnnya.

Huruf ¢, menegaskan babwa |

Perggakuan rm;.;hnrmﬂ.m, perdindungan, pemberdavaan
dan pengembangin hak ulayat masyarakat hukum adat
dan/alau bak perorangan warga masvarakat hukuim adat
atas tanah merupakan suatu keniscayaan, dilihat dari sudut
pandany internasional, rasional maupun reglonal.

6. Kewenangan berdasarkan UL No, 41 Tahun 1999

UL Mo, 41 Talun 1999 mencabut berlakanva UL No
5 Tahun 1907, tetapl beberapa peraturan pemerintaly yang
diundangkan berdasarkan keranghka UL Ko, 5 Tahun 1967 fetap
berdaku, seperti PP Ko, 62 Tabun TR dan P B, b Fakuiry 1HFD,
UL Mo 4 Tabon VRS termyata Hdak mengubaly secara mendasar

Dasas Hiave T Keveras sgan

poli pembagian kewenangan pemenntah pusal dan pemerintah
daerah di bidang kebutanan, Oleh sebab by, idak nengherankan
[Ika imbul pandanpgan, bahwa Departemen Kehulanan cenderung
dionggap maslh  berorentasl  pada semangat  sentralistis®
Samun, UL Mo, 41 Tahun 1999 juga menyatakan bahwia: *Dalam
rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan
sebagian kewenangan kepada pemenntah Jdoerah”™ Pelaksanaan
penyerahan kewenangan darl pemerintah kepada pemerintah
daerab distur dengan peraturan pemerintah. Dengan telah
keluarnya PP o, 25 Tahun 2000 sebagal pelaksanaan UL Mo, 22
Fahun 1999, maka ' dimaksudkan dalam UL No. 41 Tahun 1%
relatil tidak diperlukan lagh untuk menghindan kontradiksi dan
tumpang tindih dengan kewenangan berdasarkan kewenoangan
I"I" Ao, 25 Tahwn 250,

Menumat Ade Ridwan {Kepala Seksi Pembinaan Usaba
Kehulanan Dinas Kehutanan Provinsi Papaa), bahwa:!

Darl M Provinsl vang ada di Indonesla, Provinsi Papua
urusan 33 daerah miskin dari 70% masyarakat asli Papua lebih
banyak tinggal di hutan. Sehinpga kewenanpan pusal harus
memberikan kepercayaan kepada ;wnmlnlnl}; dacrah khusus
untuk pergelolpan kebutanan. i daerah berdasarkan LU
Mo, 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah sehingga
pergelolaan hutan terdapat adanya harmonisasi peraluran
1l: merintah pusat dan daerab demi kesejahlernan masyarakat
ApLa,

Apabila dicermati secara telith, maka sesunggubnya urusan
lslang Kehutanan pada awalnya bersifat senpralistid. Dalam UL
foo 41 Tahun 1999 tentang Kehutapan, Pasal 4 ayat (2) huruf a
discbnitkan bahwa :

Penpuasaan hutan oleh negara memberlkan kewenangan

kepada Pemerintoh untuk mengatur dan mengures segala

sesualu vang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan

Basil hutan,

Pemerintali di slnd maksudnya sdalah Pemerintah Pusat
(et 1, avar 145, D1 sini jelas amonat ondang-undang bahwn
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kewenangan asli {wlpbus) untuk mengatur dan mengurus segala
sesuaty yang berkaitan denpan hulan, kowasan hutan dan
hasil hutan diberikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ol
Departeimen Kehulanan.

Menurut Tevn Kesvrangn, cara memperokeh kewenangan
dapat dilakukan moelalui 3 cara yait adnbusl, delegesi din migrde!.
Atnbysl merapakan wewenang untuk membuat keputusan vang
langsunpg, bersumber  kepada undang-undang.  Kewenangan
vang didapat melalul atribusl oleh organisasi pemerintal adalah
kewenangan ashi, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari
peraturan perundanpg-undangan vang mellbatkan peran sera
rakyat scbagal pemegang asli kewenangan, Delegasi dinrtikan
sebagai penverahan kewenangan untuk membuat saatu ke putusan
oleh pefabat pemerintahan kepada pikak Lin Dalam penyerahan
kewenangan ini terjadi perpindaban tanggung jawab dari vang,
memberd delegasi kepada yang menenima delegasi. Mengertian
sl adalah suatu pelimpaban wewenang kepada bawahan,
Dalam mandat, tanggung jawab letap berada di fangan pemberi
mandat,

Selamjutnya Masal 6o ayat (1) UL Ro. 41 Tahun 1994 tentang
Kehutanan  disebutkan @ "Dalam  rangka  penyelengparaan
Kehutanan, Pemerinlah menyerabkan  sebagian  kewenangan
kepada  Pemerintaly Daerah™  Pada ayat (2} disebutkan
“I'elaksanaan penyerahan sebapian kewenangan sebagaimana
dimaksud padaayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengurusan hutan dalom rangka pengembangan otonom| dacrah

Hubungan kewenangan antara  pemerintah pusat dan
pemerintah dacrah dalam pengelolaan hotan telah menpalami
perubaban-perubahon, dan desentralisasi sefak 1957 hingpa 1967
sentralisasi dar 1967 hingga 1999 dan kecenderungan ke arah
disentralizazi sefak pengundangan VU Moo 22 Tabon 1999 dan UL
Moo 25 Talun 1999 kebijakan desentralisast dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan sumberdaya alam bendasarkan UL b
22 Tahun 1% dirubah dengan ULN Koo 23 Tahon 2004 Jelah
ahisthapd ool sebaghan orang denggan skeptil, barena bekhawatizan
lerpadingn vhsploitant sumberdaya alam anliok meningkatkan

D Hiikem Kesesrngan

rendapatan asli daerah, Kekhawatitan ini memang perlu menjadi
perhatian sunpgub-sungpuh, tetapl tdak dapat merfadi alasan
untuk  penelakan terhadap kebijakan desentralisasi, karena
faktanva kerusakan hutan lerjadi justru di era sentrallsasi selama
A2 tahun berdasarkan LU Ko, 5 Tahun 1967, Oleh sebab itu, nntuk
mencegah teradinea ebsploitas sumberdava alam yang tidak
terkendali yong justru akan mereduks] manfaat desentralisas|
dan menimbulkan masalal-masalah linghungan hidup, maka
desentralisast  dalam  pengelolaan lnglungan  hidup  dan
sumberdaya alam harus disertai dengan penguatan peran serta
san kontrol masyarakat, balk oleh masyarakat adat, LSM, media
massa dan pemerhat bidang kehutanan,

Ekspasisi terhadap UU Kehutanan ser n peraturan pemerintah
dan UL sebapal derivasinya, memberikan gambaran bahwa
terdapat 43 vrusan pemerintahan di bidang kehutanan yang
terinventarisir disebutkan dalam porma peraturan perundang,
dan terdistribusl kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan
proporsi pemerintah pusat terdind dari Presiden sebanvak 8%
wrusan dan Kemenlerian LHEK 56% vrusan, Pemerintah Mrovinsi
9% urusan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 17%  urusan.
Melihat gambaran proporsi tersebut, dapat vksplanasikan balwa
niskipun rezim UL Kebutanan berdasarkon diantaranya asas
Lerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, namun
pruparsi lerbesar wewenang unluk menyelenggarakan urusan
rehutanan ada pada pemerintah pusat dalam anti sentralistik
bl ditandal dengan banyaknya organ pemerintah pusat
ihementerian LHK) vang tersebar di daeraly yaity sejumlah 189
Lnit Pelaksana Teknis,

Penerapan prinsip eksternalitas pada pembaglan urusan
peetiintalan di bldang kehutanan maka urusan-unasan temsebug
awenirnt sitatnya dikelompokkan ke dalam dua bagian, vaitu*

A Urisan-urosan eloritet vang erdind dard urusan KSPE dan
pirisan admindstras dan

Hievaem Yohuipes Koy, i Pripfsegias Dosain eppaisiolas o H bty
Lt baowiid fovsi bt Peosariisi aly Pasal, Pesstria b Prognas disy Peaerintah Kabsyslig)
Uymggriini s msarparsi. Uil yessitan Tadulaki hal 14
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b Urusan-urusan operasional unluk melaksanakan program
yang terdin darl urusan teknis dan urusan pelayanan puldik,

Kemudian dua kelompok tersebut dibagi menjad] delapan
kategor, vaitu™
a. Urusan kehutanan yang dilaksanakan sendiri ofeh presiden

danfatau didelegasikan kepada Menteri, pelaksanaannya

malalui dekonsentrasi, yang terdin dari

1} Urusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK),
yaltu wrusan pemcrintah pusat untuk menetapkan norma,
standar, prosedur dan kelteria yang di dalamnya adalah
membuatl peraturan kebijakan pemerintahan (peraturan
menterid di bidang penyelenggaraan urusan kehutanan
{hesttinrsbelefid).

2) Urusan teknls, vaitu urusan pemerintahan vang bersifat
leknis (membutuhkan keahlian khusus di bidang kehutanan
uituk  melakukannya) dan dilaksanakan sendirl obeh
pemcrintab pusal (Bestinr)..

3} Urpsan administrasi, yaitu wru=an pemerintahan yvang
bersifal administratif di luar penetapan NISK di dalamnya
adalah pembual keputusan parsial, mengajukan usulan/
rekomendasi  yang  tidok  terkait  pelavanan  publi
koardinash, menitoring dan evaluash, serta pembinaan dan
FH.'.I'IHJ\FJ.H“.

Urisan pelavanan publik, yaitu urusan pemerintahan yang

borkait pelavanan publuik dan bersentuban lingsung dengan

masyarakat/ permohonan masyarakat di dalamnya adalah
pemberdayaan masyarakat,  perlindungan masyarakal,
ritkomwrwdast, persetujuan prinsip dan fzn usaba.

b. Urusan kehutanan vang dibagi antara pemerintali pusat,
pemerntah  provinst  dan pemerintal kabupaten/ kot
penyerahan kewenangannya  serka desentralisasd  dengan
prinsip cksternalltns vang dilaksanakan bersimassaima vang
terdind daric
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1} Urusan NSPK ekslernalitas, yaitu kewenangan pemerintah
pusal untuk menctapkan NSPK yang dilaksanakan bersama
dengan pemerintah daerah.

2) Urusan teknis chaternalitas, yaltu urnesan pemerintahan
teknls yang dilaksanakan secara honkuren dengan prinsip
eksternalitas.

3) Urusan  adminlstrasl  eksternalitas,  yallu  urusan

pemerintahan administrasi yang  dilak=anakan  secara
konkuren dengan prinsip eksternalitas.

A Urusan pelayanan publik eksleralitas, yalty unisan
pemerintahan terkait pelavanan publik vang dilaksanakan
secara konkuren dengan prirsip eksternalitas.

I samping itu, pemerintall pusat secara rutin setlap tahun
melalui Menteri LHK juga melimpabkan pelaksanaan sebagian
iriusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya  kepada
pemerintah provinsi dan pemenntah kabupaten/ kota, Jdengan
s medebendind (tugas pembantuan).

Menpacu pada atribusl Jdan delegasl kewenangan yang
sliberikan kepada pemerintah pusat oleh peraturan perundang-
wrklangan, 67% pelaksanaan urusan kehutanan oleh presiden
danfataun menleri bertitik  lekan padin urusan-urusan  yang
bersifat penetapan NSPK, dan Undakan administratif dalam arti
whagai pembuat atau pengatur kebiakan nasional vang bersifat
desclbbingenr dan bedeit,  Pelnksanaan  urusan-unsan yang
etibungandenganteknisdan pelayanan publikdilakukansendiri
pnerintah pusat schagian didelegasikan melalui desentralisasi,
debonsentrasi  dan medebewind. Selanjutnya  penduelegasian
ewenangan dard pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi
ban kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan urasn di bidang
behutanan adalah berdasarkan ekstermalitas dengan pendekatan
wilival kewenangan (nassonal, Hitas provinsl, lintas kabupaten/
b fungs kawasan hutan (kowasan hutan konservasi, kawasan
ftan lindung dan kowasan hutan produksi) sorta jenis hasii
Bontan (kayn atan pon kava) varlu techadap urosan-urasan Ving
Persal eperrantional dlalam arth pelaksanaan rencana dan e raim
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CATATAN PENUTUP

Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Femernntah Daerah dalam pengelolaansumber davaalam tambang,
dan hutan di Proviesi Papua, teravata belum menclplakan
seseynbanggan (egalibrises) vangineldtakan prinsipnegara kesatuan
i satu sisi dan prinsip otonomi dacrah termasuk otenomi khusus
duslsl yang lain. Titlk berat kewenangan cenderung masih berada,
paik pada pemerintah {pusat) maupun pemerintal provinst sebagai
perpanjangan tangan pemerinkah pusat di daerah. Pemerintah
daeral kabupaton kota memilikl kewesangan yong bessdfat sulbe
ondinal, karena bewenangan pomberian izin pengeiolan sumber
daya alam tambang dan hutan yang dimilikinya, harus mendapat
rekarmendasi atau pendelegasian wewenang dard provinsd sobagai
perpanjang tangan pemerintah pusat, setelah {tu bare izin dapat
diterbitkan oleb pemerintab daerah kabupaten/ kota,

Mengelolan sumberdayaalam tambang dan hutantelah dinku
sevara konstitusional dalany Pasal 33 UUDNEI S maspundalam
peraturan perundang-undangan organik seperti Undang-undang
Somor 4 Tahun 209 tentang Minerba, Undang-undang Nomaoar
A1 Tahun 1999 wntang Kehutanan, Undang-undang Nomar 23
Tabwn 2114 tentang Pemenintahan Daerah, serta Undang-undang
Nomnor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusts Bagi Provinsi
Papa wangy mevgalur secara global lentang pengelolaan sumber
dawva alam tabang dan hutan, sedangkan hak-hak masvarakat
Dk ekt telabi bkl datam Putnsan Mahkamah Koostitosd
Roepranlelik Bindossnsin B WAL 2002 untuk kesejabiteraan
pasyarakal Fapas dan blwsusnya mosyacabat pemllik hak ulayat
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di areal pertambangan dan kehutanan.  FPeraturan perundang-
urdangan tersebut balk secara ckaplisit maupun impllsit telab
mengakomodir prinsip keadilan sostal, namun bagi masyarakat
adat yang tanah dan hutannya masuk dalam areal pertarmbangan.
keadilan tersebut dirasakan masih jauh darl harapan. ¥ lal tersebul
antara lain dilatari aleh filosofi yang dianut arang Papua, Bahwa
tanah {termasuk hutan di atasnya) bagaikan ibu yang memberikan
perlindungan, ksefahiberaan, kasily sayang dan pengharapan, maka
distribus] sebagian kecil dari hasil pengelolaan tambang yang ada
di lingkungan hak ulavatnya, masih jauh darl rasa kead|lan. Hal
tersebut diperparah pula jika melihat dampak lingkungan yang
ditimbulkan dari operasional perusahaan yang secara langsung
maupun lidak langsung telah meru sak sumber pangan dan mata
rantal keliidupan lalnnya vang masih bergantung paka hutan dan
air di lingkungan mereka,

Peraturan peraturan perundang-undangan  sebagaimana
disebut pada poin 2 di atas, nampak belum harmonis atau
belum bersinergi antara yang salu dengan yang lainnva, UL
Pemerintahan Daeraly masih menikberatkan kewenangan pada
pemeriniah pusat, UU Otonoml Klsus Papua cenderung pada
pemerintah daerabh provinsi, dan Undang-undang pertambangan
dan kehutanan telah memberikan kewenangan yang cukup kepada
pemerintah dacrak kabupatenfkola untuk mengatur pengelolaan
cumber daya alam tambang dan hutan. "ada tataran implementas
kiwenangan pemerintah pusat cenderung lebil ditonjolkan atau
dengan kata lain kewenangan pemerintah doeraly (kabupaten/
kota) menjadi sub-ordinal dari kewenangan pemenntall pusat.
Akibatnya, inisiatif dan prakarsa pemerintah dan masyarakat di
kabupaten/ kota untuk mengurus rumnah tangga sensin ermasuk
pengelolaan tambang dan hutan mengalami  ketergantungan
kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemenntah daerah
kabupaten dan kota yang «angat memahami karakteristik lokal
belum dapat secara leluasa memanfaatkan paten al lokalnya secara
mandifd untuk mensajahterakan masyarakat.

Berkaltan denpan hal twrsehul, maka aya g fukan

bwbserapa saran solbgal salabhy st angkali nasuban byl para

Catasan ltnl.np

pengambil kebijakan,

Pertarn, Bagaimana hubungan kewenangan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan
pada hakekalnya meletakan dasar prinsp negara kesatuan disatu
slal dan prinstp otonomi daerah, leemasulk otonomi khusus disisi
yang lainagar pemerintahtidakcenderungkewenangannya bersifal
sentralistib,  pemerintab provinsi tidak lagl wehagal perpanjang
t.:nb‘:nu pemerintah pusat didaerab dan tidak lagi bersifat sub-
ordinal, akan tetapi kewenangan tersebut dikembalikan kepada
Pemerintah - Dacrabh Kabupaten/Kola,  korena kewoenangan
pemberian izin pengelolan sumber daya alam tambang dan hutan
yang dimilikinya umtuk meningkatkan kescjahteraan masyarakat

Papua, khususnya masyarakal adat pemilik hak ulayat diarcal
perlambangan

Redie, Bagaimana  pengaturan dalam sigtim pengelolaan
sumber dava alam tambanag dan hutan, mml-.ipl.m. RCIT
p_h?h.x] telah dijelaskan dalam Undang-undang Mo, 21 -l'ahun
21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, akan tetapi
diakut secara konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 |'|1.11.|]"l1-ll'|
Ut'than-uml.mJ.; organik yvaltu seperti Undang-undang Nomor
4 Tahun X9 Tentang Minerba, Undang-undang .."'{EIH'HDL' 41
lahun 1999 tentang  Kehutanan, Undang-undang Nomor 23
Tahwn 2004 tentang Pemerintahian Daerah, serla bak m.v.yn.mi;nl
hukum adat telah diakui dalam Pulesan Mabkamah Konstitusi
Republik Indonesia Momor 35/ PUU-X/ 2002 untuk kesejahteraan
masyarakal Papua dan khususnya masyarakat pemillk hak
ulayat di areal pertambangan dan kehutanan, sehingga Peraturan
perundang-unclangan  tersebul balk secara eksplisit maupun
implisle telah menpokomodic prinsip keadilan sosial, termasuk
masyarakat adat yvang tanah dan hutannya masuk dalam areal
pertambangan, rasa keadilan, sehinpga tefadinga distribusi secara
adib darl hasil pengeloloan tambang dan hutan di dapat dirasakan
oleh masyarakat adal pemilik hak ulayat di areal pertambangan
Lemudian dampak linghungan vang ditimbulkan dari nru-r.1.-1innn|r
prerusthian vang sevara Tangsung moaupun tidak lingsumg teliah
maennisak suml=e pangan dam mata rantai kehidupan I_‘I"I.I‘l]",.i bl
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dihindari.

fetign, Bagaimana upaya pemerintah dacrah, baik pemerintah
provinsl dan Pemerintah kabupaten/ kota untuk segera melakukan
revisi terhadap peraturan yang mengatur kewenangan pemberian
izin pengelolaan sumber daya alam tambang dan hutan, termasuk
Undang-undang Otomomi  Khusus  sata sama lain beralin
dengan baik, sehingga dalam  implementasinya akan terwujud
keharmonisan., Pemerintah dacrah tidak lagl menitikberatkan
kewenangan pada pemerintah pusat,  akan tetapi inislatif dan
prakarsa pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untub
mengurus rumah  angganya sendir, termasuk pengelolaan
sumber daya alam tambang dan hutan tidak lagi mengalami
ketergantunpan kepada pemerintah pusat, karena pernerintah
kabupaten/kota sanpat memahami karaktenstk, potenai alam
lokalnya secara mandir untuk kesejahteraan masyarakat Papua
dan khususnya masyarakat pemilik hak ulayat disekitar arcal
pertambangan.
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